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MOTTO

Ketika tiap langkah kita berjalan, akhirnya berujung pada harapan (pamrih).
Bila harapan besar semakin besar langkah kita. Bila tidak, tidak mungkin sebesar

ini langkah kita.
(DPL, 25.01.1996)

Kecuali hanya pada Allah SWT.
Tempatku mencurahkan semua masalah dan merajut harapan di masa depan.
Allah SWT hadirkan masa depan yang gemilang untukku, sehingga masa sulit

hanya merupakan bagian dari masa laluku.

(DPL, 19.09.00)
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RINGKASAN

Rethiya Astari, 2019, Analisis Akuntabilitas Kewajiban Perpajakan
Bendahara Desa atas Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Tahun
2017 di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Dibimbing oleh Achmad Husaini,
Drs, MAB dan Latifah Hanum, SE.,MSA.,Ak. 163 Halaman+ xxii.

Penelitian ini membahas mengenai kewajiban perpajakan yang dilaksanakan
oleh bendahara desa. Kewajiban perpajakan pada desa dikelola melalui
pengelolaan keuangan desa yang diatur melalui Paraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014. Pada tahapan pengelolaan keuangan desa, kewajiban
perpajakan terdapat pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan yang dilaksanakan
oleh bendahara desa selaku bagian dari bendaharawan pemeritah di tingkat desa.
Pengelolaan keuangan desa salah satunya dilaksanakan pada Dana Desa. Di
Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora sebagai salah satu daerah peneriman Dana
Desa terdapat fenomena terkait kelengkapan laporan pertanggungjawaban Dana
Desa Tahun 2017. Fenomena tersebut yaitu dikembalikannya laporan
pertanggungjawaban dari 11 desa di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora yang
disebabkan belum lengkapnya dokumen salah satunya terkait dokumen pajak.
Untuk penelitian ini, dari 11 desa yang menerima Dana Desa Tahun 2017 peneliti
mengambil dua desa yaitu Desa Sumberpitu sebagai penerima Dana Desa terkecil
dan Desa Ngloram sebagai penerima Dana Desa terbesar.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas bendahara desa atas
pelaksanaan dan penetausahaan Dana Desa Tahun 2017 yang berada di
Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis
penelitian tersebut dipilih untuk mengurai keadaan pada objek penelitian secara
jelas atas fokus penelitian yang telah ditentukan sesuai rumusan masalah. Fokus
penelitian yang dipulih peneliti yaitu Tahap Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2017,
Tahap Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017, serta Kewajiban Perpajakan atas
Dana Desa Tahun 2017. Data yang telah diperoleh peneliti dianalisis
menggunakan analisis model interaktif milik Miles dan Huberman.

Penelitian yang dilaksanakan menunjukan akuntabilitas bendahara desa atas
pelaksanaan dan penetausahaan Dana Desa Tahun 2017 yang berada di
Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora sebagian besar telah berjalan dengan baik.
Tahap Pelaksanaan dan Tahap Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017 dari Desa
Sumberpitu dan Desa Ngloram telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
Tahap Pelaksanaan kedua desa tersebut ditunjang dengan kebijakan internal dari
masing-masing desa. Tahap Penatausahaan untuk tutup buku dan pembuatan
laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram
kepada kepala desa masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan desa.
Pemenuhan kewajiban perpajakan Bendahara Desa Sumberpitu dan Desa
Ngloram terkait kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, perhitungan pajak,
pemotongan atau pemungutan pajak, serta pencatatan melalui Buku Pembantu
Pajak telah dilaksanakan dengan baik. Kewajiban perpajakan terkait ketepatan



waktu setor pajak baik di Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram, masih terdapat
beberapa pajak yang belum disetor sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Untuk
pelaporan SPT baik sacara masa ataupun tahunan belum dilaksanakan oleh
Bendahara Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram dikarenakan belum adanya
sosialisasi mengenai hal tersebut dari instansi di tingkat kabupaten.

Kata Kunci: Pajak, Kewajiban Perpajakan, Pengelolaan Keuangan Desa,
Dana Desa, Bendahara Desa
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SUMMARY

Rethiya Astari, 2019, Accountability Analysis Village Treasurer Taxation
Obligations for the Implementation and Administration of 2017 Village
Funds in the Cepu District of Blora Regency, Supervised by Achmad Husaini,
Drs, MAB and Latifah Hanum, SE., MSA, Ak.163 Pages + Xxii .

This study discusses the taxation obligations carried out by the village
treasurer. Taxation obligations to the village are managed through village
financial management regulated through the Minister of Home Affairs Regulation
No. 113 of 2014. At the village financial management stage, taxation obligations
exist at the implementation and administration stage carried out by the village
treasurer as part of the government treasurer at the village level. Village financial
management, one of which is implemented in the Village Fund. In Cepu
Subdistrict, Blora Regency as one of the Village Fund receiving regions, there is a
phenomenon related to the completeness of the Village Funds accountability
report for 2017. This phenomenon is the return of accountability reports from 11
villages in Cepu Subdistrict, Blora Regency due to incomplete documents, one of
which is related to tax documents. For this study, of the 11 villages that received
the Village Fund in 2017 researcher took two villages, namely Sumberpitu Village
as the smallest Village Fund recipient and Ngloram Village as the largest Village
Fund recipient.

The purpose of this study was to determine the accountability of the village
treasurer for the implementation and administration of the 2017 Village Fund
located in Cepu District, Blora Regency.

In this study, researcher used a descriptive type of research. This type of

research was chosen to parse the situation on the research object clearly on the
focus of research that has been determined according to the formulation of the
problem. The focus of the research that the researcher recovered was the Village
Fund Implementation S The research carried out shows the accountability of the
village treasurer for the implementation and administration of the 2017 Village
Fund located in Cepu Subdistrict, Blora Regency has largely been going well. The
Implementation Stage and the Administration Stage of the 2017 Village Fund
from Sumberpitu Village and Ngloram Village have been carried out in
accordance with applicable regulations. The implementation phase of the two
villages is supported by internal policies of each village. The Administration
Stage for closing the books and making accountability reports by the Treasurers of
Sumberpitu Village and Ngloram Village to their respective village heads, was
adjusted to the needs of the village. Fulfillment of tax obligations of the
Treasurers of Sumberpitu Village and Ngloram Village related to ownership of
the Taxpayer Identification Number, tax calculation, tax deduction or collection,
and recording through the Tax Assistant Book has been carried out properly. Tax
obligations related to the timeliness of tax payments both in Sumberpitu Village

vii



and Ngloram Village, there are still a number of taxes that have not been paid in
accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 242 / PMK.03 / 2014
concerning Procedures for Payment and Depositing Taxes. For SPT reporting,
both one tax period and annual ceremonies have not yet been carried out by the
Treasurers of Sumberpitu Village and Ngloram Village due to the lack of
information on this matter from the district level agencies.tage in 2017, the
Village Fund Administration Stage in 2017, and the Tax Obligations for the
Village Fund in 2017. The data obtained by the researcher were analyzed using
Miles and Huberman's interactive model analysis.

Keywords: Tax, Taxation Obligations, Village Financial Management,
Village Funds, Village Treasurers.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peranan penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) di Indonesia. Pajak termasuk dalam sumber pendapatan negara
dengan kontribusi terbesar dalam APBN Tahun 2018. Pendapatan negara pada
tahun 2018 sebesar 81,4% berasal dari pajak, sedangkan 0,3% berasal dari hibah
dan 18,3% dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Informasi APBN 2019,
2019: 13). Besarnya kontribusi pajak atas sumber pendapatan negara dipengaruhi
dari penerimaan pajak yang mengalami peningkatan pada tahun 2014-2018.
Berikut tebel yang menunjukan realisasi penerimaan pajak tahun 2014-2018.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2014-2018 (dalam

triliun)
TARGET REALISASI
NO. | TAHUN | PENERIMAAN | PENERIMAAN PERS(EO/IEI)TASE
PAJAK PAJAK
1. 2014 Rp 1.072,37 Rp 981,83 91,56
2. 2015 Rp 1.294,26 Rp 1.060,83 81,96
3. 2016 Rp 1.355,20 Rp 1.105,73 81,59
4, 2017 Rp 1.283,57 Rp 1.151,03 89,67
5. 2018 Rp 1.424,00 Rp 1.315,51 92,38

(Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 dan 2018).

Pada Tabel 1 realisasi penerimaan pajak tahun 2014-2018 mengalami
kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 terdapat penurunan persentase
penerimaan pajak dari tahun 2014, akan tetapi pada realisasi penerimaan pajak
mengalami kenaikan penerimaan pajak dari tahun 2014 ke tahun 2015. Kenaikan
penerimaan perpajakan berkaitan dengan Kebijakan Negara dan Fiskal yang

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional



berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 2 Tahun
2015.

Untuk menyeimbangkan peningkatan pendapatan negara melalui penerimaan
pajak. Kebijakan Negara dan Fiskal juga meningkatkan kualitas belanja negara
yaitu salah satunya belanja pemerintah pusat langsung ke daerah melalui Dana
Desa. Dana Desa merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa. Pengalokasian Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa
merupakan dana transfer yang dianggarkan dari APBN dan diluar dana transfer
daerah, yang penyalurannya ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk disalurkan kepada desa. Dalam pembagian
Dana Desa ke setiap desa memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa dimanfaatkan untuk
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan
tersebut menimbulkan transaksi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban
perpajakan pemerintah desa.

Pajak dapat didefinisikan sebagai “Kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal tersebut menggambarkan pemungutan



pajak sebagai fungsi budgetair (fungsi sumber keuangan negara) yang didasarkan
pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945. Adanya peraturan mengenai perpajakan menimbulkan
kewajiban perpajakan bagi orang pribadi ataupun badan yang tergolong sebagai
wajib pajak sesuai Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pihak yang ditunjuk untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam
pemerintahan yaitu bendaharawan pemerintah. Hal tersebut berdasarkan UU
Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Bendahara desa termasuk dalam bendaharawan pemerintah
(Bendahara Mahir Pajak, 2016: 1). Untuk itu berdasarkan Pasal 31 Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, bendahara desa merupakan pihak yang bertugas
memenuhi kewajiban perpajakan pemerintah desa. Bendahara desa agar dapat
melaksanakan kewajiban perpajakannya harus mendaftarkan diri kepada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di wilayah kerja. Pendaftaran ke KPP
Pratama/KP2KP wilayah kerja bertujuan agar bendahara desa memperoleh Nomor
Pokok Waijib Pajak (NPWP). Kewajiban perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan
Desa timbul pada tahap Pelaksanaan yaitu saat belanja/transaksi kegiatan. Hal
tersebut menyebabkan bendahara desa berkewajiban untuk melakukan pemungut

dan/atau pemotongan pajak atas transaksi yang dilakukan, menyetorkan pajak ke



kas negara, dan melaporkan segala jenis pajak yang telah dipungut dan/atau
dipotong dan disetor. Atas penerimaan pemungut/pemotong pajak dan
pengeluaran untuk setoran pajak, bendahara desa wajib mencatatnya dalam Buku
Pembantu Pajak. Proses pencatatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa terdapat
pada tahap Penatausahaan Hal tersebut berdasarkan Pasal 35 Permendagri Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sistem pemenuhan kewajiban perpajakan oleh bendahara desa dilakukan
dengan menggunakan withholding system. Withholding system merupakan sistem
menentukan besaran pajak terutang dari wajib pajak, memotong/memungut pajak,
menyetor pajak, serta mempertanggungjawabkan melalui media yang tersedia
berdasarkan peraturan yang berlaku (Resmi, 2014: 11). Jenis pajak yang
menggunakan withholding system adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh
Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) (Wibawa, 2018: 7).
Pemilihan withholding system pada beberapa jenis pajak tersebut, memiliki
manfaat yaitu kepastian pajak terbayar tinggi sebab pemajakan saat kemampuan
ekonomi tinggi, cost collection, proses pemeriksaan hanya berfokus pada
withholder, kepatuhan pajak meningkat, serta penyederhanaan administrasi
perpajakan (Darmayasa, 2016: 212). Untuk kepatuhan perpajakan guna memenubhi
kewajibannya dapat dipersamakan dengan kriteria dalam Pasal 3 (2) Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 tentang
Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Subandi &

Fadhil, 2018: 5). Kriteria kepatuhan perpajakan tersebut, antara lain:



=

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda
pembayaran pajak.

3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas
keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3
tahun berturut-turut.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 tahun terakhir.

Pemenuhan kewajiban perpajakan dan pencatatannya dalam Buku Pembantu
Pajak, dilaksanakan oleh bendahara desa berdasarkan asas Pengelolaan Keuangan
Desa vyaitu akuntabel. Nurcholis menyatakan akuntabilitas merupakan
pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dari misi suatu instansi
pemerintahan (Paselle, Annivelorita, Setyawati, Riyanto, dan Benni, 2018: 54).
Akuntabilitas pada instansi pemerintahan diatur melalui Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (SAKIP). Pasal 1 Perpres Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan
SAKIP yaitu:

“Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kkinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertangunggjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah.( Pasal 1 Perpres Nomor 29 tahun 2014).”

Dalam lingkup perpajakan, akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban
kewajiban perpajakan dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Misra &
Afritenti, 2013: 913). Hal tersebut didasarkan dengan adanya pertanggungjawaban
berupa keterbukaan atas penggunaan dana yang berasal dari pajak, sehingga
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan

masyarakat dalam membayar pajak (Latifah, 2013:18). Untuk itu akuntabilitas

merupakan hal yang penting dalam sebuah pengelolaan keuangan. Terutama



pengelolaan keuangan yang berasal dari dana pajak, yang kemudian dalam
penggunaan dana tersebut menimbulkan pajak kembali.

Akuntabilitas atas pelaksanaan program organisasi sektor publik menjadi
fokus perhatian masyarakat sebagai konsekuensi atas pajak dan retribusi yang
telah masyarakat bayarkan (Wicaksono, 2015: 4). Salah satu program Pemerintah
Pusat yaitu Dana Desa. Pada tahun 2018 Dana Desa yang terealisasikan sebesar
Rp 59.859.408.609.275,00 atau mencapai 99,77% dari total Dana Desa yaitu Rp
60.000.000.000.000,00. Dana Desa pada tahun 2018 tersebut disalurkan kepada
74.958 desa, dengan sejumlah 271 desa dari total desa tersebut merupakan desa
yang berada Kabupaten Blora. Terkait dokumen pertanggungjawaban di
Kabupaten  Blora  sendiri, fenomena atas  kelengkapan  laporan
pertanggungjawaban terjadi di Kecamatan Cepu yaitu dikembalikannya Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Dana Desa dari 11 desa pada tahun 2017.
Pengembalian laporan pertanggungjawaban disebabkan belum lengkap dokumen,
salah satunya terkait pajak yang belum dibayarkan (Kumparan.com, 2017, diakses
pada 01 November 2019). Dalam pelaksanaan Dana Desa, pihak bendahara desa
seharusnya meyetorkan seluruh pajak yang dipungut ke kas negara. Bukti setor
pajak tersebut merupakan salah satu syarat kelengkapan dalam laporan
pertanggungjawaban (Buku Saku Dana Desa, 2017: 30).

Ariyanto, selaku Staf Seksi Pembangunan Kecamatan Cepu, menyatakan
pengembalian SPJ kegiatan atas Dana Desa dari 11 desa di Kecamatan Cepu pada
Tahun 2017 merupakan langkah edukasi kelengkapan SPJ kegiatan agar lebih
akuntabel. Pengembalian SPJ kegiatan juga berlaku bagi desa yang belum

melakukan pembayaran pajak atau masih melampirkan kode billing di SPJ



kegiatan. Pengendalian penggunaan Dana Desa selain disampaikan melalui SPJ
kegiatan, juga dilakukan pengawasan dan pemeriksaan atas Dana Desa untuk 271
desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Blora. Eko Purwanto sebagai
perwakilan dari Tim Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektur
Pembantu (Irban) | Inspektorat Kabupaten Blora untuk Kecamatan Cepu,
menyatakan untuk SPJ kegiatan Dana Desa Tahun 2017 masih ditemukan
beberapa fenomena terkait perpajakan. Fenomena perpajakan tersebut yaitu
adanya sebagian kecil desa yang belum memungut pajak, terdapat beberapa desa
sudah memungut pajak akan tetapi belum disetorkan, serta ada juga desa telah
memungut dan menyetor pajak tetapi belum sesuai tarif. Keadaan tersebut
menjadi dasar bagi peneliti untuk memilih Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora
menjadi lokasi penelitian.

Besaran Dana Desa Tahun 2017 yang diperoleh setiap desa terdiri dari 90%
Alokasi Dasar dan 10% Alokasi berdasarkan formula. Alokasi Dasar Dana Desa
yaitu jumlah dana yang besarannya dibagi secara rata setiap desa, sedangkan
Alokasi berdasarkan formula merupakan dana yang dihitung berdasarkan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis setiap
desa. Besaran Dana Desa dari Alokasi Dasar dan Alokasi berdasaran formula,
menunjukkan perbedaan antara desa dengan penerimaan dana terbesar dan terkecil
yang mengindikasikan desa dengan kebutuhan anggaran terkecil yang terbaik
(Aziz, 2016 : 204). Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil dua sampel desa
dengan besaran dana desa terbesar dan terkecil untuk melihat kondisi pengelolaan
pajak atas Dana Desa Tahun 2017.

Dua desa yang menjadi sampel penelitian yaitu Desa Ngloram dan Desa



Sumberpitu. Desa Ngloram merupakan desa dengan perolehan Dana Desa terbesar
di Kecamatan Cepu vyaitu Rp 795.000.000,00 dengan total bobot Alokasi
berdasarkan formula 0,40%. Bobot total tersebut merupakan yang terbesar
diantara desa lainnya di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Untuk Desa
Sumberpitu memperoleh besaran Dana Desa Tahun 2017 yaitu Rp 760.081.482,00
dengan total bobot Alokasi berdasarkan formula terkecil yaitu 0,21%. Hal tersebut
menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih Desa Ngloram dan Desa
Sumberpitu sebagai sampel penelitian. Perolehan besaran Dana Desa dari kedua
desa tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor 900/1169/2016
Tentang Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Masing-Masing Desa di Kabupaten
Blora Tahun 2017. Daftar besaran Dana Desa untuk masing-masing di Kecamatan
Cepu Tahun 2017 tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Besaran Dana Desa untuk Masing-Masing Desa di

Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Tahun 2017 (dalam rupiah)

NO. NAMA DESA | BESARAN DANA DESA
1. Desa Ngloram 795.000.000
2. Desa Cabean 789.300.000
3. Desa Jipang 782.400.000
4, Desa Kapuan 775.300.000
5. Desa Kentong 774.800.000
6. Desa Nglanjuk 771.400.000
7. Desa Getas 769.000.000
8. Desa Mulyorejo 768.500.000
9. Desa Mernung 763.300.000
10. Desa Gadon 761.800.000
11. Desa Sumberpitu 760.100.000

JUMLAH 8.510.900.000

(Sumber: Keputusan Bupati Blora Nomor 900/1169/2016 Tentang Penetapan
Besaran Dana Desa Untuk Masing-Masing Desa di Kabupaten Blora
Tahun 2017).

Penelitian mengenai kewajiban perpajakan bendahara desa atas pengelolaan



Dana Desa dilaksanakan di Kecamatan Berbah, Sleman (Sakina, 2017: 79). Hasil
dari penelitian tersebut yaitu terdapat beberapa desa yang mengalami
keterlambatan dalam penyetoran pajak dan kurangnya sinergi antara KPP Pratama
Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman. Berdasarkan fenomena yang telah
diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan dan
penatausahaan kewajiban perpajakan atas Dana Desa Tahun 2017 yang
dilaksanakan oleh bendahara desa di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Untuk
itu dalam skripsi ini, peneliti memilih judul “Analisis Akuntabilitas Kewajiban
Perpajakan Bendahara Desa atas Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana

Desa Tahun 2017 di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana akuntabilitas
bendahara desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan desa atas pelaksanaan dan

penatausahaan Dana Desa Tahun 2017 di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah
diatas yaitu “Mengetahui dan menganalisis akuntabilitas bendahara desa dalam
memenuhi kewajiban perpajakan desa atas pelaksanaan dan penatausahaan Dana

Desa Tahun 2017 di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora”.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat
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memberikan sebuah kontribusi. Kontribusi dari hasil penelitian dalam bentuk
teoritis dan praktis yang dapat menjadi masukan sebagai berikut.
1. Kontribusi Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah tema penelitian
mengenai pengelolaan keuangan desa di bidang perpajakan dan menjadi
referensi penelitian selanjutnya, khususnya tentang akuntabilitas kewajiban
perpajakan yang ada dalam Dana Desa.
2. Kontribusi Praktis
a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini dapat memberi pendalaman mengenai pengetahuan
akuntabilitas, kewajiban perpajakan, serta pengelolaan keuangan desa. Hal
tersebut dapat menjadi proses pembelajaran bagi peneliti mengenai
perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa.
b. Bagi Masyarakat
Masyarakat mendapatkan gambaran mengenai pemenuhan kewajiban
perpajakan desa yang dilaksanakan aparatur desa dalam pengelolaan
keuangan desa. Diharapkan masyarakat dapat turut serta dalam mengawal
pengelolaan keuangan desa demi kemajuan desa dan terserapnya dengan
baik dana yang masuk ke desa untuk pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.
c. Bagi Pemerintah
Penelitian ini menjadi bahan masukan mengenai kebijakan pengelolaan
keuangan desa, khususnya dalam bidang perpajakan. Sehingga dapat

meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak pada
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umumnya dan bendahara pemerintah pada khususnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bagian dalam penelitian ini,

sebagai berikut:

BAB |

BAB I1

BAB |11

BAB IV

PENDAHULUAN

Pada bab pertama, peneliti menjelaskan menganai latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kotribusi penelitian. Peneliti
menggambarkan mengenai fenomena kewajiban perpajakan dalam
pengelolaan keuangan desa di lokasi penelitian yang telah ditentukan.
Fenomena tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan
penelitian di lokasi terkait.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti menguraikan mengenai landasan teori yang
berkaitan dengan fokus dan pembahasan penelitian. Peneliti
menggunakan teori kepatuhan dalam perpajakan dan teori mengenai
akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga, peneliti akan menjelaskan mengenai jenis penelitian,
fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, serta keabsahan
data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat, peneliti memaparkan hasil dari penelitian yang telah



BAB V
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dilakukan oleh peneliti dan pembahasan sesuai rumusan masalah yang
ada di BAB I.

PENUTUP
Pada bab kelima ini menjelaskan terkait kesimpulan yang didapatkan
oleh peneliti dan saran sebagai bentuk masukan yang membangun bagi

instansi terkait dan pembaca.



BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan, maka dibutuhkan
tinjauan empiris. Hasil dari penelitian dalam tinjauan empiris dapat menjadi bahan
masukan untuk penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menggunakan penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan bendahara desa,
dikarenakan belum terdapat penelitian yang berkaitan langsung dengan
akuntabilitas kewajiban perpajakan. Untuk penelitian terdahulu yang digunakan
pada penelitian ini akan dirangkum sebagai berikut.

1. Pujiyanti, Suharno, dan Widarno (2018).

Penelitian mengenai Dana Desa dilakukan Pujiyanti, Suharno, serta Bambang
Widarno di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Penelitian
tersebut berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Desa”. Tujuan dilaksanakannya penelitian yaitu untuk mengetahui
pengelolaan dan faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengelolaan dan
pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa di Desa Pilang, Kecamatan
Randublatung, Kabupaten Blora. Penelitian mengenai Dana Desa tersebut
merupakan jenis penelitian studi kasus mengenai Dana Desa yang berada di Desa
Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Fokus penelitian terkait Dana
Desa terletak pada Pengelolaan Keuangan Desa yaitu terdiri dari Perencanaan,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban.

Untuk menjawab fokus penelitian terkait Dana Desa, maka digunakan metode

13
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analisis kualitatif. Penelitian dilakukan dengan melihat kesesuain aspek
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban
dari Dana Desa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Hasil
penelitian menunjukkan sebagian besar pengelolaan Dana Desa di Desa Pilang
berjalan dengan baik yang ditunjang oleh faktor pendukung dan faktor
penghambat. Faktor penghambat pengelolaan Dana Desa tersebut yaitu
ketidaksesuaian sumber dana yang diterima dan keterbatasan sumber daya
manusia. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut terkait pada penatausahaan
yang belum dilaksanakan oleh Bendahara Desa Pilang dan kebenarannya turut
dikonfirmasi oleh Kepala Seksi Bidang Pemerintahan Kecamatan Randublatung.
Penatausahaan yang belum dilaksanakan meliputi pencatatan dan pembukuan
yang dilakukan pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Buku Bank, serta
laporan bulanan atas arus kas desa. Hambatan tersebut dapat ditunjang oleh faktor
pendukung dalam pengelolaa Dana Desa yaitu adanya partisipasi masyarakat dan
terwujudnya setiap fungsi dari jabatan yang ada dalam pemeritahan desa.
2. Hanafie, Nugraha, dan Huda

Penelitian akuntabilitas Dana Desa dilaksanakan oleh Haniah Hanafie, Agus
Nugraha, serta Masrul Huda. Penelitian tersebut berjudul “Kajian Tentang
Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep”.
Pelaksanaan penelitian Dana Desa tersebut bertujuan untuk memaparkan keadaan
akuntabilitas atas pengelolaan Dana Desa yang berada di Kecamatan Masalembu,
Kabupaten Sumenep. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut, maka peneliti

menggunakan penelitian deskriptif sebagai jenis penelitiannya. Fokus yang
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diambil pada penelitian tersebut terkait pada penerapan akutabilitas baik dari segi
keuangan, manfaat, serta prosedur dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan
Masalembu, Kabupaten Sumenep. Data terkait pengelolaan Dana Desa yang telah
diperoleh peneliti, dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari
penelitian akuntabilitas dari segi keuangan, manfaat, seta prosedur pengelolaan
Dana Desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep belum mampu
direalisasikan dengan baik.

Akuntabilitas dari segi keuangan belum dapat terealisasikan dengan baik, sebab
pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak menerima laporan keuangan
terkait Dana Desa dari kepala desa. Tidak terlibatan BPD sebagai pengawas dan
perwakilan dari masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa
ditemukan di Desa Sukajeruk dan Desa Masalima. Hal tersebut membuat
akuntabilitas dari segi prosedur belum dapat terealisasikan degan baik. Dalam
akuntabilitas dari segi manfaat masih ditemui pembangunan diskriminatif,
kualitas pembangunan kurang, serta pembanguna tidak sesuai kebutuhan
masyarakat. Penilaian dari ketiga segi akuntabilitas tersebutlah yang
menyebabkan prosedur pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Masalembu,
Kabupaten Sumenep dinyatakan belum mampu direalisasikan dengan baik.

3. Sakina (2017)

Penelitian terkait kewajiban perpajakan bendahara desa atas pengelolaan Dana
Desa dilakukan Sesty Milla Sakina. Penelitian tersebut berjudul “Pelaksanaan
Kewajiban Perpajakan oleh Bendahara Desa dalam Pengelolaan Dana Desa
ditinjau dari Asas Kepatuhan di Kecamatan Berbah, Sleman”. Tujuan dari

penelitian pengelolaan Dana Desa tersebut yaitu untuk melihat pelaksanaan
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kewajiban perpajakan bendahara desa ditinjau dari asas kepatuhan dan upaya
fiskus meningkatkan kepatuhan pajak dari bendahara desa. Jenis penelitian yang
dipilih peneliti yaitu penelitian empiris untuk memperoleh gambaran pelaksanaan
Dana Desa yang ada di lapangan. Peneliti menetapkan fokus penelitian pada
kepatuhan perpajakan bendahara desa atas pengelolaan Dana Desa.

Untuk menjawab fokus penelitian, maka peneliti menggunakan analisis
kualitatif. Berdasarkan pengolahan data penelitian, kesimpulan yang diperoleh
yaitu beberapa desa mengalami keterlambatan dalam penyetoran pajak yang
disebabkan oleh masalah internal. Untuk peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Sleman hanya sebatas pemberitahuan terkait tanggal jatuh tempo. Atas
keadaan tersebut dapat diupayakan peningkatan sinergi antara Pemerintah
Kabupaten Sleman dan KPP Pratama Sleman untuk meningkatkan kepatuhan
pajak bendahara desa. Sinergi peningkatan kepatuhan pajak yang dapat
dilaksanakan yaitu untuk pihak KPP Pratama Sleman dapat merinci dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dapat menimbulkan
pajak. Untuk Pemerintah Kabupaten Sleman dapat bersinergi dengan memberi
ketegasan penyampaian pelaporan keuangan desa oleh bedahara desa atas dana

yang telah  digunakan untuk kegiatan desa setiap  terminnya.
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NO. NAMA JUDUL PENELITIAN | FOKUS PENELITIAN ,'A\\/INEA-\FSSIES HASIL PENELITIAN
1. Pujiyanti, Analisis Pengelolaan dan | 1. Perencanaan. Analisis Terdapat faktor pendukung dan
Suharno, serta | Pertanggungjawaban 2. Pelaksanaan. kualitatif. faktor penghambat dalam
Widarno Penggunaan Dana Desa. | 3. Penatausahaan. pengelolaan dan
(2018). 4. Pelaporan. pertanggungjawaban
5. Pertanggungjawaban. penggunaan Dana Desa.
2. Hanafie, Kajian Tentang 1. Akuntabilitas Analisis Pengelolaan Dana Desa
Nugraha, serta | Akuntabilitas Dana Desa Keuangan. kualitatif. berdasarkan akuntabilitas
Huda (2019). | di Kecamatan 2. Akuntabilitas keuangan, manfaat, serta
Masalembu Kabupaten Manfaat. prosedur belum dilaksanakan
Sumenep. 3. Akuntabilitas dengan baik.
Prosedur.
3. Sakina (2017). | Pelaksanaan Kewajiban | Kepatuhan perpajakan Analisis 1. Terdapat beberapa desa
Perpajakan oleh oleh bendahara desa. kualitatif. mengalami keterlambatan

Bendahara Desa dalam
Pengelolaan Dana Desa
ditinjau dari Asas
Kepatuhan di Kecamatan
Berbah, Sleman.

dalam penyetoran pajak yang
disebabkan oleh masalah
internal.

2. Peran KPP Pratama Sleman
hanya sebatas pemberitahuan
terkait tanggal jatuh tempo.

3. Belum adanya sinergitas
antara KPP Pratama Sleman
dan Pemerintah Kabupaten
Sleman.

(Sumber: Data diolah, 2019).
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Pada tabel 3 dapat diperoleh kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan
atas penelitian yang digunakan sebagai tinjauan empiris dan penelitian yang akan
dilaksanakan. Untuk persamaan antara penelitian dalam tinjauan empiris dan
penelitian yang akan dilaksanaan yaitu mengenai pembahasan kewajiban
perpajakan, bendahara desa, serta Dana Desa. Persamaan tersebut menjadi
masukan bagi penelitian yang akan dilaksanakan ini. Perbedaan penelitian dalam
tinjauan empiris dan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada akuntabilitas
atas kewajiban perpajakan bendahara desa. Perbedaan pada penelitian yang akan

dilakukan, juga menjadi keterbaruan penelitian.

B. Tinjauan Teoritis
1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintahan desa merupakan sendi pemerintahan yang secara langsung dan
sangat dekat mengurus kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa menyebutkan yang dimaksud pemerintahan desa yaitu
“penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah
desa dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh
perangkat desa. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban desa, pemerintahan desa
memiliki keuangan desa yang salah satunya menimbulkan pengelolaan keuangan
desa. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan pengelolaan keuangan desa “keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta
pertanggungjawaban keuagan desa”. Pengelolaan keuangan desa memiliki empat

asas yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, serta disiplin anggaran.
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Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa atas seluruh
pendapatan dan belanja desa dibantu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa (PTPKD). Untuk PTPKD terdiri dari sekertaris desa, kepala seksi, dan
bendahara desa. Struktur Pihak pengelola keuangan desa tercantum dalam

Gambar 1.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa

Sekertaris Desa

|
|
|
1 1
| PTPKD | | — =
|
|
|
|
|

Kepala Seksi Bendahara Desa/ Staf Urusan
Keuangan

Kegiatan Keuaﬁgan

Keterangan

————————— Perangkat PTPKD
Bidang tugas

Gambar 1.Pihak Pengelola Keuangan Desa
(Sumber: Yuliansyah dan Rusmianto, 2016: 49).

Pihak yang termasuk dalam PTPKD harus melaksanakan pengelolaan keuangan
desa sesuai atas asas transparasi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan desa pada satu tahun anggaran yang
terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berikut ini tahap-

tahap dalam pengelolaan keuangan desa.



20

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa.
Perencanaan diadakan oleh pihak pemerintah desa dengan menyertakan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan berbagai unsur masyarakat secara partisipasif
untuk merencanakan tujuan pembangunan desa. Perencanaan yang dilakukan
tersebut harus sesuai dengan pedoman pembangunan kabupaten atau Kkota.
Pembangunan desa dapat mencakup penyelenggaraan pemerintah desa,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan desa.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguanan
(BPKP) membagi dua penyusunan dokumen dalam tahap perencanaan yang harus
ditetapkan dengan peraturan desa yaitu
1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa

RPJM desa merupakan dokumen rencana pembangunan desa selama 6 tahun
yang sesuai dengan hasil musyawarah desa. Musyawarah tersebut harus dilakukan
pemerintah desa bersama BPD dan unsur masyarakat desa. RPJM desa juga harus
mengacu pada RPJM kabupaten atau kota secara objektif. RPJM desa yang
disahkan harus sesuai dengan peraturan pelaksana desa Pasal 116 Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang berisikan mengenai visi dan misi
kepala desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta kebijakan
pembangunan desa. Pengesahan RPJM desa paling lama yaitu tiga bulan sejak

kepala desa terpilih dilantik. Berikut tahap penyusunan RPJM desa.
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TAHAP PENYUSUNAN RPJM DESA

Penyelarasan Arah
Kebijakan Pengkajian
Pembangunan =3  Keadaan Desa

Pembentukan Tim 3

Penyusun Kabupaten atau
Kota
Penyusunan Rencana
Penyusunan
Pebangunan Desa Penyusunan %
melalui Musyawarah Rancangan RPIM | g s
o € Desa Pembangunan
erencanaag Desa melalui
Pembangunan Desa N =

!

Penetapan RPJM Desa

Gambar 2. Tahap Penyusunan RPJM Desa
(Sumber: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2016: 24).

2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa

RKP desa merupakan dokumen penjabaran dari RPJM desa dalam jangka
waktu satu tahun. Dokumen tersebut disusun pemerintah desa beradasarkan
informasi terkait perkiraan anggaran yang diterima desa, kegiatan pemerintah
daerah kabupaten atau kota, kegiatan pemerintah provinsi. RKP desa berdasarkan
peraturan pelaksana tentang desa Pasal 118 PP Nomor 43 Tahun 2014 setidaknya

berisikan uraian yaitu

b) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola desa. . .

c) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja
sama antar-desa dan pihak ketiga. ) ]

d) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa f)]/ang dikelola desa sebagai
ptenu a%an dari pemerintah baik itupusat, daerah provinsi, serta kabupaten
atau Kota

e) Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan perangkat desa dan masyarakat.

a} Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya.
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RKP desa disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan
ditetapkan paling lambat bulan September tahun berjalan. Berikut tahap

penyusunan RKP Desa (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP,

2016: 23).
TAHAP PENYUSUNAN RKP DESA
Penyusunan Pencermatan pagu
Rencana Pembentukan Tim indikatif desa dan
Pembangunan Desa > Penyusun —>  penyelarasan
melalui program/kegiatan
Musyawarah Desa desa
Penyelenggaraan Penyusunan
Mussiwarah Rancangan RKP Pencermatan Ulang
<t D
Perencanaan Desa REPM Desa
Pembangunan Desa

!

Penetapan RKP
Desa

Gambar 3. Tahap Penyusunan RKP Desa
(Sumber: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2016: 30).

b. Penganggaran

Penganggaran merupakan proses penyusunan rencana keuangan tahunan
pemerintah desa atau APBDes yang dilakukaan setelah RKP desa selesai. RKP
desa menjadi dasar untuk penyusunan rancanagan APBDes yang dibuat oleh
sekertaris desa untuk disampaikan kepada kepala desa. Pembahasan rancangan
APBDes dilaksanakan kepala desa bersama BPD yang disepakati paling lama

bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan APBDes yang telah disepakati,
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disampaikan kepala desa kepada bupati atau walikota melalui camat. Bupati atau
walikota dapat menetapkan hasil evaluasi atas Rancangan APBDes paling lama 20
hari setelah diterimanya. Hasil evaluasi yang tidak diterbitkan dalam jangka waktu
tersebut, maka akan berlaku dengan sendirinya. Penetapan APBDes paling lambat
yaitu tanggal 31 Desember tahun berjalan.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahap yang berkaitan dengan penerimaan dan
pengeluaran desa untuk melaksanakan kegiatan yang telah disusun melalui
APBDes. Transaksi penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening desa
yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Penyimpanan dana secara
tunai pada kas desa oleh bendahara desa hanya diperbolehkan maksimal Rp
5.000.000,00. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh TPK untuk
pengajuannya disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). RAB dapat
mulai disusun oleh TPK setelah APBDes disahkan dan diverifikasi sekertaris desa
(Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2016: 98). RAB yang telah
diverifikasi dapat disahkan kepala desa untuk menjadi dasar bagi setiap
pengeluaran terkait belanja kegiatan yang dilakukan TPK.

TPK dalam melakukan pembayaran atas pengeluaran terkait belanja harus
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada sekertaris desa untuk
diverifikasi. SPP merupakan dokumen yang memuat permintaan pembayaran atau
pengesahan belanja. TPK dapat mengajukan SPP ketika barang atau jasa telah
diterima atau SPP definitif (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP,
2016: 100). Pengajuan SPP berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari SPP,
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pernyataan tanggungjawab belanja, serta lampiran bukti transaksi. SPP yang telah
diverifikasi sekertaris desa baru dapat disetujui oleh kepala desa. SPP yang telah
disetujui tersebut dapat dilakukan pembayarannya oleh bendahara desa dan
dipungut atau dipotong pajaknya.
d. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahap dalam pengelolaan keuangan desa yang
dilaksanakan oleh bendahara desa. Penatausahaan dilaksanakan terkait
pengeluaran dan pemasukan setiap dana yang dimiliki desa. hal tersebut juga
wajib untuk dilakukan tutup buku di akhir setiap bulan secara tertib. Secara
Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Pasal 36 Permendagri Nomor 113
Tahun 2014, terdapat tiga dokumen atau buku dalam Penatausahaan, yaitu:

1) Buku Kas Umum merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat
seluruh transaksi keuangan desa, beserta bukti transaksinya.

2) Buku Kas Pembantu Pajak merupakan dokumen yang digunakan untuk
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran terkait pemotongan,
pemungutan, serta transaksi keuangan desa yang berkaitan dengan pajak,
beserta bukti transaksinya.

3) Buku Bank merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat terkait
pemasukan ataupun pengeluaran yang berkaitan dengan bank.

Tutup buku atas ketiga dikumen tersebut dimaksudkan untuk pembuatan laporan
pertanggungjawaban atas keauangan yang dikelola bendahara desa. Laporan
pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada kepala desa setiap bulan, paling

lambat tanggal 10 bulan beriktnya.

e. Pelaporan

Pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa berkaiatan dengan pelaksanaan
APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa
selaku kuasa pengguna anggaran dari setiap dana yang dimiliki desa. Pelaporan

oleh kapala desa dilakukan pada setiap semester dalam satu tahun. Laporan
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realisasi pelaksanaan APBDes untuk semester pertama paling lambat disampaikan
pada akhir bulan Juli pada tahun berjalan dan pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya untuk semester kedua. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes
disampaikan kepala desa kepada bupati dan diinformasikan kepada masayarakat
desa setempat melalui media informasi.

f. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dari pengelolaan keuangan desa.
Pada tahap tersebut pemerintah desa memiliki kewajiban  untuk
mempertanggungjawabkan realisasi atas pelaksanaan APBDes. Laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan melalui peraturan
desa. Laporan tersebut dilengkapi dengan laporan kekayaan desa per 31 Desember
tahun anggaran terkait dan laporan, laporan program pemerintah dan pemerintah
daerah yang masuk ke desa, serta laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling
lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran terkait. Penyampaian
laporan tersebut dilakukan kepada bupati melalui camat dan masyarakat desa
menggunakan media informasi.
2. Perpajakan
a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang memilik peran penting
dalam membiayai sektor publik yang dibangun pemerintah. Pajak dapat
didefinisikan sebagai “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
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negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Definisi tersebut berdasarkan
Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan. Rochmat Soemitro menyatakan pajak sebagai sebuah
pemindahan uang rakyat ke uang negara yang digunakan utamanya untuk
membiayai pengeluaran rutin negara, sedangkan selebihnya untuk public saving
dan public investment (Resmi, 2014: 1). Untuk P. J. A Andriani mengartikan
pajak sebagai iuran kepada negara yang dipaksakan dan terutang bagi wajib pajak
didasarkan atas peraturan, tidak adanya timbal balik, langsung dapat ditunjuk,
serta digunakan untuk membiayai bermacam-macam pengeluaran umum
penyelenggaraan pemerintahan negara (Pandiangan, 2014: 3).

Peneliti menyimpulkan pengertian pajak berdasarkan kedua pendapatan
tersebut bahwa pajak merupakan biaya yang dibayarkan wajib pajak sebagai
keharusan berdasarkan peraturan resmi baik dari pusat maupun daerah, yang
dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan timbal baliknya secara tidak
langsung. Agoes dan Trisnawati menyatakan definisi pajak mengandung ciri-ciri
yaitu:

1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksana.

2) Tidak adanya kontraprestasi atas pajak yang telah dibayarkan kepada

pemerintah.

3) Pajak dipungut pemerintah pusat dan daerah.

4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, sedangkan

sisanya untuk public investment.

5) Pajak dapat digunkana untuk tujuan tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur
(Agoes & Trisnawati, 2012: 4).

b. Jenis Pajak

Pandiangan menyatakan terdapat dua jenis pajak di Indonesia sejak 2012 yaitu
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1) Pajak Pusat

Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat untuk
membiayai rumah tangga atau kegiatan negara (Agoes et al, 2012: 5). Pemerintah
pusat yang dimaksud yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, Kementrian Keuangan. Untuk pajak yang dipungut pusat meliputi:

a) Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan
dalam suatu tahun pajak, baik penghasilan orang pribadi ataupun badan.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN),berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor
42 Tahun 2009, PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa
di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi
dan distribusi.

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang
dikenakan atas barang kena pajak yang tergolong mewah dan impor barang
kena pajak yang tergolong mewah (Wibawa, 2018: 97).

d) Bea Meterai, menurut UU Nomor 13 Tahun 1985 merupakan pajak yang
dikenakan pada dokumen yang termasuk dalam objek bea meterai
(Pandiangan, 2014: 7).

2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Di lingkup daerah terdapat kontribusi masyarakat kepada daerah yang terdiri
dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah memiliki pengertian yaitu
“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat” (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi). Pajak daerah dibagi menjadi dua berdasarkan UU Nomor 28 tahun
2009 yaitu

a) Pajak Provinsi

Pajak daerah yang tergolong sebagai pajak provinsi terdiri dari 5 jenis yaitu
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1.)Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas semua kendaraan beroda
yang digunakan di jalan darat yang dikenakan atas kepemilikannya.

2.)Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan
pada kendaraan bermotor yang jual beli, tukar menukar, hibah, warisan,
serta dimasukkan dalam badan usaha atas penyerahan kepemilikannya
anatara dua pihak atau sepihak.

3.)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan pengenaan pajak atas
seluruh bahan bakar berupa cair ataupun gas yang digunakan kendaraan
bermotor.

4.)Pajak Air Permukaan merupakan pajak yang dikenakan pada seluruh air
yang berada di permukaan tanah, kecuali air laut.

5.)Pajak Rokok merupakan pajak yang dikenakan pemerintah atas cukai rokok.

b) Pajak Kabupaten atau Kota
Pajak daerah yang termasuk dalam pajak kabupaten atau kota menurut terdiri
dari 11 jenis yaitu

1.)Pajak Hotel yaitu pengenaan pajak atas pelayanan yang diberikan dari hotel,
motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, serta
rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar.

2.)Pajak Restoran merupakan pajak dari pelayanan baik makanan atau
minuman yang diberikan restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung,
bar, serta catering.

3.)Pajak Hiburan adalah pajak yang bersumber dari penyediaan layanan

hiburan baik tontonan, pertunjukan, permainan, ataupun keramaian yang
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dipungut biaya.

4.)Pajak Reklame merupakan pajak penyelenggaraan reklame untuk tujuan
komersil dan dapat dinikmati banyak orang.

5.)Pajak Penerangan Jalan adalah tenaga listrik yang dihasilkan sediri atau dari
sumber lain yang pemakaiannya dikenakan pajak.

6.)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan
pada mineral bukan logam atas pengambilannya dari dalam atau muka bumi
untuk dimanfaatkan.

7.)Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas usaha penyediaan tempat
untuk parkir selain yang berada di bahu jalan.

8.)Pajak Air Tanah yaitu pengenaan pajak pada pengambilan air di dalam atau
di bawah permukaan tanah.

9.)Pajak Sarang Burung Walet merupakan pengambilan atau usaha sarang dari
satwa golongan collocalia yang dikenakan pajak.

10.) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas
kepemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan tanah atau/dan bangunan baik
oleh orang pribadi atau badan.

11.) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang
dikenakan dari perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kontribusi masyarakat di daerah selain pajak daerah yaitu retribusi daerah.

Retribusi daerah dapat didefinisikan yaitu “Pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan” (UU Nomor



30

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Derah dan Retribusi). Retribusi daerah menurut
Damas Dwi Anggoro berdasarkan kelompok objek retribusi terbagi menjadi tiga
jenis yaitu
1.)Retribusi Jasa Umum
Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang objeknya menyangkut pada jasa
yang dapa dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan, dan diberikan oleh
pemerintah daerah. Retribusi jasa umum dibagi menjadi 14 macam yaitu
a.) Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas penyediaan tempat
pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran
dan tempat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta
pihak swasta.
b.)Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan merupakan retribusi
yang dikenakan pada pelayanan persampahan atau kebersihan, kecuali
layanan tersebut diperuntukkan bagi tempat umum yang dikelola
pemerintah daerah.
c.)Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan merupakan retribusi atas pelayanan pembuatan Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keterangan Tempat Tinggal, Kartu Identitas Kerja, Kartu
Penduduk Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Keluarga,
serta Akta Catatan Sipil.
d.) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan retribusi
yang dikenakan untuk pelayanan pengabuan dan pemakaman mayat, serta

sewa tempat tersebut yang dikelola pemerintah daerah.
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e.) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan retribusi yang
dikenakan bagi penyediaan parker di tepi jalan umum berdasarkan peraturan
dari pemerintah daerah.

f.) Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi yang dikenakan pada penyediaan
fasilitas khusus bagi pedagang pasar tradisional atau sederhana yang
dikelola pemerintah daerah.

g.)Retribusi  Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi yang
pengenaannya terhadap pelayanan untuk pengujian kendaraan bermotor
termasuk kendaraan bermotor di air sesuai peraturan pemerintah daerah.

h.)Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah retribusi yang
dikenakan untuk pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang digunakan atau
dimiliki masyarakat.

I.) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yaitu retribusi yang dikenakan
untuk pencetakan peta yang disediakan oleh pemerintah daerah.

J.) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus merupakan retribusi atas
layanan penyediaan ataupun penyedotan yang dikelola oleh pemerintah
daerah.

k.)Retribusi Pengolahan Limbah Cair vyaitu retribusi atas pelayanan
pengolahan limbah cair untuk rumah tangga, perkantoran, serta industri
yang disediakan, dimiliki serta dikelola pemerintah daerah dalam bentuk
instansi pengolahan limbah cair.

I.) Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang merupakan retribusi yang
dikenakan pada pengujian alat ukur, takar, timbang, takar, serta

perlengkapan lainnya sesuai ketentuan peraturan pemerintah daerah.
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m.) Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pengenaan retribusi pada
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
n.)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan retribusi untuk
penyediaan tempat yang digunakan untuk menara telekomunikasi yang
berpedoman pada tata ruang, keamanan, serta kepentingan umum.
2.)Retribui Jasa Usaha
Retribusi jasa usaha merupakan retribusi yang objeknya terkait pada pelayanan
yang diberikan pemerintah daerah dengan prinsip komersial. Retribusi jasa usaha
memiliki 11 macam yaitu
a.) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dikenakan atas
penggunaan kekayaan yang dimiliki daerah.
b.)Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan retribusi yang
dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan pasar atau pertokoan
yang dikontrakan oleh pemerintah daerah.
c.)Retribusi Tempat Pelelangan vyaitu retribusi atas penyediaan oleh
pemerintah daerah berupa tempat pelelangan baik ikan, ternak, hasil bumi,
hasil hutan, jasa pelelangan, fasilitas lainnya.
d.)Retribusi Terminal merupakan retribusi yang dikenakan pada penyediaan
pelayanan oleh pemerintah daerah berupa tempat parker kendaraan
berpenumpang, bus umum, tempat usaha, serta fasilitas lainnya.
e.)Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah retribusi yang dikenakan untuk
pelayanan berupa tempat khusus parker yang dikelola oleh pemerintah

daerah.
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f.) Retribusi Tempat Penginapan atau Pesangrahan atau Villa yaitu retribusi
atas pelayanan yang diberikan pemerintah pusat berupa kepemilikan,
pengelolaan, ataupun penyediaaan penginapan, pesanggrahan, serta villa.

g.)Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan retribusi atas penyediaan
fasilitas rumah pemotongan hewan dan pemeriksaan keseharan hewan yang
dimiliki, disediakan, serta dikelola pemerintah daerah.

h.)Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi yang dikenakan atas
penyediaan jasa kepelabuhan termasuk seluruh fasilitas yang ada di
lingkungan tersebut oleh pemerintah daerah.

i.) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan retribusi yang
dikenakan atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, serta olahraga oleh
pemerintah daerah.

J.) Retribusi Penyebrangan di Air adalah retribusi atas pelayanan penyebrangan
dengan kendaraan di air yang dikelola, dimiliki, ataupun disediakan
pemerintah daerah.

k.)Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah merupakan retribusi atas
penjulana produk yang dihasilkan oleh usaha daerah.

3.) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi yang objek pengenaannya
terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, ataupun fasilitas tertentu yang izinnya diberikan oleh pemerintah
daerah terhadap orang pribadi atau badan untuk tujuan pengawasan dan

pengaturan. Retribusi perizinan tertentu terbagi menjadi 5 macam yaitu
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a.) Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan adalah retribusi yang dikenakan atas
pemberian izin terkait pendirian bangunan, kecuali izin pendirian bangunan
milik pemerintah dan pemerintah daerah.

b.)Retribusi 1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan retribusi
yang dikenakan atas pemberian izin pada tempat tertentu untuk menjual
minuman beralkohol.

c.) Retribusi 1zin Gangguan vyaitu retribusi yang dikenakan untuk pemberian
izin kepada orang pribadi atau badan atas kegiatan yang dapat menimbulkan
ancaman bahaya, kerugian, gangguan, serta bentuk pengendalian terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja.

d.)Retribusi 1zin Trayek merupakan pengenaan retribusi terhadap pemberian
izin kepada orang pribadi atau badan atas pelayanan angkutan penumpang
umum pada suatu atau beberapa trayek.

e.)Retribusi 1zin Usaha Perikanan adalah retribusi yang dikenakan untuk
pemberian izin usaha penangkapan atau pembudidayaan ikan kepada orang
pribadi atau badan (Anggoro, 2017: 250).

c. Sistem Pemungutan Pajak

Pada tahun 1983, Indonesia melakukan revitalisasi pajak untuk menjaga
keseimbangan negara (Pandiangan, 2014: 8). Reformasi yang terjadi salah satunya
terkait mengenai sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Sistem
pemungutan pajak merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur pemenuhan
kewajiban perpajakan dari wajib pajak, baik orang pribadi dan badan. Siti Resmi

menyatakan hingga saat ini di Indonesia memiliki tiga sistem pemungutan pajak
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yang digunakan, yaitu:
1) Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang bagi aparat pemerintahan untuk menentukan besaran pajak
terutang dari wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Penentuan besaran pajak oleh pemerintah dalam pengertian tersebut menjadi
kelebihan dari official assessment system. Hal tersebut menjadikan peran
pemerintah sangat menentukan keberhasilan pemungutan pajak, sebab memiliki
andil yang besar dalam pelaksanaannya. Disisi lain, kelemahan dari official
assessment system yaitu kurang melibatkan masyarakat atau wajib pajak dalam
perhitungan pajak. Contoh pajak yang pemungutannya secara official assessment
system salah satunya yaitu PBB.

2) Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri
jumlah pajak terutang. Self assessment system inilah yang menjadi sistem baru
dalam revitalisasi pajak. Sesuai UU Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan sistem perpajakan
di Indonesia menganut self assessment system. Contoh pajak yang menggunakan
self assessment system yaitu PPh Pasal 25/29 dan PPh Pengalihan Tanah dan
Bangunan (Setiawan dan Fitriandi, 2016: 2). Kewenangan untuk menghitung,
menyetor, serta melaporkan pajak bagi wajib pajak menjadi kelebihan self

assessment system. Kewenangan tersebut memberi keleluasaan bagi wajib pajak
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untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Purba, 2019: 78). Di sisi lain luasnya
wewenang yang diberikan, juga menjadi kelemahan dari self assessment system,
menurut Amadiyah, Edi Zulfiar, dan Neo Agustina kelemahan tersebut yaitu

a) Menambah beban biaya tambahan untuk konsultan pajak bagi wajib
pajak yang kurang memahami peraturan dan pemenuhan kewajiban
perpajakan.

b) Wajib pajak harus meluangkan waktu dan usaha lebih untuk mengurus
kewajiban perpajakannya.

c) Memberi celah bagi wajib pajak untuk memberikan informasi yang tidak
sesuai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Amidiyah, Zulfiar E.,
Agustina N., 2017: 6).

3) Withhoding System

Withholding system sebagai sistem pemungutan pajak yang memberikan
wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak terutang dari
wajib  pajak, memotong/memungut  pajak, menyetor pajak, serta
mempertanggungjawabkan melalui media yang tersedia berdasarkan peraturan
yang berlaku (Resmi, 2014: 11). Dalam peraturan di Indonesia, withholding
system memiliki dasar hukum yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan. Contoh pajak yang pemungutannya secara withholding system yaitu
PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 15, serta PPh Pasal 4 (2)
(Setiawan dan Fitriandi, 2016: 3). Penggunaan withholding system menurut
Darmayasa (2016: 211) didasarkan manfaatnya yang efektif dan efisien.
Kelebihan withholding system yaitu:

a) Mampu menjamin kepastian terbayarnya pajak.

b) Memaksimalkan penerimaan pajak.

¢) Menghemat cost collection tax dan mempermudah dalam pengawasan.

d) Menghemat administrative cost bagi fiskus.

e) Menyederhanakan administratif perpajakan bagi wajib pajak.

f) Wajib pajak dipajaki tepat ketika memiliki kemampuan ekonomi tinggi
(Resmi, 2015: 11).
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Di sisi lain withholding system yang dikerjakan dan bertumpu pada pihak ketiga,
menjadi beban bagi pihak ketiga tersebut. Beban tersebut terdapat pada sanksi
yang harus diterima pihak ketiga apabila terjadi kesalahan pada pemungutan.
Pihak ketiga juga tidak menerima upah tersendiri atas tugas pemungutan dan
resiko yang harus ditanggung. Hal tersebut menjadi kelemahan dari withholding
system (Herrico, Cheisviyanny, 2019: 1379).

d. Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai kemauan dari wajib pajak untuk
memenuhi  semua kewajiban perpajakannya ataupun mendapatkan hak
perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Subandi & Fadhil,
wajib pajak yang patuh dapat disamakan dengan wajib pajak yang memiliki
kriteria tertentu berdasaran Pasal 3 (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak (Subandi & Fadhil, 2018: 5). Kriteria tersebut terdiri
dari:

1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda
pembayaran pajak.

3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas
keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama
3 tahun berturut-turut.

4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 tahun
terakhir.

3. Kewajiban Perpajakan
Kewajiban perpajakan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh wajib pajak
terkait perpajakan. Kewajiban perpajakan tidak hanya terkait dengan menghitung,

menyetor, serta melaporkan pajak. Terdapat kewajiban perpajakan lainnya yaitu
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memotong dan/atau memungut pajak. Pemotongan pajak merupakan mekanisme
pengurangan pajak dari jumlah yang diterima, sedangkan pemungutan pajak
merupakan mekanisme menambahkan pajak terutang diluar dari jumlah yang
diterima (Setiawan & Fitriandi, 2016: 2). Untuk kewajiban terkait pemotongan
dan/atau pemungutan dilakukan oleh pihak ketiga atau menggunakan sistem
pemungutan withholding system yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun
1983 yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5
Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada pemerintahan pihak pemotong dan/atau pemungut yaitu bendahara
pemerintah. Peraturan yang mengenai bendahara pemerintah yaitu salah satunya
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa
“Setiap orang atau badan yang bertugas menerima, menyimpan, serta
menerima/menyerahkan atas nama negara atau daerah, baik berupa uang, surat
berharga, serta barang negara atau daerah disebut sebagai bendahara pemerintah”.
Hal tersebut merujuk bahwa bendahara pemerintah bertugas untuk mengelola
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) atas belanja suatu instansi pemerintahan. Transaksi
yang terjadi dalam belanja di instansi pemerintahan, menimbulkan kewajiban
pajak bendahara pemerintah. Pihak yang termasuk dalam bendahara pemerintah
yaitu bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas, serta pihak lain
yang memiliki fungsi yang sama (Bendahara Mahir Pajak, 2016: 1). Bendahara
desa merupakan pihak yang ditunjuk untuk menatusahakan keuangan desa dalam
pemerintahan desa dan berasal dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi

urusan administrasi keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
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(Permendagri) Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

Pengelolaan Keuangan Desa berkaitan dengan pajak terletak pada tahap
Pelaksanaan dan Penatausahaan atas kegiatan. Bendahara desa berdasarkan Pasal
31 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, ditunjuk sebagai kewajiban pemungutan
pajak. Hal tersebut berlaku untuk seluruh pengeluaran kas desa yang
menyebabkan beban terhadap anggaran belanja desa atas beban belanja pegawai,
barang/jasa, dan modal. Bendahara desa harus memiliki pengetahuan tetang
perlakukan setiap jenis pajak agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan desa.
Hal tersebut bertujuan agar bendahara desa dapat menghindari adanya Volunteer’s
dilemma. Adinur Prasetyo menyatakan yang dimaksud dengan volunteer’s
dilemma adalah sebuah keputusan yang dibuat volunteer dalam keadaan yang
memiliki resiko tinggi untuk dapat meminimalisir resiko tersebut (Prasetyo, 2016:
246). Secara lebih spesifik pada withholding system disebut dengan withholder’s
dilemma yaitu keputusan pemotong yang didasarkan untuk menghindari resiko
sanksi adminstrasi berupa bunga, apabila fiscus memiliki penafsiran lain atas
transaksi yang telah dilakukan pemotongan (Prasetyo, 2016: 246). Untuk itu
bendahara desa juga dituntut agara dapat memiliki pemahaman terhadapa
pengenaan pajak. Kewajiban perpajakan bendahara desa terkait Pelaksanaan dan
Penatausahaan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Tahap Pelaksanaan merupakan tahap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
menggunakan APBDes. Pelaksanaan berkaitan dengan pencairan dana, pada tahap

ini bendahara desa bertugas untuk membayar transaksi atas kegiatan, mencatat
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transaksi, serta menyetor penerimaan atas pemotongan dan/atau pemungutan
pajak ke kas negara (Buku Saku Dana Desa, 2017: 30). Bendahara dalam
pemerintah memiliki kewajiban perpajakan. Dwi Ari Wibawa menyatakan
kewajiban perpajakan terdiri dari kewajiban materiil yaitu menghitung pajak dan
kewajiban formil yaitu:

1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sesuai tempat
kedudukan atau tempat kegiatan untuk mendapat Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)

2) Memungut/memotong pajak dari transaksi atas kegiatan yang dilaksanakan

3) Menyetor pajak yang telah dipungut/dipotong

4) Melaporkan pajak yang telah disetorkan (Wibawa, 2018: 7).

Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, bendahara
pemerintah termasuk bendahara desa diwajibkan memiliki NPWP. NPWP yaitu
“Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknnya (Pasal 1 UU Nomor
6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
Bendahara desa yang telah memiliki NPWP dapat menyetor/membayar
penerimaan atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak dan melakukan
pelaporan atas penyetoran/pembayaran pajak. Terdapat peraturan khusus
mengenai jatuh tempo pembayaran pajak dan pelaporan SPT yang tercantum
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penyetoran Pajak, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
243/PMK.03/2014 yang terakhir dirubah dengan Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang

Surat Pemberitahuan. Kewajiban perpajakan formil dan materiil bendahara desa

dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa meliputi pajak sebagai berikut.
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1) PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas pembayaran gaji,
honorarium, upah, imbalan, tunjangan atau pembayaran lainnya dengan nama atau
bentuk apapun dari suatu pekerjaan, jabatan, jasa, serta kegiatan yang dilakukan
Wajib Pajak Dalam Negeri (Resmi, 2014: 179). Dalam pemerintahan desa,
pemotong PPh Pasal 21 dilakukan oleh bendahara desa. Pemotongan dilakukan
berdasarkan tarif yang berlaku sesuai peraturan. Pemotongan PPh Pasal 21
dilakukan dengan membuat bukti potong saat pembayaran gaji atau honor . Untuk
penyetoran melalui bank persepsi atau kantor pos menggunakan Surat Setoran
Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pajak yang telah disetor,
dilaporkan ke KPP atau KP2KP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
PPh 21, sesuai tempat bendahara desa terdaftar. Berikut ini daftar tarif PPh Pasal
21 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), non ASN, tukang serta kuli.

Tabel 4. Daftar Tarif PPh Pasal 21 Untuk ASN, Non ASN, Tukang, serta
Kuli Bangunan

NO MEMILIKI | e\t
PENERIMA IMBALAN NPWP NPWP
0, 0, i
1. PNS Golongan IV 15% 1_8/0_ (20% lebih
tinggi)
2. PNS Golongan Il1 6%  (20% lebih
5% U
tinggi)
3. PNS Golongan Il 0% 0%
4. Non PNS 5% 6%
5. Upah Tukang dan Kuli Bangunan o 0
> Rp 450.000,- per hari % 6%

(Sumber : Yuliansyah et al, 2016: 57 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-
16/PJ/2016).

2) PPh Pasal 22
Berdasarkan Siti Resmi menyatakan PPh Pasal 22 memiliki definisi yaitu:

“Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat
maupun Pemeritah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-
lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang,
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dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan
dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Resmi,
2014: 297).”

PPh Pasal 22 terutang dan dipungut saat pembayaran atas belanja. Atas pajak yang
telah dipungut oleh bendahara desa, disetor paling lama tujuh hari setelah
pembayaran menggunakan SSP atas nama rekanan. Pelaporan pajak menggunakan
SPT paling lama dilaksanakan tanggal 14 bulan berikutnya ke KPP atau KP2KP.
Daftar tarif PPh Pasal 22 terkait bendahara desa.

Tabel 5. Daftar Tarif PPh Pasal 22 terkait Bendahara Desa

NO NILAI MEMILIKI | TIDAK MEMILIKI
" | PEMBAYARAN NPWP NPWP
1. Sampai dengan Tidak . .
Rp2.000.000 - dipungut gk dipungtt
2. Lebih dari Rp 1,5% dari | 3%  (100% lebih
2.000.000,- Dasar tinggi) dari Dasar
Pengenaan Pengenaan Pajak
Pajak sebelum | sebelum PPN
PPN

(Sumber : Yuliansyah et al, 2016: 58).

Pengecualian dari PPh Pasal 22 atas jumlah kurang dari Rp 2.000.000,- dan bukan
pembayaran yang terpecah-pecah atau dalam satu bukti bayar, serta pembayaran
untuk pembalian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan
benda-benda pos. Contoh belanja atas kegaitan desa yang menimbulkan PPh Pasal
22 yaitu material untuk bahan bangunan, alat tulis kantor, serta fotokopi.
Penyetoran PPh Pasal 22 ke bank persepsi menggunakan SSP, serta dilaporkan
menggunakan SPT PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
3) PPh Pasal 23

Siti Resmi, menyatakan PPh Pasal 23 vyaitu pajak yang dipotong atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi
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maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa,
atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Resmi,
2014: 327). Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23, apabila memiliki surat
keterangan bebas pajak untuk omzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. PPh
Pasal 23 dipotong ketika pembayaran dengan bukti potong dan disetorkan paling
lama tanggal 10 bulan berikutnya ke bank persepsi/kantor pos. Saat menyetorkan
pajak harus dilengkapi dengan SSP. Untuk pelaporan ke KPP/KP2KP sesuai
tempat bendahara desa terdaftar. Pelaporan disertai dengan SPT dilaksanakan
paling lama tanggal 20 bulan pada berikutnya. Daftar tarif PPh Pasal 23 terkait
berdasarkan Pasal 23 (1) UU Nomor 36 Tahun 2008.

Tabel 6. Daftar Tarif PPh Pasal 23

TIDAK
No. OBJEK PAJAK MEEA\}VLPKI MEMILIKI
NPWP
Deviden, Bunga, Premium, 15% dari jumlah | 30% dari jumlah
Diskonto, Imbalan terkait jaminan | penghasilan bruto | penghasilan
1. pengembalian utang Royalti, serta | setelah bruto setelah
Hadiah. dikurangkan PPN | dikurangkan
PPN
Sewa dan penghasilan lain 2% dari jumlah 4% dari jumlah
sehubungan dengan penggunaan | penghasilan bruto | penghasilan
2. | harta, jasa teknik, jasa setelah bruto setelah
manajemen, jasa konstruksi, jasa | dikurangkan PPN | dikurangkan
konsultan, serta jasa lainnya pada PPN
PMK Nomor 141/PMK.03/2015.

(Sumber: Data Diolah, 2019)

4)

PPh Pasal 4 (2)

PPh Pasal 4 (2) merupakan pajak penghasilan yang bersifat final. Penghasilan

yang dikenakan PPh Pasal 4 (2) dan dipotong/dipungut oleh bendaharawan

pemerintah yaitu:
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a) Penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Pajak yang dikenakan atas penghasilan dari menyewakan tanah, rumah,
rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung
pertemuan, gedung dan bangunan industrial. Tarif yang dikenakan yaitu 10% dari
penghasilan bruto atas persewaan berdasarakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau
Bangunan. Bendahara dapat melakukan pemotongan atas pajak saat pembayaran
atau saat terutang sewa dan wajib memberikan bukti potong kepada pihak yang
menyewakan. Penyetoran atas pajak yang telah dipotong selambat-lambatnya
pada tanggal 10 setelah pemotongan pajak dan pelaporan selambat-lambatnya
pada tanggal 20 setelah dilakukanya pemotongan pajak.
b) Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak yang dikenakan pada pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,
atau perjanjian pengikat jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta
perubahannya. Terdapat tiga tarif untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dari Perjanjian
Pengikat Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya:

1) Tarif 2,5% dari jumlah bruto penghasilan atas pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan.

2.) Tarif 1% dari jumlah bruto untuk pengalihan hak atas tanah dan/atas
bangunan berupa rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang
dilakukan oleh wajib pajak yang usahanya melakukan pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

3.) Tarif 0% untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada
pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milih daerah atas
penugasan khusus terkait pembangunan kepentingan umum.

Terkait transaksi dengan pemerintah, bendahara pemerintah atau pejabat yang

menandatangani berkewajiban memotong dan menyetor pajak sebelum pengalihan
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dilaksanakan. Pelaporan paling lambat dilaksanakan tanggal 20 pada bulan
berikutnya setelah pembayaran kepada orang pribadi atau badan, menggunakan
bentuk laporan yang telah ditentukan sebelumnya.
¢) Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi
Jasa konstruksi adalah pihak yang menyediakan jasa perencanaan pekerjaan
konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi.
Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi terbagi menjadi tiga tarif, yaitu:
1.) Tarif 4% dari jumlah bruto, untuk wajib pajak penyedia jasa perencana
konstruksi.
2.) Tarif 2% dari jumlah bruto, untuk wajib pajak penyedia jasa pelaksanaan
konstruksi.
3.) Tarif 4% dari jumlah bruto, untuk wajib pajak penyedia jasa pengawasan
konstruksi.
Berkaitan dengan transaksi atas jasa konstruksi dengan pemerintah, kewajiban
perpajakan dilakukan oleh bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah
berkewajiban memotong pajak atas penghasilan jasa konstruksi saat pembayaran
penghasilan dan memberikan bukti pemotongan pajak. Peyetoran dapat dilakukan
bendahara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pembayaran
penghasilan dengan SSP dan pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan
berikutnya setelah pembayaran penghasilan.
5) PPN dan PPnBM
Penunjukan bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN dan PPnBM
didasari oleh Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor
563/KMK.03/2003 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata
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Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Untuk itu bendahara desa wajib
melaksanakan kewajiban perpajakan atas PPN dan PPnBM. Berdasarkan UU
Nomor 42 Tahun 2009, PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi
barang ataupun jasa dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000,-. PPN dipungut ketika
pembayaran dengan tarif 10% dari DPP. Hal tersebut tidak termasuk barang dan
jasa yang tidak dikenakan PPN. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN
berdasarkan ayat 2 Pasal 4A UU Nomor 42 Tahun 2009 yaitu

a) Barang tambang yang diambil langsung dari sumbernya.

b) Barang kebutuhan pokok.

c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,
warung, dan sejenisnya, termasuk makanan dan minuman baik yang
dikonsumsi di tempat atau tidak, serta makanan dan minuman dari jasa
boga atau catering.

d) Uang, emas berharga, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan ayat 3 Pasal 4A UU Nomor 42
Tahun 2009 terdiri dari jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial,
jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa
keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang
bersifat tidak iklan, jasa angkut umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa
yang disediakan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan secara umum, jasa
penyediaan tempat parkir.

Untuk PPnBM, merupakan pajak pertambahan nilai yang dikenakan terhadap
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan impor BKP yang termasuk mewah.
Untuk tarif PPnBM paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 200%
dari jumlah pembayaran. Penyetoran PPN dan PPnBM dilakukan oleh bendahara
desa paling lambat 7 hari setelah bulan saat pembayaran atas BKP atau Jasa Kena

Pajak (JKP) ke bank persepsi/kantor pos. Untuk kemudian dilaporkan ke KPP
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atau KP2KP tempat bendahara desa terdaftar dengan membawa SPT paling lama
akhir bulan berikutnya.
b. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh bendahara desa
dengan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait keuangan desa. Dwi
Ari Wibawa menyatakan membukukan setiap transaksi atas kegiatan merupakan
kewajiban perpajak formil yang dilaksanakan oleh setiap bendahara pemerintah
(Wibawa, 2018: 7). Dalam Penatausahaan bendahara desa juga diwajibkan untuk
melakukan tutup buku setiap akhir bulan meliputi Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Pajak, serta Buku Bank. Dana yang digunakan dalam kegiatan, wajib
dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan
kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Dana Desa

Pasal 1 PP Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa menyatakan Dana Desa
merupakan dana transfer yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan diluar dana transfer daerah, yang penyalurannya
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kabupaten/kota. Peraturan atas perubahan kedua PP Nomor 60 Tahun 2014
tersebut, dimaksudkan untuk meningkatkan aspek akuntabilitas dalam penyaluran
Dana Desa. Pengalokasian Dana Desa di setiap kabupaten/kota dihitung
berdasarkan perhitungan antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata
Dana Desa setiap provinsi. Perhitungan atas rata-rata Dana Desa setiap provinsi
diperoleh berdasarkan jumlah desa dalam provinsi, jumlah penduduk

kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota,
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serta tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi. Dalam
penyalurannya Dana Desa dilakukan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas
Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Untuk
penyaluran ke rekening desa dari RKUD dilakukan paling lambat 7 hari kerja
setelah dana diterima oleh RKUD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Blora, penyaluran
Dana Desa dibagi menjadi dua tahap yaitu Tahap | pada bulan Maret sebesar 60%
dan Tahap Il pada bulan Agustus sebesar 40%. Pelaporan terkait realisasi
penggunaan Dana Desa disampaikan kepala desa setiap semester. Untuk semester
I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester
Il paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
Laporan realisasi Dana Desa disampaikan kepada bupati/wali kota untuk
kemudian dikonsolidasikan disalurkan ke menteri terkait.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari sebuah pemerintahan yang
baik (good governance). Nurcholis (2011: 82) menyatakan akuntabilitas
merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dari misi suatu
instansi pemerintahan (Paselle, Annivelorita, Setyawati, Riyanto, dan Benni,
2018: 54). Akuntabilitas pada instansi pemerintahan diatur melalui Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (SAKIP). Pasal 1 Perpres Nomor 29 Tahun 2014

menyatakan SAKIP yaitu:
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“Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kkinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertangunggjawaban dan peningkatan Kkinerja
instansi pemerintah.( Pasal 1 Perpres Nomor 29 tahun 2014).”

Pertanggungjawaban tersebut menurut Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia (LAN RI) diberikan kepada pihak yang telah memiliki hak untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut yaitu kepada masyarakat melalaui lembaga
perwakilan (Tjokroamidjojo, 2004: 131). Mahsun menyatakan akuntabilitas
memiliki 5 ruang lingkup yaitu:

a. Fiscal accountability, merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan
pemanfaatan pajak dan retribusi.

b. Legal accountability, merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan
pelaksanaan peraturan peraturan perundang-undangan oleh pihak yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

c. Program accountability, merupakan akuntabilitas atas program-program
yang telah ditetapkan pada tahun tertentu.

d. Process accountability, merupakan akuntabilitas atas pengelolaan
pemerintah terhadap sumber-sumber yang memiliki potensi di daerah baik
secara ekonomi dan efisien.

e. Outcome accountability, merupakan akuntabilitas atas efektivitas hasil
dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat (Mahsun,
2014: 85).

Akuntabilitas tidak hanya terkait dengan aspek legalitas formal atau secara
administrasi saja, melainkan termasuk pertanggungjawaban kepada masyarakat
yang telah membiayai negara melalui pajak (Hasniati, 2016: 19). Untuk itu
akuntabilitas terhadap pajak juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak, sebab terdapat keterbukaan penggunaan dana pajak dan ketepatan alokasi
anggaran yang menimbulkan rasa puas atas kontribusi terhadap negara (Latifah,
2013: 18). Lingkungan yang memiliki akuntabilitas menjadi unsur penting untuk
menciptakan akuntabilitas kinerja pada suatu organisasi. Menurut Mahsun secara
khusus menyebutkan lingkungan yang memiliki akuntabilitas yang baik, apabila

individu, tim, dan organisasi merasa:
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a. Termotivasi untuk melaksanakan wewenang mereka dan/atau memenuhi

tanggung jawab

Henry Campbell Black (1910: 133) menyatakan wewenang merupakan hak
untuk mematuhi aturan hukum dalam melaksanakan kewajiban publik oleh
pejabat publik (Sufriadi, 2014: 61). Wewenang menghasilkan adanya tanggung
jawab, sesuai prinsip “geen bevoegdheid zonder verantwoordenlijkheid” yang
berarti tidak ada wewenang tanpa pertanggungjawaban (Ansori, 2015: 143).
Lingkungan yang memiliki akuntabilitas yang baik, akan dapat memotivasi
wewenang dan tanggung jawab dari individu yang berada dilingkungan tersebut.
Motivasi yang dapat mempengaruhi wewenang dan tanggung jawan menurut
Robbins (2001: 24) diwujudkan melalui kesediaan individu untuk mengeluarkan
upaya tinggi untuk mencapai tujuan organisasi (Sutrischastini & Riyanto, 2015:
121).
b. Mendorong untuk melaksanakan kerja mereka dan mencapai hasil yang

diinginkan

Lingkungan yang memiliki akuntabilitas yang baik akan dapat mendorong
individu di dalamnya untuk melakukan kerja dan mencapai hasil yang dinginkan.
Menurut Gaggioti (2006: 4) kerja adalah sekumpulan nilai-nilai, keyakinan-
keyakinan, sikap, dan harapan yang orang-orang miliki dalam hubungannya
dengan kerja (Anshori & Yuwono, 2013: 159). Dorongan untuk melaksanakan
kerja dapat dipahami sebagai bentuk motivasi (Lie & Siagian, 2018: 2). Motivasi
berkaitan dengan kebutuhan setiap individu. Kebutuhan tersebut, dapat diurai
dalam tiga keadaan psikologis dalam diri yaitu makna kerja, tanggung jawab akan

hasil kerja, serta pengetahuan atas hasil kerja. Tiga keadaan psikologis tersebut
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yang mempengaruhi motivasi atas sebuah kepuasan kerja pegawai, agar motivasi
sesuai dengan yang diinginkan, untuk itu kepuasan kerja harus ditingkatkan lebih
baik (Indy & Handoyo, 2013: 101). Kepuasan kerja menurut Martoyo (2007: 57)
merupakan “Keadaan emosional pegawai dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik
temu antara nilai balas jasa pegawai dari organisasi dengan tingkat nilai balas jasa
yang memang diinginkan oleh pegawai yang bersangkutan (Hardiansyah, Amelia,
& Santika, 2018: 170)”.
c. Memberikan inspirasi untuk membagi (melaporkan) hasil mereka

Individu-individu yang berada di lingkungan yang memiliki akuntabilitas
yang baik akan menginsiprasi untuk mebagikan/melaporkan hasil mereka.
Inspirasi berdasarkan Oxford English Dictionary diartikan sebagai “a breating in
or infusion of some idea, purpose, etc. into the mind; the suggestion, awakening,
or creation of some feeling or impulse, especially of an exalted kind”
(Wartiovaara, Lahti & Wincent, 2019: 549). Konsep inspirasi relevan dengan
beberapa bidang ilmu, salah satunya dalam manajemen. Oleynick et al. (2014)
secara lebih luas memandang inspirasi merupakan motivasi yang mendorong ide
untuk membuat sebuah hasil. (Wartiovaara, Lahti & Wincent, 2019: 551)
d. Kemauan untuk menerima kewajiban atas hasil tersebut

Lingkungan yang memiliki akuntabilitas akan mampu untuk mendorong
individu untuk memiliki kemauan untuk menerima kewajiban atas hasil kerja
yang telah dilaksanakan. Untuk bendahara desa sesuai Pasal 35 Permendagri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diwajibkan untuk
mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap

bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
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C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran logika berpikir dari peneliti yang
berhubungan dengan teori dan hal-hal terkait permasalahan dalam penelitian
(Sugiyono, 2012: 60). Dana Desa merupakan dana transfer untuk yang berasal
dari APBN sebagai bentuk peningkatan kualitas belanja negara langusng ke
daerah. Dana Desa dalam penggunaannya dikelola berdasarkan Permendagri 113
Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa terdapat tahap Perencanaan,
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, serta Pelaporan. Pihak pemerintah
desa sebelum melaksanakan kegiatan harus melalui tahap Perencanaan untuk
menyusun RPJM desa dan RKP desa. Tahap selanjutnya yaitu Penganggaran
untuk menjabarkan RKP desa melalui APBDes untuk pedoman kegiatan selama
satu tahun anggaran. Saat kegiatan dilaksanakan, maka masuk pada tahap
Pelaksanaan dan Penatausahaan yang menimbulkan kewajiban perpajakan bagi
bendahara desa, selaku wajib potong atau pungut pemerintah desa. Kewajiban
perpajakan untuk Pelaksanaan dari Pengelolaan Keuangan Desa timbul
berdasarkan transaksi kegiatan atas pengadaan barang atau jasa Yyang
menimbulkan pajak. Untuk kewajiban perpajakan Penatausahaan timbul dari
penerimaan dan pengeluaran pajak yag harus dicatat sesuai dengan Pasal 35
Permendagri 113 Tahun 2014. Sesuai asas yang tercantum dalam Pengelolaan
Keuangan Desa yaitu akuntabel, maka kewajiban perpajakan yang dilaksanakan
oleh bendahara desa dapat ditinjau

dari akuntabilitas.
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N4
Perencanaan
\'4
Penganggaran
|
v v
Pelaksanaan Penatausahaan
! v
Transaksi atas kegiatan Pembukuan penerimaan dan
atau pengadaan barang pengeluaran pajak pada
yang menimbulkan pajak Buku Pembantu Pajak
v
Timbulnya kewajiban perpajakan bendahara desa
N
Akuntabilitas atas kewajiban perpajakan
bendahara desa
\Z

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kewajiban
perpajakan bendahara desa

Gambar 4. Kerangka Pemikiran

(Sumber: Data Diolah, 2019)



BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan
data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan
(Sugiyono, 2012: 2). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian
deskriptif. Prastowo menyatakan penelitian deskriptif yaitu:

“Metode penelitian yang berusaha mengungkapkan fakta dari suatu

kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara ‘apa adanya’ pada

waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam

ingatan responden, di dalamnya tidak terdapat perlakuan atau manipulasi

terhadap objek atas penelitian yang dilakukan (Prastowo, 2016: 202)”.
Penelitian deskriptif juga digunakan untuk menjelaskan masalah yang terdapat di
masyarakat terkait hubungan, sikap, perilaku, tata cara, situasi, cara pandang,
pengaruh dalam suatu kelompok (Widi, 2010: 84). Dalam menjalankan penelitian
menggunakan jenis penelitian deskriptif peneliti dituntut untuk tetap objektif.
Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai sarana peneliti
agar dapat mengurai jawaban secara jelas atas rumusan masalah yang ada. Hal
tersebut sesuai dengan tujuan dari penelitian deskriptif menurut Arikunto (2003:
310) yaitu untuk mendeskripsikan secara apa adanya sebuah kondisi atau keadaan
dan bukan untuk menguji hipotesis (Prastowo, 2016: 204). Pada penelitian ini,
peneliti memilih penelitian diskriptif untuk dapat menggambarkan secara “apa
adanya” proses pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara desa atas

Pelaksanaan dan Penatausahaan yang dilaksanakan di Kecamatan Cepu,

Kabupaten Blora dalam penggunaan Dana Desa pada Tahun 2017. Hal tersebut
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dijabarkan melalaui pemilihan dua sampel desa yang berada di Kecamatan Cepu,

Kabupaten Blora yaitu Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram.

B.  Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pandangan awal yang difungsikan sebagai
batasan oleh peneliti untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, sehingga
memudahkan dalam pengumpulan data di lapangan (Moleong, 2013:94).
Berdasarkan hal tersebut, peneliti menetapkan fokus penelitian terkait
akuntabilitas kewajiban perpajakan bendahara desa atas Pelaksanaan dan
Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017, terdiri dari:

a. Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2017

b. Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017

c. Kewajiban perpajakan atas Dana Desa Tahun 2017

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian berkaitan dengan fenomena yang berada dilokasi
penelitian. Lokasi penelitian mengenai akuntabilitas kewajiban perpajakan atas
Dana Desa dilaksanakan di Kabupaten Blora. Kabupaten Blora merupakan daerah
dengan luas wilayah 1.822 km? yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dana Desa
yang disalurkan di Kabupaten Blora setiap tahunnya dilaksanakan pengawasan
oleh Inspektoran Kabupaten Blora. Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam
Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) di 271 desa yang berada di
Kabupaten Blora. Untuk pengawasan Dana Desa Tahun 2017 terdapat fenomena t
perpajakan atas penggunaan Dana Desa. Eko Purwanto, perwakilan dari Tim

PKPT Inspektur Pembantu (Irban) 1 Inspektorat Kabupaten Blora untuk
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Kecamatan Cepu, menyatakan untuk perpajakan dalam SPJ kegiatan Dana Desa
Tahun 2017 masih ditemukan adanya sebagian kecil desa yang belum memungut
pajak, pemungutan pajak sudah dilakukan tetapi belum disetorkan, serta telah
memungut dan menyetor pajak tetapi belum sesuai tarif. Fenomena tersebut yang
menjadi dasar bagi peneliti untuk memilih Kabuapaten Blora sebagai lokasi

penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan penunjang utama dalam sebuah penelitian. Data dapat
diartikan sebagai suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi
sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui
suatu metode/instrumen pengumpulan data (Herdiansyah, 2015: 8). Dalam
penelitian deskriptif, akan diperoleh sumber data dalam bentuk kata-kata ataupun
tindakan yang memiliki nilai (value). Menurut Sugiyono berdasarkan sumbernya,
jenis data dibagi menjadi:
1.  Data Primer

Data Primer yaitu data yang diberikan secara langsung oleh narasumber
kepada peneliti sesuai fokus penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan
terkait akuntabilitas kewajiban perpajakan atas Dama Desa Tahun 2017 di
Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dalam penelitian, maka peneliti harus
memiliki sumber data. Peneliti menentukan informan sebagai sumber data
menggunakan linier snowball modle. Linier snowball modle merupakan
penentuan informan penelitian secara linier dari informan satu ke informan
lainnya (Bungin, 2011: 109). Dalam penelitian ini, sumber data bagi peneliti

yaitu:
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a.  Irban I Inspektorat Kabupaten Blora.
b.  Staf Bidang Pengembangan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD) Kabupaten Blora.

c. KPP Pratama Kabupaten Blora.

d.  Staf Seksi Bidang Pembangunan Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

e.  Bendahara Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

f. Bendahara Desa Sumberpitu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

g.  Operator Desa Sumberpitu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diberikan secara tidak langsung oleh
responden kepada peneliti salah satunya dalam bentuk dokumen sebagai
penunjang data primer (Sugiyono, 2012: 137). Dalam penelitian ini, sumber data
sekunder bagi peneliti yaitu:

a. Keputusan Bupati Blora Nomor 900/1169/2016 Tentang Penetapan Besaran
Dana Desa Untuk Masing-Masing Desa di Kabupaten Blora Tahun 2017 yang
diperoleh dari Staf Bidang Pengembangan Desa DPMD Kabupaten Blora.

b. Dokumen terkait Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017 dari
Bendahara Desa Ngloram dan Operator Desa Sumberpitu.

c. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Bendahara

Desa Ngloram dan Operator Desa Sumberpitu.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dapat dipahami sebagai cara peneliti

mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih
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wawancara dan dokumen untuk memenuhi data-data penelitian. Teknik
pengumpulan data untuk penelitian dijelaskan sebagai beriku:

1.  Wawancara

Wawancara dapat dipahami sebagai suatu interaksi antara peneliti sebagai
pewawancara dan narasumber, berkaitan dengan data yang ingin didapatkan
dalam penelitian tersebut (Yusuf, 2014: 372). Peneliti memilih wawancara secara
mendalam. Wawancara tipe tersebut berguna agar data yang didapat semakin
dalam, sehingga dapat mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Agar dapat
melakukan wawancara secara mendalam, maka peneliti memilih jenis wawancara
terstruktur.

Wawancara terstruktur merupakan salah satu wawancara yang isi dan
struktur telah direncanakan, ditentukan dan ditulis oleh peneliti terlebih dahulu
(Widi, 2010: 242). Pemilihan wawancara secara terstruktur dipilih oleh peneliti,
untuk mengumpulkan data selengkap-lengkapnya dari setiap narasumber.
Wawancara dilaksanakan kepada narasumber yang terdiri dari Irban I Inspektorat
Kabupaten Blora, staf Bidang Pengembangan Desa DPMD Kabupaten Blora, KPP
Pratama Kabupaten Blora, staf Seksi Bidang Pembangunan Kecamatan Cepu,
Kabupaten Blora, Bendahara Desa Ngloram, Bendahara Desa Sumberpitu,
Operator Desa Sumberpitu. Hal tersebut bertujuan agar peneliti dapat memperoleh
kesimpulan yang akurat dan mendalam dari setiap narasumber atas akuntabilitas
kewajiban perpajakan pada Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Tahun
2017 di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

2.  Dokumen

Dokumen atau sebuah catatan atau karya seseorang yang telah lampau
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(Yusuf, 2014: 391). Dokumen merupakan jenis data sekunder yang berfungsi
menjadi pelengkap data primer. Penelitian ini menggunakan dokumen resmi untuk
memperoleh data pendukung, diantaranya peraturan pemerintah, Buku Pembantu
Pajak milik masing-masing desa, laporan keuangan, arsip, foto serta dokumen
lainnya baik dari desa ataupun instansi yang berkaitan dengan kewajiban
perpajakan atas Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017.
Penggunaan dokumen resmi dipilih peneliti untuk menjaga kredibilitas data dalam

penelitian (Sugiyono, 2012: 240).

F.  Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sarana bagi peneliti untuk memperoleh data
yang dituju. Menurut Afrizal yang dimaksud dengan instrumen penelitian yaitu
alat yang dipergunakan atau diperlukan untuk mengumpulkan data yang
dibutuhkan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitiannya (Afrizal, 2016: 134).
Peneliti manggunakan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara dan
pedoman dokumentasi yang akan dijelaskan berikut ini:
1. Pedoman Wawancara

Wawancara menjadi hal yang penting dalam mengumpulkan data
penelitian. Untuk itu agar wawancara yang dilakukan terarah, maka peneliti
memerlukan pedoman wawancara. Penggunaan pedoman wawancara juga untuk
memastikan data yang dibutuhkan dapat terjawab dengan baik. Pedoman
wawancara merupakan patokan atas pertanyaan ketika peneliti melakukan
wawancara untuk memperolehan data yang diperlukan (Herdiansyah, 2015: 80).
Pedoman wawancara inilah yang kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan

Wawancara.
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Wawancara terstruktur pada penelitian ini menggunakan jenis pertanyaan
terbuka. Pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan dengan jawaban yang memuat
informasi banyak dan mendalam (Herdiansyah, 2015: 101). Untuk itu diperlukan
pedoman wawancara sebagai patokan. Pedoman wawancara yang digunakan
peneliti terdapat pada lampiran. Menurut Herdiansyah, pedoman wawancara dapat
disusun dalam tiga bagian yaitu:

a. Awal, pada bagian awal digunakan untuk memulai wawancara. Pada
penelitian ini, peneliti akan menggunakan bagian awal untuk informasi umum
ataupun latar belakang narasumber yang berkaitan dengan fokus penelitian.

b. Inti merupakan bagian bagi peneliti untuk mengumpulkan data utama terkait
penelitian yang dilakukan. Pada bagian inti, maka peneliti akan menanyakan
komponen dalam fokus penelitian yang berkaitan dengan seluruh kewajiban
perpajakan atas Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada setiap
narasumber.

c. Akhir, dalam pedoman wawancara pada umumnya berisikan kesimpulan.
Untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan bagian akhir sebagai waktu
untuk me-review secara umum dan menarik kesimpulan atas data wawancara
yang telah diberikan narasumber (Herdiansyah, 2015: 80).

2. Pedoman Dokumentasi
Dokumen merupakan salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh

peneliti. Terkait dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini agar

dokumen vyang dibutuhkan dalam penelitian terpenuhi, maka peneliti
menggunakan adanya pedoman dokumen. Peneliti memahami pedoman dokumen

sebagai patokan atas dokumen yang harus dikumpulkan peneliti untuk melengkapi
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data penelitian saat berada di lapangan. Peneliti menyusun pedoman dokumen
dengan mendaftar semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan
mencatatat dokumen yang diinformasikan oleh narasumber ketika wawancara.
Dokumen vyang digunakan peneliti bersifat resmi. Daftar dokumen yang

digunakan peneliti terdapat pada subbab data sekunder.

G. Analisis Data
Analisis data merupakan tahap penelitian selanjut ketika pengumpulan data
telah selesai dilakukan. Analisis data bertujuan untuk mengolah data yang telah
diperoleh. Menurut Sugiyono analisis data yaitu:
“Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapang, dokumentasi baik
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan,
melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih data yang penting
dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh
diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2012: 244).”
Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif miliki Miles dan
Huberman (1992: 15). Model interaktif pada analisis data ini menunjukan bahwa
analisis terhadap data dilakukan secara terus menerus. Proses analisis data dibagi
menjadi beberapa tahap berikut ini:
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan bagian analisis awal setelah semua data terkumpul.
Tahap ini merupakan sebuah proses untuk memilah, menggolongkan, serta
memfokuskan data yang diperolen dari lapangan dengan penelitian yang
dilakukan (Sugiyono, 2012: 247). Reduksi data digunakan agar peneliti

memperoleh gambaran atas data yang diperoleh. Penelitian ini melakukan reduksi

data dengan memilih hasil wawancara dari setiap narasumber yang sesuai dengan



62

fokus penelitian. Pemilihan tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan data
yang ada pada jawaban wawancara sesuai dengan pedoman wawancara dan
pedoman dokumen.
2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dengan memuat teks bersifat naratif, bagan,
matriks, jaringan, ataupun grafik (Sugiyono, 2012: 249). Hal tersebut menjadikan
data sistematis yang mempermudah peneliti dalam melihat keterkaitan antara
setiap data. Penelitian ini menggunakan teks bersifat naratif dalam penyajian
datanya. Data dari narasumber yang telah dikelompokkan akan disajikan oleh
peneliti dengan teks berbentuk naratif dengan memperhatikan urutan antar data.
Penyajian data disusun berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan dan
dianalisis berdasarkan kesesuaian antara peraturan dan praktik yang terdapat
dilapangan. Proses pengelompokan dan analisis akan membantu dalam penarikan
kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap terakhir dari proses analisis ini yaitu penarikan kesimpulan.
Kesimpulan haruslah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam
penelitian. Kesimpulan yang didapatkan diuji ataupun di verifikasi. Verifikasi
dapat dilakukan dengan meninjau ulang proses-proses sebelumnya ataupun data
yang digunakan. Kesimpulan yang diperoleh dapat dipercaya, apabila didukung
oleh bukti yang valid dan konsisten (Sugiyono, 2012: 252). Secara bagan proses
analisis data digambarkan pada Gambar 5.

Penaumnpulan data ) :( Penvaiian data >

\
( Reduksi data X
Y

—— Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Gambar 5. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman
(Sumber: Sugiyono, 2012: 247).
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H. Keabsahan Data

Ketepatan pengumpulan data sangat diperlukan dalam penelitian. Sebab
dalam penelitian kebenaran terletak pada intersubjektif. Dalam artian kebenaran
mewakili kebenaran banyak orang atau kebenaran stakeholder (Bungin, 2010:
205). Keadaan tersebut, ditambah dengan adanya perkembangan masalah ketika
turun lapang, membuat penelitian dapat berubah. Hal itu dipengaruhi oleh situasi
sosial yang memiliki interaksi khusus, antara aktor, tempat, serta kegiatan yang
berlangsung (Yusuf, 2014: 394). Sehingga diperlukan pemeriksaan keabsahan
data melalui uji kredibilitas yaitu dengan melakukan triangulasi. Menurut Afrizal
(2016:168), triangulasi berarti segitiga yang mana peneliti diharuskan
mengumpulkan atau mecari suatu informasi dari sumber-sumber yang berbeda.

Proses yang dilakukan secara ringkas dapat dimaknai setiap narasumber
saling mengkoreksi informasi yang didapatkan oleh peneliti. Makna mengkoreksi
ini untuk mencari kejelasan dan menelusuri lebih dalam atas informasi yang
didapat. Hal itu bertujuan untuk menghindari biasnya penelitian. Hal tersebut
menyebabkan triangulasi harus dilakukan secara terus-menerus sampai dengan
data yang didapatkan peneliti benar atas kevalidannya. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Untuk triangulasi
sumber merupakan pengujian kredibilitas data melalui beberapa sumber lainnya
(Sugiyono, 2012: 274). Pada penelitian triangulasi sumber akan dilakukan dengan
mengecek data wawancara yang diberikan Desa Ngloram, Desa Sumberpitu, serta
Instansi yang mengurus pengelolaan keuangan desa yaitu Irban | Inspektorat
Kabupaten Blora dan Staf Seksi Bidang Pembangunan Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora. Berikut gambar triangulasi sumber pada penelitian ini.
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Desa Desa
Sumberpitu € o Ngloram

Instansi yang mengurus
pengelolaan keuangan desa

Gambar 6. Triangulasi Sumber
(Sumber: Data Diolah, 2019).

Untuk triangulasi teknik dapat dipahami sebagai pengujian kredibilitas data
dari narasumber melalui teknik yang berbeda (Sugiyono, 2012: 274). Dalam
penelitian ini, peneliti akan mengecek setiap data wawancara yang diberikan oleh
Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram, dokumen yang tertera pada subbab data

sekunder, serta observasi peneliti. Berikut gambar triangulasi tenik penelitian ini.

Wawancara Dokumen
“ >

Observasi

Gambar 7. Triangulasi Teknik
(Sumber: Sugiyono, 2012: 273).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kecamatan Cepu
a. Dasar Wilayah Kecamatan Cepu

Kecamatan Cepu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten
Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja Kecamatan Cepu diatur berdasarakan Peraturan Bupati Nomor 71
Tahun 2016. Kantor Kecamatan Cepu berada di sebelah barat Jalan Ronggolawe
Nomor 44, Cepu. Kecamatan Cepu dibagian utara dan timur berbatasan dengan
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kecamatan Cepu
memiliki luas wilayah + 4897 ha. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi sawah
seluas + 2052 ha, pekarangan + 1043 ha, tegalan + 932 ha, hutan + 477 ha, serta
lain-lain seluas + 409 ha.

Kecamatan Cepu terdiri dari desa dan kelurahan. Desa yang masuk dalam
wilayah Kecamatan Cepu yaitu Desa Gadon, Desa Ngloram, Desa Cabeyan, Desa
Kapuan, Desa Jipang, Desa Getas, Desa Sumberpitu, Desa Kentong, Desa
Mernung, Desa Mulyorejo, serta Desa Nglanjuk. Untuk kelurahan yang masuk
dalam wilayah Kecamatan Cepu yaitu Kelurahan Tambakromo, Kelurahan Balun,
Kelurahan Cepu, Kelurahan Ngelo, Kelurahan Karangboyo, Kelurahan Ngroto.
Pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kecamatan Cepu sebesar + 74.131 jiwa
dengan kepadatan penduduk 49,15%. Untuk melayani kebutuhan masyarakat di

desa dan/atau kelurahan memiliki perangkat desa sejumlah + 121 orang. Potensi
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sektor ekonomi di Kecamtan Cepu terdiri dari pertanian, pertambangan dan
penggalian, industri, serta wisata. Daerah Kecamatan Cepu dikenal memiliki
persediaan minyak bumi, serta kekayaan alam berupa kayu jati dan wisata hutan

jati.

Gambar 8. Peta Wilayah Kecamatan Cepu
Sumber: Kecamatan Cepu dalam Angka tahun 2018.

b. Visi dan Misi Organisasi Kecamatan Cepu

Visi merupakan suatu penjabaran dari hak yang akan diwujudkan dalam
jalannya sebuah organisasi. Kecamatan Cepu sebagai organisasi pemerintahan
memiliki visi yaitu “Terwujudnya sistem pelayanan publik yang cepat, tepat, dan
akurat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi”. Untuk
mewujudkan visi tersebut, maka Kecamatan Cepu menjabarkannya dalam
beberapa misi sebagai berikut.
1) Meningkatkan profesionalitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.
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2) Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas
serta menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

3) Mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

¢. Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Cepu

Tugas Kecamatan Cepu tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Blora
Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora. Tugas dari Kecamatan
Cepu yaitu melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, serta pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Untuk
melaksanakan tugasnya, Kecamatan Cepu memiliki fungsi yang diatur dalam
Pasal 7 yang terdiri dari:

1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan
Bupati.

5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.

7) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
kegiatan desa dan/atau kelurahan.

8) Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan.

9) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan.

10) Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati ntuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

d. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan
1) Struktur Organisasi
Organisasi memiliki struktur organisasi untuk mengatur wewenang dan tugas

dalam organisasi. Organisasi yang ada dalam pemerintahan salah satunya yaitu
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kecamatan. Untuk susunan organisasi Kecamatan Cepu diatur dalam Pasal 3
Peraturan Blora Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora. Susunan
organisasi tersebut digambarkan dalam struktur organisai pada Gambar 3. Jabatan
yang berada di susunan organisasi Kecamatan Cepu terdiri dari:

a) Camat.

b) Sekretariat

c) Subbagian Program dan Keuangan.
d) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
e) Seksi Pemerintahan.

f) Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
g) Seksi Pembangunan.

h) Seksi Kesejahteraan Rakyat.

1)  Seksi Pelayanan dan Perizinan.

J) Kelompok Jabatan Fungsional.

CAMAT
SEKRETARIAT
|
I I
Subbagian Subbagian
Program dan Umum dan

Keuangan Kepegawaian

Seksi
Seksi Ketentraman Seksi Seksi Seksi
Pemerintahan dan Ketertiban Pembangunan Kesejahteraan Pelayanan dan

Umum Rakyat Perizinan

Gambar 9. Struktur Organisasi Kecamatan Cepu

(Sumber: Lampiran | Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Blora).
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2) Deskripsi Jabatan Kecamatan Cepu

Setiap jabatan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing untuk mencapai
tujuan organisasi. Pengaturan atasa tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan
dibutuhkan untuk memudahkan dalam menjalankan suatu organisasi. Tugas dan
fungsi dari masing-masing jabatan juga berguna dalam pengambilan keputusan
dalam organisasi. Hal tersebut berlaku untuk setiap organisasi, tidak terkecuali
organisasi pemerintahan. Jabatan yang berada dalam susunan organisasi

Kecamatan Cepu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan

Peraturan Blora Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora. Tugas dan

fungsi masing-masing jabatan di Kecamatan Cepu yaitu:

a) Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekertaris Daerah. Di Kacamatan Cepu, seorang Camat memiliki
tugas yaitu melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

b) Sekretariat, memiliki tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian,
hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian
perencanaan dan pelaporan di lingkungan kecamatan.

c) Subbagian Program dan Keuangan, memiliki tugas yang berkaitan dengan
program dan keuangan yaitu mengelola sistem informasi manajemen di
kecamatan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-
masing seksi, melaksanakan penyusunan rencana belanja kecamatan

berdasarkan alokasi dana, melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung,
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belanja langsung dan penerimaan, melaksanakan pengelolaan keuangan,
verifikasi, pembukuan dan akuntansi.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yang berkaitan dengan
umum dan kepegawaian yaitu mengelola pelaksanaan surat menyurat dan
kearsipan, menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan
serta pelaporan sarana prasarana dan aset, menyusun pelaksanaan
administrasi kepegawaian, melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan
masyarakat dan organisasi.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas terkait bidang pemerintahan yaitu
menyiapkan bahan untuk menyusun rencana pembinaan tertib administrasi
umum pemerintahan desa dan/atau kelurahan, mengadakan pembinaan dan
evaluasi administrasi umum pemerintahan desa dan/atau kelurahan,
melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan,
monografi kecamatan, membina lembaga kemasyarakatan yang ada di desa
dan/atau kelurahan, memfasilitasi kerjasama antar desa dan/atau kelurahan,
memfasilitasi dan mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa,
memfasilitasi pemilihan kepala desa dan perangkat desa, memfasilitasi
penetapan batas desa dan/atau kelurahan termasuk aset yang dimiliki desa
dan/atau kelurahan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah teknis
selaku pengelola pendapatan daerah, menyiapkan bahan untuk memberikan
bimbingan dan pembinaan kepada badan permusyawaratan desa dan lembaga
kemasyarakatan desa dalam rangka kemandirian desa, menyiapkan bahan
untuk  mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang

pemerintahan, melaksanakan pembinaan program pemanfaatan tanah kas
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desa, aset desa/kelurahan dan sarana prasarana pemerintah Daerah,
memfasilitasi pelayanan administrasi pertanahan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas yang berkaitan dengan
ketentraman dan ketertiban yaitu melaksanakan koordinasi pembinaan
terhadap pengamanan desa dan/atau kelurahan melalui sistem keamanan
lingkungan, perlindungan masyarakat, penerangan jalan agar tercipta rasa
aman dan tenteram, melaksanakan fasilitasi terhadap penyelesaian
perselisihan/persengketaan antar warga secara musyawarah/kekeluargaan,
membantu mempersiapkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemilihan
umum di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan persatuan dan kesatuan,
wawasan kebangsaan serta organisasi kemasyarakatan di wilayah kecamatan,
melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
bencana, menyiapkan bahan koordinasi pengamanan dan pengawasan
pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain di
wilayah kecamatan.

Seksi  Pembangunan mempunyai tugas berkaitan dengan bidang
pembangunan yaitu menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan di
bidang pembangunan, menggerakan partisipasi, swadaya dan gotong royong
masyarakat desa dan/atau kelurahan di bidang pembangunan, memfasilitasi
pelaksanaan dan mengevaluasi penyaluran bantuan pembangunan di wilayah
kecamatan, melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di bidang
pembangunan, melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi serta
pengumpulan dan pengolahan data di bidang pembangunan, menyiapkan

bahan laporan kegiatan di bidang pembangunan.
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h) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas berkaitan dengan bidang
kesejahteraan rakyat yaitu menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan
di bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan, menggerakan
partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat desa dan/atau kelurahan
di bidang kesejahteraan rakyat, memfasilitasi pelaksanaan dan mengevaluasi
penyaluran bantuan sosial di wilayah kecamatan, melaksanakan evaluasi
kegiatan operasional di bidang kesejahteraan rakyat, memfasilitasi penyaluran
bantuan keuangan desa, melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi serta
pengumpulan dan pengolahan data di bidang kesejahteraan rakyat,
menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat,
memfasilitasi kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan.

i) Seksi Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas yang berkaitan dengan
bidang pelayanan dan perizinan yaitu menyusun rencana pelaksanaan
pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, melaksanakan pelayanan di
bidang administrasi kependudukan, rekomendasi Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM), rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK), surat dispensasi nikah, surat keterangan ahli waris, rekomendasi
penelitian, rekomendasi proposal di wilayah kecamatan, serta koordinasi
dengan perangkat daerah terkait pelayanan dan perizinan.

2. Desa Sumberpitu

a. Sejarah Terbentuknya Organisasi

Desa Sumberpitu secara administrasi merupakan salah satu desa dalam wilayah

Kecamatan Cepu. Terbentunya Desa Sumberpitu berasal dari sejarah wilayah
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Sodo Brang Kulon yang masuk daerah Jawa Tengah. Wilayah Sodo Brang Kulon
terdapat dua desa yaitu Desa Sumberpitu dan Desa Sodo. Nama Desa Sumberpitu
dipilih saat terlaksananya pemilihan kepala desa antara Sodo dan Sumberpitu
yang kemudian dimenangkan orang dari Sumberpitu. Secara geografis Desa
Sumberpitu berbatasan dengan Bengawan Solo, Jawa Timur di bagian timur dan
selatan, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Desa Nglanjuk. Untuk
sebelah barat, Desa Sumberpitu berbatasan dengan Desa Getas dan Desa Kentong.

Luas wilayah Desa Sumberpitu yaitu + 112,610 km? yang terdiri dari
persawahan + 71 km?, perumahan warga + 37 km?, serta lahan lainnya seluas +
14 km?. Di wilayah Desa Sumberpitu terdatap 2 Dusun, 4 Rukun Warga (RW),
serta 8 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk Desa Sumberpitu yaitu 1.248
jiwa yang terdiri dari 613 jiwa laki-laki dan 635 jiwa perempuan. Mata
pencaharian penduduk Desa Sumberpitu sebagian besar sebagai petani dan buruh
tani. Untuk jumlah penduduk miskin sampai dengan tahun 2017 yaitu 201 jiwa.
Pemerintahan Desa Sumberpitu 2017 terdiri dari satu kepala desa dan satu orang
perangkat desa.

Berikut tabel ringkasan profil Desa Sumberpitu.

Tabel 7. Ringkasan Profil Desa Sumberpitu

No. Keterangan Jumlah

1. | Luas Desa +112,610 km®
2. | Jumlah Penduduk 1248 jiwa
3. | Jumlah Penduduk Laki-Laki 613 jiwa
4. | Jumlah Penduduk Wanita 635 jiwa
5. | Jumlah RW 4 RW

6. |Jumlah RT 8 RT

(Sumber: RKP Desa Sumberpitu Tahun 2017).
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b. Visi dan Misi Organisasi

Visi merupakan dasar yang diguna untuk menjalankan suatu organisasi. Desa
merupakan salah satu organisasi dalam pemerintahan. Visi menjadi pedoman bagi
desa dalam menjalankan kegiatan pemerintahan desa. Visi Desa Sumberpitu
dalam melaksanakan pembangunan yaitu “Membangun Desa Untuk Negara”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dijabarkan misi sebagai operasional dalam
mencapai Vvisi. Misi dari Desa Sumberpitu yaitu menciptakan pembangunan yang
menyeluruh di segala bidang, membangun mentalitas masyarakat yang mandiri
dan kompeten, menjadi desa yang berkualitas dan berkuantitas dalam melayani
masyarakat.
c. Struktur Organisasi dan Diskripsi Jabatan
1) Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan yang mengatur hubungan antar bagian
dalam melaksanakan kerja. Struktur organisasi Desa Sumberpitu didasarkan atas
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Blora. Susunan
organisasi tersebut digambarkan dalam struktur organisai pada Gambar 4. Dalam
melaksanakan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang
terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, serta pelaksana teknis.
Jabatan yang berada di susunan organisasi Desa Suberpitu terdiri dari:

a) Kepala Desa.

b) Sekretaris Desa.

¢) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
d) Kepala Urusan Perencanaan.



e) Kepala Urusan Keuangan.
f) Kepala Seksi Pelayanan.

g) Kepala Seksi Pemerintahan.
h) Kepala Seksi Kesejahteraan.
i) Kepala Dusun.
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mm————————————— Kepala Desa
I :
Badan Permusyawaratan Desa LKMD/LPM
(BPD)
Sekretaris Desa
|
| | | | |
Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Kepala Kepala
Pelayanan Pemerintahan Kesejahteraan Urusan Tata Urusan Urusan
Usaha dan Perencanaan Keuangan
Umum
Kepala Dusun Kepala Dusun
Keterangan:
__________ Hubungan konsultatif Kepala Desa dan BPD
........................... Hubungan kemitraan Kepala Desa dan LKMD/LPM
Hubungan perintah Kepala Desa dan Perangkat Desa

Gambar 10. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumberpitu
(Sumber: Data Diolah, 2019).

Tabel 8. Pemerintah Desa Sumber

pitu Tahun 2017

No. Nama Jabatan

1. Suyatno Kepala Desa

2. Mudji Kepala Seksi Kesejahteraan
3 Ahmad Zainal Muarif Operator Desa

(Sumber: Data Diolah, 2019).

2) Diskripsi Jabatan

Diskripsi jabatan merupakan penjabaran tugas dari setiap jabatan yang tertera

di susunan organisasi. Tugas tersebut sebagai sarana untuk setiap jabatan

menjalankan kegiatan dalam organisasi. Di Desa Sumberpitu, tugas dari kepala

desa diatur melalui Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun
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2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Tugas
kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan
masyarakat desa. Untuk perangkat desa, tugas diatur melalui Peraturan Bupati
Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Blora. Diskripsi jabatan perangkat
desa di Desa Sumberpitu yaitu:

a) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi
pemerintahan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
desa.

b) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana
tugas operaisonal yaitu manajamen tata praja pemerintahan, menyusun
rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
kententraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan penduduk,
penataan dan pengelolaan wilayah, serta pengelolaan profil desa.Kepala Seksi
Kesejahteraan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas
operaisonal yaitu pembangunan sarana prasarana perdesaan, pendidikan, dan
kesehatan, sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi,
politik, serta pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, serta karangtaruna.

c) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas
operaisonal yaitu penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban
masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta pelestarian nilai sosial
budaya masyarakat, keagamaan, serta ketenagakerjaan.

d) Kepala Urusan Tata Usaha bertugas membantu sekertaris desa dalam pelayanan
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administrasi pendukung tugas pemerintahan yaitu tata naskah, administrasi surat
menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan
prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian dan
inventarisasi aset, pengadministrasian perjalanan dinas, serta pelayanan umum.

e) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu sekertaris desa dalam pelayanan
administrasi pendukung tugas pemerintahan yaitu tata naskah, pengurusan dan
verifikasi administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan
pengeluaran, serta administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD,
serta lembaga pemerintahan desa lainnya.

f) Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu sekertaris desa dalam
pelayanan administrasi pendukung tugas pemerintahan yaitu menyusun rencana
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan.

g) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

3. Desa Ngloram
a. Sejarah Terbentuknya Organisasi

Desa Ngloram merupakan salah satu desa yang amsuk dalam wilayah
Kecamatan Cepu. Nama dari Desa Ngloram berasal dari kata “Lwaram” pada
Prasasti Pucang. Perubahan konsonan “w” penyengauan di awal kata dan

perubahan huruf vocal “a” menjadi “0”, merubah kata “Lwaram” menjadi
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“Ngloram”. Desa Ngloram berada di pinggir Bengawan Solo dan berjarak + 8 km
dari Kecamatan Cepu. Secara geografis Desa Ngloram berbatasan dengan Desa
Kapuan pada bagian utara, Desa Jipang pada bagian timur, Desa Gadon pada
bagian selatan, serta Desa Bajo, Kecamatan Kedungtuban pada bagian barat. Luas
wilayah Desa Ngloram yaitu +202,8 km? yang terdiri dari persawahan,
perladangan, perkebunan, peternakan, pertambangan/galian, pemukiman.

Desa Ngloram secara administratif terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun
Nglinggo, Dusun Ngloram, serta Dusun Putuk. Ketiga dusun tersebut terdapat 3
RW dan 15 RT. Untuk jumlah penduduk yang dimiliki dari Desa Ngloram sebesar
2751 jiwa. Jumlah tersebut terbagi menjadi 1404 jiwa laki-laki dan 1347 jiwa
perempuan. Penduduk Desa Ngloram sebagian besar memiliki mata pencaharian
sebagai petani dan buruh tani. Untuk jumlah penduduk miskin Desa Ngloram
yaitu 243 orang. Dalam menjalankan Pemerintahan Desa Ngloram terdiri dari satu
kepala desa dan memiliki tujuh perangkat desa. Berikut ini merupakan tabel
ringkasan profil dari Desa Ngloram.

Tabel 9. Ringkasan Profil Desa Ngloram

No. Keterangan Jumlah
1. | Luas Desa +202,8 km’
2. | Jumlah Penduduk 2751 jiwa
3. | Jumlah Penduduk Laki-Laki 1404 jiwa
4. | Jumlah Penduduk Wanita 1347 jiwa
5. | Jumlah RW 3RW

6. | Jumlah RT 15RT

(Sumber: RKP Desa Ngloram Tahun 2018).
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b. Visi dan Misi Organisasi

Visi merupakan perwujudan dari tujuan yang ingin dicapai oleh suatu
organisasi. Pemerintahan Desa Ngloram dalam mencapai tujuannya memiliki visi
yaitu “Menjadikan Desa Ngloram menjadi ‘SERASI’ (Sehat, Rapi, Aman, Sadar,
Indah)”. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Desa Ngloram yaitu:

1) Memajukan tatanan pemerintahan melalui peningkatan peran dan kinerja
aparat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Memberikan pelayanan dasar sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku
tanpa berbelit-belit.

3) Pelayanan prima merupakan komitmen yang harus dikedepankandan juga
transparan sumber keuangan desa yang berasal bondo deso maupun dana
bantuan ataupun sumber-sumber lainnya dengan senantiasa melibatkan unsur
perangkat desa, tokoh masyarakat, RT/RW dan Badan Permusyawaratan
Desa dalam hal apapun.

4) Memfungsikan tatanan pemerintahan desa mulai dari RT/RW sampai
pemerintah desa, guna menggerakkan pembangunan yang berlandaskan
kegotongroyongan.

5) Menggerakkan sendi-sendi organisasi desa baik kepemudaan, Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Dasawisma. Keagamaan, seni budaya,
atau lainnya akan diperhatikan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) yang transparan.

c. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan
1) Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan yang mengatur hubungan antar
bagian dalam melaksanakan kerja. Struktur organisasi Desa Ngloram didasarkan
atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentan Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Blora. Dalam melaksanakan pemerintahan
desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa,
pelaksana kewilayahan, serta pelaksana teknis. Hierarki struktur organisasi Desa
Ngloram terdapat pada Gambar 5. Jabatan yang berada di susunan organisasi Desa

Ngloram terdiri dari:
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a) Kepala Desa.
b) Sekretaris Desa.
c) Kepala Seksi Pemerintahan.
d) Kepala Seksi Kesejahteraan.
e) Kepala Seksi Pelayanan.
f) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
g) Kepala Urusan Keuangan.
h) Kepala Urusan Perencanaan.
i) Kepala Dusun.
Kepala Desa
]
l
Sekretaris Desa
[
[ | ' ' '
Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi UruKszaa!?ata 5?5:;2 ESE:a:i
Pemerintahan Kesejahteraan Pelayanan Usaha dan Keuangan Perencanaan
Umum
Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun

Gambar 11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngloram
(Sumber: Data Diolah, 2019)

Tabel 10. Pemerintah Desa Sumberpitu Tahun 2017

No. Nama Jabatan

1. Diro Beny Susanto Kepala Desa

2. Rochmad Abadi Kepala Urusan Perencanaan

3. M. H. Kuslan Kepala Seksi Pemerintahan

4, Ngari Kepala Dusun Ngloram

5. Ngalim Kepala Seksi Pelayanan

6. Achmad Bisri Kepala Seksi Kesejahteraan

7. Fatchur Rohman Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha
8 Masrup Kepala Urusan Keuangan

(Sumber: Data Diolah, 2019)

2) Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan merupakan penjabaran tugas dari setiap jabatan yang tertera

di susunan organisasi. Tugas tersebut sebagai sarana untuk setiap jabatan
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menjalankan kegiatan dalam organisasi. Di Desa Ngloram, tugas dari kepala desa

diatur melalui Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Kepala Desa

sebagai pemimpin desa dalam pemerintahan desa bertugas untuk
menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Untuk

perangkat desa, tugas diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa di Kabupaten Blora. Diskripsi jabatan perangkat desa di Desa Ngloram

yaitu:

a) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi
pemerintahan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
desa.

b) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai
pelaksana tugas operaisonal yaitu manajamen tata praja pemerintahan,
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan,
pembinaan kententraman dan Kketertiban, perlindungan masyarakat dan
penduduk, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pengelolaan profil desa.

c) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu kepala desa sebagai
pelaksana tugas operaisonal yaitu pembangunan sarana prasarana perdesaan,
pendidikan, dan kesehatan, sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang
budaya, ekonomi, politik, serta pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga,

serta karangtaruna.
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Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana
tugas operaisonal yaitu penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban
masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta pelestarian nilai
sosial budaya masyarakat, keagamaan, serta ketenagakerjaan.

Kepala Urusan Tata Usaha bertugas membantu sekertaris desa dalam
pelayanan administrasi pendukung tugas pemerintahan yaitu tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian dan inventarisasi aset, pengadministrasian perjalanan
dinas, serta pelayanan umum.

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu sekertaris desa dalam
pelayanan administrasi pendukung tugas pemerintahan yaitu tata naskah,
pengurusan dan verifikasi administrasi keuangan, administrasi sumber-
sumber pendapatan dan pengeluaran, serta administrasi penghasilan kepala
desa, perangkat desa, BPD, serta lembaga pemerintahan desa lainnya.

Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu sekertaris desa dalam
pelayanan administrasi pendukung tugas pemerintahan yaitu menyusun
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data
dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program,
serta penyusunan laporan.

Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.
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B. Penyajian Data
1. Akuntabilitas Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa atas Pelaksanaan

dan Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017 di Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Kecamatan Cepu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Blora yang
menerima Dana Desa Tahun 2017. Pembagian besaran Dana Desa pada Tahun
2017 berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor 900/1169/2016 Tentang
Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Masing-Masing Desa di Kabupaten Blora
Tahun 2017. Pada lampiran peraturan tersebut, Kecamatan Cepu memperoleh
besaran Dana Desa untuk Tahun 2017 yaitu Rp 214.102.024.000,00. Pengelolaan
dana tersebut menimbulkan kewajiban perpajakan pada Tahap Pelaksanaan dan
Penatausahaan, sebagai hal yang timbul dari pemanfaatan dana untuk kegiatan
desa. Keadaan tersebut diharapkan dapat sesuai dengan asas Pengelolaan
Keuangan Desa yang salah satunya yaitu akuntabel. Data terkait akuntabilitas
dalam menjalankan Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, serta kewajiban
perpajakan Dana Desa Tahun 2017 akan dijebarkan pada penyajian data. Pada
penyajian data penelitian memaparkan secara naratif dan penggambaran secara
bagan sebagai berikut.
a. Tahap Pelaksanaan Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang ditransferkan ke desa dan desa adat melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota. Desa
dapat memanfaatkan Dana Desa untuk pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, serta
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kemasyarakatan. Tahap Pelaksanaan merupakan salah satu tahap dalam
pengelolaan keuangan desa yang merupakan rangkaian kegiatan untuk
melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan anggaran yang
digunakan pemerintah desa untuk menyelenggarakan kegiatan yang menjadi
kewenangan desa. Kegiatan pokok pada Tahap Pelaksanaan tediri dari kegiatan
yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan pelaksanaan kegaiatan yang berada
di lapangan. Kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes dapat direalisasikan
melalui Belanja Desa yang termasuk tahap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan
keuangan desa. Tahap Pelaksanaan dimulai dengan pencairan Dana Desa Tahun
2017 dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD)
yang dibagi menjadi dua tahap yaitu Tahap | sebesar 60% dan Tahap Il sebesar
40%.

Setiap tahap pencairan Dana Desa Tahun 2017, pihak desa harus mengajukan
berkas yang terdiri dari nomor rekening kas desa aktif, kuitansi, daftar rencana
penggunaan dana, surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari kepala desa,
Rencana Penggunaan Dana (RPD) masing-masing tahap, RAB, serta gambar
teknis kegiatan fisik. Untuk pencairan Dana Desa Tahap Il ditambahkan dengan
dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian out put Dana Desa Tahap I.
Dana Desa Tahun 2017 yang telah berada di RKD, pengambilannya dilakukan
oleh bendahara desa dan memiliki alur untuk pembelanjaannya. Ronny Maylana,
selaku informan 2, menyatakan Pelaksanaan Belanja Desa memiliki alur yaitu:

“Pihak pelaksana harus mengajukan pendanaan kegiatan yang dilengkapi oleh
RAB untuk diverifikasi sekertaris desa dan disahkan kepala desa. Sesuai RAB,
pelaksana kegiatan harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
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kepada kepala desa sesudah barang atau jasa diterima. SPP juga harus disertai
dengan pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
Permintaan pembayaran kemudian diverifikasi sekertaris desa untuk menguji
kebenaran perhitungan atas beban APBDes dan ketersediaan dana untuk
kegiatan yang dimaksud. Bila SPP sudah diverifikasi sekertaris desa dan
disetujui kepala desa, pembayaran dilakukan bendahara desa.”

SPP sebagai salah satu dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan belanja
desa, penyusunannya dilakukan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes). Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa
yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). SPP yang disusun
berdasarkan RAB, tetap harus mengacu pada realitas harga barang atau jasa yang
digunakan dan telah ditambahkan perhitungan untuk pajak dan biaya lainya. Di
Kecamatan Cepu pada Dana Desa Tahun 2017, terdapat langkah pembinaan untuk
pemahaman mengenai RAB. Langkah pembinaan tersebut, dijelaskan Ariyanto
selaku informan 4 sebagai berikut.

“Untuk detail perencanaan dengan realisasi dilapangan itu berbeda. Contohnya
saya mau membangunan jembatan pakai besi, semen, batu, dll. Ada namanya
rencana anggaran atau estimasi saya membangun jembatan dan akan habis
sekian. Dana yang ada di RAB ini habis. Nah ini kami kembalikan untuk
diperbaiki sesuai harga realitanya, yang sudah termasuk pajak dan bop.
Contohnya saya anggarkan semen Rp 56.000,00, harga semen ditoko itu Rp
43.000,00, otomatis sisanya harusnya dipertimbangkan untuk pajak dan biaya
angkut. Akan tetapi di desa kamarin kalau di anggaran Rp 56.000,00, iya
dipertaggungjawabannya Rp 56.000,00. Itu yang mencoba kita jelaskan, jadi
yang dimaksud kami sesuaikan itu yang dibelanjakan sesuai ini, tetapi harga
tetap sesuai realita. Sehingga itu permasalahan komunikasi dan butuh
pemahaman”.

Langkah pembinaan terkait pemahaman dan akuntabilitas yang dilakukan
Kecamatan Cepu merupakan bentuk komitmen untuk membuat desa lebih

akuntabel. Hal tersebut dipilih untuk meningkatkan kopetensi sumber daya

manusia (SDM) desa dalam pengelolaan keuangan desa. Kompetensi tersebut
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terkait dengan kuantitas dan kualitas SDM desa. Eko Purwanto, selaku informan
1, menjelaskan bahwa kuantitas dan kualitas SDM desa berpengaruh pada Tahap
Pelaksanan dalam rangka pemanfaatan Dana Desa. Untuk melihat Tahap
Pelaksanaan yang dilaksanakan desa di Kecamatan Cepu, sebagai berikut Tahap
Pelaksanaan Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram.
1) Desa Sumberpitu
Tahap Pelaksanaan di Desa Sumberpitu diawali dengan pencaiaran Dana Desa
Tahun 2017 sebagai penyaluran dana dari RKUN ke RKD. Dokumen yang
diperlukan untuk setiap tahap permohonan pencairan Dana Desa yaitu lembar
permohonan, RAB, fotokopi rekening desa, kuitansi bermaterai, Rencana
Penggunaan Dana (RPD), pakta integritas, peta desa serta foto nol persen keadaan
wilayah. Untuk permohonan pencairan Tahap Il, dokumen ditambahkan dengan
realisasi penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Tahap |. Di Desa Sumberpitu
penyusunan RAB dimulai ketika desa telah mendapatkan informasi dari Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blora, bahwa akan
diadakan pencairan Dana Desa. Dokumen tersebut disusun Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) bersama Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Desa
Sumberpitu. TPK merupakan pelaksana dari Tahap Pelaksanaan kegiatan desa. Di
Desa Sumberpitu untuk pengajuan pendanaan kegiatan yang akan dilaksanakan,
diputuskan berdasarkan kegiatan yang siap terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan
melalui koordinasi antara Kepala Desa Sumberpitu dan TPK terkait.

Pengambilan dana di rekening Desa Sumberpitu dilengkapi dengan dokumen
yaitu SPP dan surat pengantar. Mekanisme pengambilan dana dari rekening desa

dijelaskan Ahmad Zainal Muarif selaku informan 7 yaitu
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“Untuk tahun 2017 Tahap | langsung dicairkan semua, sedangkan Tahap 1l
dibagi menjadi dua termin pencairan untuk pembangunan fisik dan
pemberdayaan masyarakat. Untuk sistem pencairan secara termin ditentukan
sendiri oleh desa, tergantung apakah operator desa mampu menyelesaikan
sampai dengan SPJ kegiatan selesai”.

Pengambilan dana secara keseluruhan pada Tahap | untuk menunjang beberapa
RAB yang masih dalam penyempurnaan penyusuanan. Berikut alur Tahap

Pelaksanaan Dana Desa Desa Sumberpitu.

TPK/Pelaksana kegiatan menyusun RAB bersama Pendamping teknis desa

v

TPK/Pelaksana kegiatan yang siap untuk melaksanakan kegiatan berkoordinasi
dengan Kepala Desa dan mengajukan RAB ke Bagian Perencanaan

)

Bagian Perencanaan mengajukan pencairan Dana Desa dari RKUN ke RKD

Dokumen : Lembar Permohonan, RAB, Fotokopi Rekening Desa, Kuitansi
bermaterai, RPD, Pakta Integritas, Peta Desa serta Foto nol persen keadaan
wilayah
v
TPK/Pelaksana kegiatan melakukan belanja kegiatan desa berdasarkan RAB
dibantu oleh PPHP menggunakan Dana Desa pada RKD

v
Belanja kegiatan desa dilengkapi dengan SPP definitif yang dibuat oleh
Operator Desa di Aplikasi Siskeudes

Dokumen: SPP, Pernyataan tanggungjawab belanja, Lampiran bukti, serta e-
billing
v

Bendahara desa melakukan pengambilan dana di bank

Dokumen: SPP, e-billing, buku tabungan, serta KTP Bendahara Desa
i
Bendahara desa melakukan pemabayaran atas belanja kegiatan desa

v
Setelah kegiatan selesai PPHP mengecek kesesuaian hasil kegiatan dengan RAB

Gambar 12. Alur Tahap Pelaksanaan Desa Sumberpitu (Sumber: Data Diolah, 2019).
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Belanja atas kegiatan yang dilaksanakan di Desa Sumberpitu menggunakan
sistem SPP definitif. TPK dalam melaksanakan belanja kegiatan dibantu Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Di Desa Sumberpitu PPHP tidak hanya
bertugas untuk melakukan pengawasan setelah kegiatan selesai, tetapi juga
membantu TPK dalam mensurvei harga dan keperluan terkait kegiatan yang
dilaksanakan.

2) Desa Ngloram

Tahap Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Ngloram dimulai dengan
pencairan dana dari setiap tahap penyaluran Dana Desa. Dokumen yang
dibutuhkan untuk permohonan pencairan setiap tahap penyaluran Dana Desa
Tahun 2017 yaitu lembar permohonan, fotokopi rekening desa, kuitansi, RPD,
pakta integritas, peta Desa Ngloram, serta foto nol persen lingkungan kegiatan dan
RAB untuk kegiatan pembangunan. Dokumen untuk permohonan pencairan
Tahap Il harus dilampiri dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I.
Permohonan pencairan terdiri dari beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan
jumlah dana yang didapatkan desa pada tahap tersebut. Satu kegiatan dapat
diajukan dalam dua tahap pencairan dana, apabila pendanaan dalam satu tahap
pencairan belum dapat memenuhi.

Kegiatan dilaksanakan saat Dana Desa telah berada di rekening desa. Dokumen
yang dibutuhkan dalam pengajuan pendanaan kegiatan dibuat oleh Pelaksana
Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Ngloram. Dokumen pengajuan

kegiatan terdiri dari dokumen pengajuan, RAB, pakta integritas Kepala Desa
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Ngloram, RKP, serta APBDes Ngloram. RAB Desa Ngloram penyusunannya
dilakukan Kepala Urusan Perencanaan Desa Ngloram dengan bantuan
Pendamping Teknis Desa Ngloram yang harus diselesaikan sebelum pengajuan
kegiatan. Pengajuan kegiatan yang dananya telah masuk ke rekening desa akan
dipindah bukukan dari Bank Jateng ke Bank BPR BKK. Pemindah bukuan
dilakukan agar transaksi sesuai dengan sistem di aplikasi Siskeudes. Berikut alur

Tahap Pelaksanaan Desa Ngloram.

RAB disusun oleh PTPKD bersama Pendamping Teknik Desa

1

PTPKD mengajukan pencairan Dana Desa dari RKUN ke RKD

Dokumen : Lembar Permohonan, Fotokopi Rekening Desa, Kuitansi, RPD, Pakta
Integritas, Peta Desa Ngloram, serta Foto nol persen lingkungan kegiatan serta
RAB

¥
Dana Desa yang berada di RKD Bank BPD dipindah bukukan ke RKD Bank
BKK agar sesuai dengan sistem Siskeudes

v

TPK/Pelaksana kegiatan melakukan belanja kegiatan desa berdasarkan RAB
menggunakan Dana Desa pada RKD
v
Belanja kegiatan desa dilengkapi dengan SPP definitif yang dibuat oleh PTPKD
di Aplikasi Siskeudes

Dokumen: SPP, Pernyataan tanggungjawab belanja, Lampiran bukti, serta e-
billing
2

Bendahara desa melakukan nenaambilan dana di bank

Dokumen: SPP, e-billing, buku tabungan, serta KTP Bendahara Desa

¥

Bendahara desa melakukan pembayaran atas belanja kegiatan desa

v

Setelah kegiatan selesai PPHP mengecek kesesuaian hasil kegiatan dengan RAB

Gambar 13. Alur Tahap Pelaksanaan Desa Ngloram (Sumber: Data Diolah, 2019).
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Dana Desa yang berada di rekening desa dapat dibelanjakan pelaksana kegiatan
atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui Bendahara Desa Ngloram. Belanja
desa yang telah diterima TPK, pembayarannya dilakukan Bendahara Desa
Ngloram menggunakan SPP definitif dan kuitansi untuk pencairan uang di
rekening desa. Penggunaan SPP definitif dijelaskan Fatchur Rohman selaku
informan 5 sebagai berikut.

“Kalau kita jarang memakai SPP panjar, karena dana telah tersedia dan dapat

melakukan pembayaran atas belanja. Secara teknis bisa melakukan belanja

dengan sistem panjar, tetapi di pembukuan kita tidak memakai itu karena
terlalu rumit. Lebih mudah menggunakan sistem barang ada, uang ada, dan lalu
dibayarkan_. Terpenting barang yang digunakan memiliki kualitas dan standart
yang sesuai.”
TPK Desa Ngloram dalam melaksanakan kegiatan desa dibantu dengan PPHP.
PPHP bertugas untuk turut serta mengawasi kegiatan dan mengontrol kesesuai
spesifikasi kegiatan. Pihak yang bergabung dalam TPK dan PPHP di Desa
Ngloram dapat diisi oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat
yang dimusyawarahkan di tingkat desa. Pengecekan dan pengontrolan dari PPHP
juga berfungsi untuk meminimalisir kekurangan saat pemeriksaan dari Inspektorat
Kabupaten Blora.
b. Tahap Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan merupakan salah satu tahap dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Ronny Maylana selaku informan 2 menyatakan yang dimaksud dengan

Penatausahaan yaitu:

“Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang
wajib serta khusus dilakukan oleh Bendahara Desa dalam hal mencatat
transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa. Bendahara Desa pun harus jeli
perihal melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan yang mengakibatkan
terjadinya suatu transaksi keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) baik itu berupa pendapatan ataupun belanja desa”.
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Penatausahaan atas penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan tutup buku setiap
akhir bulan oleh bendahara desa. Hal tersebut dicatat dalam jurnal yang terdiri
dari Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, serta Buku Bank. Pencatatan
atas jurnal tersebut dilaksankan melalaui aplikasi Siskeudes yang dimiliki masing-
masing desa. Bendahara desa dapat dibantu oleh operator desa dalam menginput
pencatatan di aplikasi Siskeudes.

Pencatatan oleh Bendahara desa ataupun operator desa dapat dilakukan saat
akan pembayaran belanja desa. Pembayaran tersebut disertai dengan SPP yang
disetujui kepala desa. Transaksi secara otomatis akan terinput di Buku Kas
Umum, Buku Pembantu Pajak, serta Buku Bank ketika pembuatan SPP dan
kuitansi belanja desa melalui aplikasi Sikeudes. Pencatatan dalam ketiga buku
tersebut, dilakukan tutup buku setiap akhir bulannya dan dipertanggungjawabkan
melalui laporan pertanggungjawaban. Eko Purwanto selaku informan 1, Tahap
Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017 masih terkendala oleh kuantitas dan
kualitas dari perangkat desa. Untuk melihat Tahap Penatausahaan yang
dilaksanakan desa di Kecamatan Cepu, sebagai berikut Tahap Penataushaan Desa
Sumberpitu dan Desa Ngloram.

1) Desa Sumberpitu

Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017 dilaksanakan Bendahara dan Operator
Desa Sumberpitu. Dana dalam rekening Desa Sumberpitu dicatat dalam Buku
Pembantu Bank dan buku rekening bank Desa Sumberpitu. Dana Desa yang cair
(diambil) dari bank masuk ke kas Desa Sumberpitu. Sirkulas penggunaan Dana
Desa tersebut dilakukan oleh Bendahara Desa Sumberpitu. Pencatatan sirkulasi

keuangan oleh Bendahara Desa Sumberpitu dilakukan secara manual. Untuk
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setiap dana yang masuk atau keluar dari kas desa dicatat Bendahara Desa
Sumberpitu dalam Buku Kas Umum. Pemasukan dan pengeluaran atas dipotong
atau dipungut pajak dicatat dalam Buku Pembantu Pajak. Untuk input pecatatan
manual ke aplikasi Siskeudes dilakukan oleh Operator Desa Sumberpitu.

Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak dan Buku Bank Desa Sumberpitu
dilakukan penutupan per-tahap penyaluran Dana Desa Tahun 2017. Laporan
pertanggungjawaban Bendahara Desa Sumberpitu juga dilakukan per-tahap
penyaluran Dana Desa Tahun 2017. Bukti transaksi terkait pajak yang diarsipkan
yaitu e-billing dan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Pengarsipan menggunakan e-
billing terdapat kendala ketika terjadi kehilangan kode pembayaran pajak tersebut.
Untuk itu Operator Desa Sumberpitu melakukan pencetakan ganda terhadap e-
billing untuk menghindari kehilangan berkas.

2) Desa Ngloram

Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Ngloram yang terdiri dari Buku
Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, serta Buku Bank dilaksanakan Bendahara
Desa Ngloram melalui aplikasi Siskeudes. Pencatatan secara otomatis terinput
pada ketiga buku tersebut ketika pembuatan SPP dan kuitansi melalui aplikasi
Siskeudes sebelum pencairan dana dari bank. Tutup buku atas pencatatan di Buku
Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, serta Buku Bank dilaksanakan Bendahara
bersama Kepala Desa Ngloram secara kondisional atau sewaktu-waktu apabila
dibutuhkan. Setiap penerimaan dan pengeluaran Dana Desa Tahun 2017
dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa Ngloram secara lisan dalam
musyawarah Desa Ngloram. Hal tersebut dijelaskan Fatchur Rohman selaku

informan 5 berikut ini.
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“Di Desa Ngloram sendiri lebih ke tahunan atau sesuai kebutuhan. Tutup buku

dilaksanakan besama dan sepengetahuan dari kepala desa. Bentuk laporan

pertanggungjawaban bendahara sebatas pembicaraan secara lisan dan bersifat
tidak resmi mengenai kondisi keuangan desa saat Musdes. Untuk mengikuti

Perbup pasal 35 itu belum sampai seperti itu”.

Pengarsipan bukti transaksi berkaitan dengan pajak terdiri dari e-billing dan BPN
berdasarkan item yang dibelanjakan dalam kegiatan terkait Dana Desa Tahun
2017 di Desa Ngloram.

c. Kewajiban Perpajakan Dana Desa

Pihak yang mengurus keuangan desa secara langsung dilaksanakan oleh
bendahara desa. Di Kecamatan Cepu pada tahun 2017 bendahara desa merupakan
perangkat desa dan berasal dari unsur kesekertariatan ataupun pelaksana teknis
pemerintahan desa. Pengeluaran atas belanja desa yang berkaitan dengan Dana
Desa menimbulkan kewajiban perpajakan. Kewajiban tersebut muncul dari
transaksi untuk belanja desa. Pengelolaan keuangan terkait kewajiban perpajakan
dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi
tersebut mulai diperkenalkan di Kecamatan Cepu pada Dana Desa Tahun 2017.
Setiap tahunnya aplikasi Siskeudes mengalami perubahan dan pembaruan yang
disesuaikan dengan prioritas penggunaan Dana Desa.

Untuk desa di Kecamatan Cepu, pengoperasian aplikasi Siskeudes dilakukan
oleh perangkat desa ataupun operator desa dari tenaga honorer. Pada aplikasi
tersebut, pihak yang melakukan perhitungan pajak akan memilih transaksi dan
tarif pajak yang akan dikenakan atas transaksi tersebut. Hasil perhitungan pajak
tersebut yang akan dicantumkan pada e-billing untuk pembayaran pajak. E-billing
dan bukti pembayaran pajak merupakan dua file yang digunakan di SPJ kegiatan

Dana Desa Tahun 2017. Hasil dari perhitungan tersebut, secara otomatis juga akan
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tercatat pada Buku Pembantu Pajak. Pajak yang telah dipungut/dipotong oleh
bendahara desa dicatat penerimaan dan pengeluarannya melalui Buku Pembantu
Pajak di aplikasi Siskeudes. Pencatatan tersebut merupakan tugas bendahara desa
untuk menatausahakan pajak yang telah dipungut atau penerimaan pajak dan
pajak yang telah disetorkan atau pengeluaran pajak.

Pemerintah Kecamatan Cepu memiliki komitmen untuk meningkatkan
akuntabilitas di desa, termasuk dalam bidang perpajakan. Komitmen tersebut
diwujudkan melalui pengembalian SPJ yang belum mencantumkan pembayaran
pajak. Ariyanto selaku informan 4 menjelaskan keadaan tersebut mendorong
Kecamatan Cepu untuk membuat kebijakan terkait dengan perpajakan yaitu:

“Jadi kalo kita mengeluaran anggaran sudah dihitung termasuk pajaknya. Nah

saat dana sudah dicairkan, dipasar kita belanjakan. Misal untuk membuat

pagar, sudah dianggarkan, dari setiap item yang dianggarkan sudah terlihat
pajaknya berapa. Kalau kesusahan membayar pajaknya, ditotal saja dulu untuk
ditinggal dulu. Begitu pekerjaan atas belanja  tersebut  siap
dipertanggungjawabkan, pajaknya baru dibayar. Itu sangat efektif dan
mendorong tetapi agak ekstrim, karena memaksa tetapi untuk lebih baik. Kita

juga dulu pernah, jika pencairan pajak sebelumnya sudah harus terbayarkan ,

agar dapat pencairan tahap berikutnya. Tetapi terkadang terdapat kendala

sehingga belum bisa membayar pajak, dana berikutnya ini tidak cair-cair.

Sehingga menjadi kendala lagi. Hal itu karena masih ada pihak yang

menyerahkan benar atau salah penghitungan pajak pada pemeriksaaan

Inpsektorat. Tetapikan aturan pajaknya tidak begitu.”

Kebijakan terkait pajak yang berlaku di Kecamatan Cepu digunakan juga
sebagai langkah pembinaan dan pengawasan. Instansi lain yang melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Desa Tahun 2017 yaitu Inspektorat
Kabupaten Blora. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin Dana Desa Tahun 2017
dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku dan memberikan asistensi kepada

pemangku kegiatan atau desa terkait operasional pajak. Pengawasan dan

pembinaan tersebut masuk dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
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untuk 271 desa di Kabupaten Blora, termasuk desa yang berada di Kecamatan
Cepu. Eko Purwanto selaku informan 1 menjelaskan keadaan laporan
pertanggungjawaban atas Dana Desa Tahun 2017 di Kecamatan Cepu, sebagai
berikut.

“Untuk perpajakan masih terdapat beberapa desa yang belum memungut pajak,
terdapat beberapa desa yang sudah memungut namun belum disetor, terdapat
beberapa desa yang sudah memungut tapi belum sesuai tarif (kurang bayar dan
kurang tepat). Untuk desa yang belum memungut pajak itu sedikit jumlahnya.
Salah satu faktornya ada kesalahan penafsiran pada pembelian material untuk
yang diambil langsung dari sumber alam tidak dikenakan, tetapi untuk sebuah
material dari perusahaan atau masuk ke toko harus kena pajak. LPJ DD ada
yang e-biling ada yang masih manual, untuk yang manual disarankan untuk
menggunakan e-biling.”
Keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas dari SDM desa menjadi salah satu hal
yang berpengaruh pada pemenuhan kewajiban perpajakan desa. Untuk itu langkah
asistensi mengenai pajak dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blora. Untuk
melihat pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh desa di
Kecamatan Cepu, sebagai berikut kewajiban perpajakan Desa Sumberpitu dan
Desa Ngloram.
1) Desa Sumberpitu
Pemenuhan kewajiban perpajakan Desa Sumberpitu dilakukan Mudji, selaku
Informan 6, dan Ahmad Zainal Muarif selaku Informan 7. Desa Sumberpitu telah
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak tahun 2013. Pendaftaran
NPWP dilakukan Bendahara Desa Sumberpitu secara mandiri ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Blora. Dalam pendaftaran NPWP,
berkas yang diserahkan yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Sumberpitu, Surat

Keterangan Perangkat Desa Sumberpitu, Surat Pengantar dari Kepala Desa

Sumberpitu, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bendahara Desa Sumberpitu.
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Pendaftaran NPWP sampai dengan mendapatkan kartu NPWP dilakukan selama
kurang lebih dua minggu sejak Bendahara Desa Sumberpitu menaruh berkas
pendaftaran.

Terdapat empat jenis pajak yang timbul atas transaksi kegiatan Dana Desa
2017 di Desa Sumberpitu yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22,
PPh Pasal 23, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perhitungan atas pajak yang
timbul pada Dana Desa Tahun 2017 dilaksanakan Bendahara Desa Sumberpitu
dan dibantu Operator Desa Sumberpitu. Perhitungan pajak untuk pencairan Dana
Desa Tahun 2017 dilakukan melalui aplikasi Siskeudes. Informan 7 memberi
contoh perhitungan pajak di aplikasi Siskeudes sebagai berikut.

“Langkah perhitungan pajak di Siskeudes. Contoh akan melakukan pencairan

untuk pertama kita harus mengisi surat permintaan pembayaran (SPP). SPP

yang akan dibuat yaitu SPP definitif. Pembuatan SPP definitif disertai dengan
pembuatan kuitansi. Untuk pajak dalam kuitansi dihitungan dengan kalkulator
pajak yang mana pengoperasiannya, user hanya perlu memilih jenis pajak.

Untuk itu operator juga harus memahami jenis dan pengenaan pajak. Selesai

perhitungan pajak, maka jumlah pajak yang harus dibayar langsung terinput

dalam kuitansi. Kemudian operator membuat e-billing untuk pembayaran
pajak.”
Desa Sumberpitu memiliki sistem pencairan dana dari bank dengan mengambil
seluruh Dana Desa Tahun 2017 untuk Tahap | dan pembagian menjadi dua termin
pengambilan untuk Tahap Il. Pemenuhan kewajiban pajak yang ada di Desa
Sumberpitu sebagai berikut.
a. PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 di Desa Sumberpitu diperuntukkan untuk honor

seperti honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK), honor Pejabat/Pantitia Penerima

Hasil Pekerjaan, serta honor guru Pendidika Anak Usia Dini (PAUD). Tarif pajak

yang digunakan untuk pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 yaitu sebesar 6%.
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Penggunaan tarif tersebut diberlakukan untuk semua pihak, termasuk yang non-
Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan memiliki NPWP. Pengenaan PPh 21
dikecualikan atas penghasilan Hari Orang Kerja (HOK) untuk tukang dan kuli
bangunan. Informan 7 mencontohkan perhitungan manual PPh Pasal 21 sebagai
berikut.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21:

Bendahara dan Operator Desa Sumberpitu melakukan perhitungan PPh Pasal 21

untuk penghasilan yang dirapel sebesar Rp 16.540.000,00.

DPP = Rp 16.540.000,00
PPh Pasal 21 = Rp 16.540.000,00 x 6% = Rp 992.400,00
Jumlah yang harus dibayar Rp 17.532.400,00

b. PPN dan PPh Pasal 22

Di Desa Sumberpitu untuk PPN dan PPh Pasal 22 dikenakan untuk pembelian
material yang terkait dengan pembangunan fisik desa. Terdapat material yang
hanya dikenakan PPh Pasal 22 di Desa Sumberpitu yaitu pasir. Tarif pajak yang
digunakan Desa Sumberpitu yaitu PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%.
Informan 7 mencontohkan perhitungan manual PPN dan PPh Pasal 22 sebagai
berikut.

Contoh Perhitungan PPN dan PPh Pasal 22:
Bendahara dan Operator Desa Sumberpitu melakukan perhitungan PPh Pasal 22
atas pembelian komponen untuk pembangunan jaringan internet baru sebesar Rp

8.500.000,00 (harga belum termasuk PPN).

DPP = Rp 8.500.000,00
PPN = Rp 8.500.000,00 x 10% = Rp 850.000,00
PPhPasal 22 = RpRp 8.500.000,00 x 1,5% = Rp 127.500,00

Jumlah yang harus dibayar Rp 9.477.500,00
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c. PPh Pasal 23

Perhitungan atas PPh Pasal 23 di Desa Sumberpitu diperuntukkan untuk
kebutuhan konsumsi atau makan dan minum salah satunya yaitu Pos Pelayanan
Terpadu (Posyandu). Tarif PPh Pasal 23 untuk konsumsi yang digunakan Desa
Sumberpitu sebesar 2%. Informan 7 mencontohkan perhitungan manual PPh Pasal
23 sebagai berikut.
Contoh Perhitungan PPh Pasal 23:
Bendahara dan Operator Desa Sumberpitu melakukan perhitungan untuk
konsumsi rapat seharga Rp 1.200.000,00.

DPP
PPhPasal 22 = Rp 1.200.000,00 X 2%

RP 1.200.000,00
Rp  24.000,00

Jumlah yang harus dibayar Rp 1.224.000,00
Transaksi atas Dana Desa Tahun 2017 yang telah dihitung pajaknya kemudian
dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak oleh Bendahara Desa Sumberpitu.
Pemotongan atau pemungutan dilakukan besamaan dengan penyusunan SPJ
kegiatan. Kegiatan Desa Sumberpitu pada tahun 2017 terdiri dari kegiatan
pembangunan fisik desa yang pelaksanaannya selama tiga bulan dan untuk
kegiatan pemberdayaan masyarakat pelaksanaanya selama satu bulan. Penyusunan
SPJ dan pemotongan atau pumungutan pajak dilakukan Bendahara Desa
Sumberpitu di pertengahan pelaksanaan kegiatan. Pajak secara resmi dapat
dikatakan sudah dipotong atau dipungut ketika SPJ kegiatan selesai
penyusunannya. Dalam pengawasan pencatatan dana dan pajak saat pelaksanaan

kegiatan Bendahara Desa Sumberpitu dibantu dan berkoordinasi dengan PPHP

kegiatan yang sedang berjalan.
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Pembayaran pajak dilaksanakan langsung Bendahara Desa Sumberpitu dengan
membawa hardfile kode billing ke Kontor Pos terdekat. Batasan waktu dalam
pembayaran pajak atas Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2017 bersamaan dengan
selesainya kegiatan dan penyusunan SPJ. Informan 7 menjelaskan sebagai beikut.

“Pembayaran dilakukan tergantung kapan kegiatan selesai. Contoh tedapat 2

kegiatan yang selesai, maka kedua kegiatan tersebut pajaknya dibayarkan.

Untuk perpajakan dalam tahun anggaran harus terbayarkan, jadi tidak ada

rentang jumlah hari maksimum dalam pembayaran pajak. Ketika kegiatan dan

SPJ selesai, maka pajak juga harus terbayarkan atau selesai”.

Sejak pertama kali Dana Desa dilaksankan pada tahun 2015 sampai pada tahun
2017, untuk pelaporan (Surat Pemberitahuan) SPT ke KPP Pratama Blora oleh
Bendahara Desa Sumberpitu belum pernah dilaksanakan. Himbauan bendahara
desa untuk melakukan pelaporan SPT ke KPP Pratama Blora baru ada pada tahun
2018, akan tetapi himbauan tersebut belum dilaksanakan Bendahara Desa
Sumberpitu. Desa Sumberpitu hanya melakukan Pelaporan pajak atas Dana Desa
2017 kepada Inspektorat Kabupaten Blora untuk kebutuhan pengawasan dalam
PKPT. Pelaporan pajak kepada Inspektorat Kabupaten Blora dilaksanakan saat
pergantian tahun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) atau setidaknya
pada bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan rincian pajak harus sudah siap
untuk diserahkan. Laporan rician pajak terdiri dari keseluruhan jumlah pajak,
jumlah pajak yang telah dipotong/dipungut, serta tambahan untuk pajak yang
belum atau kurang dibayarkan. Untuk Dana Desa Tahun 2017, pemeriksaan oleh
Inspektorat Kabupaten Blora dilaksanakan pada tahun 2018.

2) Desa Ngloram
Untuk kewajiban perpajakan Desa Ngloram dilaksanakan Fatchur Rohman

selaku informan 5. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, Desa Ngloram
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telah membuat NPWP sebelum tahun 2015. Untuk pencetakan kartu NPWP
dilakukan kembali pada tahun 2015 karena ketidaktahuan informan 6 atas
kepemilikan NPWP Desa Ngloram. Pencetakan kembali kartu NPWP berada di
KPP Pratama Blora selama satu hari kerja. Dokumen yang dibutuhkan untuk
pencetakan ulang NPWP terdiri dari KTP, Surat Pengantar Kepala Desa Ngloram,
serta Surat Keterangan Bendahara Desa Ngloram.

Transaksi atas kegiatan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Ngloram
menimbulkan pajak yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta PPN.
Perhitungan pajak Dana Desa Tahun 2017 dilaksanakan oleh Bendahara Desa
Ngloram. Perhitungan pajak kegiatan Desa Ngloram dilaksanakan pada
penyusunan RAB. Hasil perhitungan pajak pada RAB tersebut yang digunakan
untuk perhitungan pajak di aplikasi Siskeudes. Perhitungan tersebut digunakan
dalam pembuatan SPP dan kuitansi sebagai dokumen yang dibutuhkan untuk
pencairan dana dari rekening kas desa di bank. Pemenuhan kewajiban pajak yang
ada di Desa Ngloram sebagai berikut.

a) PPh Pasal 21

Di Desa Ngloram PPh Pasal 21 dikenakan atas honor PTPKD, honor TPK,
honor narasumber, honor petugas kebersihan, honor guru Taman Kanak-Kanak
(TK) atau PAUD, serta honor Kader Posyandu di Rukun Tetangga (RT) atau
Rukun Warga (RW). Penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 21 di Desa
Ngloram yaitu HOK untuk tukang dan kuli bangunan sebagai program padat
karya untuk mengurangi pengangguran di desa. Tukang dan kuli bangunan yang
masuk dalam program tersebut diharuskan memiliki persyaratan diantaranya
berasal dari lokal desa setempat, masuk dalam basis data terpadu atau miskin,

pengangguran, serta tidak memiliki pekerjaan tetap.
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Penghasilan yang menimbulkan PPh Pasal 21 rata-rata untuk keseluruhan
penghasilan dikenakan tarif 6%. Hal tersebut untuk menghindari selisih
perhitungan saat pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blora, sebab hampir setiap
tahun terdapat selisih perhitungan penggunaan jika menggunankan tarif 6% untuk
yang tidak ber-NPWP dan 5% untuk yang ber-NPWP. Informan 5 menjelaskan
keadaan tersebut sebagai berikut.

“Rata-rata semua tarifnya 6%. Kalo PNS bisa 5% atau yang memiliki NPWP.
Tetapi biasanya kita pukul rata untuk pengenaan tarif yaitu 6%. Sebab
Inspektorat meminta seperti itu, sudah saya potong 5% tetapi mintanya 6%.
Kalo seperti itukan harus nambahinkan. Daripada terjadi seperti itu, lebih baik
dikenakan 6% semua”.

Informan 5 mencontohkan perhitungan manual PPh Pasal 21 sebagai berikut.
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21:
Bendahara Desa Ngloram melakukan perhitungan PPh Pasal 21 honor TPK untuk

satu orang sebesar Rp 1.250.000,00.

DPP
PPhPasal 21 = Rp 1.250.000,00 X 6%

Rp 1.250.000,00
Rp  75.000,00

Jumlah yang harus dibayar Rp 1.325.000,00
b) PPN dan PPh Pasal 22

Perhitungan untuk PPN dan PPh Pasal 22 di Desa Ngloram dikenakan atas
belanja material terkait kegiatan pembangunan fisik desa. Tarif yang dikenakan
atas PPN vyaitu 10% dan untuk PPh Pasal 22 yaitu 1,5%. Material yang
dikecualikan dari PPN di Desa Ngloram adalah pasir dan batu yang

pengambilannya langsung dari alam atau sumbernya. Informan 5 perhitungan

manual PPN dan PPh Pasal 22 sebagai berikut.
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Perhitungan PPN dan PPh Pasal 22:
Bendahara Desa Ngloram melakukan perhitungan PPN dan PPh Pasal 22 atas

pembelian semen untuk pembangunan drainase sebesar Rp 68.244.800,00 (harga

sudah termasuk PPN).

DPP PPN = Rp 68.244.800,00 x 100/110 = Rp 62.040.727,00
PPN = Rp 62.040.727,00 x 10% = Rp 6.204.072,00
PPhPasal 22 = Rp62.040.72700 x 1,5% = Rp 930.611,00

Rp 69.175.410,00

Jumlah yang harus dibayar

c) PPh Pasal 23
Perhitungan PPh Pasal 23 di Desa Ngloram diperuntukkan bagi belanja

konsumsi atau makan dan minum. Konsumsi tersebut terdapat pada rapat

kegiatan, pemberian makanan tambahan balita, serta pemberian makanan

tambahan lanjut usia (lansia). Tarif pajak yang dikenakan atas belanja konsumsi

yaitu 2%. Informan 5 mencontohkan perhitungan manual PPh Pasal 23 sebagai

berikut.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 23:

Bendahara Desa Ngloram melakukan perhitungan PPh Pasal 23 atas pembelian

konsumsi untuk rapat kegiatan sebesar Rp 1.000.000,00.

DPP
PPhPasal 22 = Rp 1.000.000,00 X 2%

Rp 1.000.000,00
Rp  20.000,00

Jumlah yang harus dibayar Rp 1.020.000,00

Belanja yang telah dihitung pajaknya, maka akan dilakukan proses
pemotongan  atau  pemungutan dari  Bendahara  Desa  Ngloram.
Pemotongan/pemungutan dilaksanakan ketika penginputan pajak di kuitansi

aplikasi Siskeudes untuk pencairan dana dari bank. Pada pencairan dana dari bank
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telah terpisah antara dana untuk belanja kegiatan dan pajak. PPh Pasal 22 untuk
pemotongan atau pemungutannya dapat dilakukan ketika pembayaran atas
transaksi belanja kegiatan. Untuk PPh Pasal 21 dipotong atau dipungut atas honor
dengan adanya tanda terima honor untuk masing-masing pihak yang menerima
honor.

Sebagian besar pajak Dana Desa Tahun 2017 dipotong atau dipungut dan
proses pembayaran pajaknya dilakukan dalam satu hari kerja. Pembayaran pajak
kegiatan dari Dana Desa Tahun 2017 secara langsung mengikuti sistem pencairan
dana dari bank yang dilaksanakan per-kebutuhan kegiatan. Hal tersebut ditunjang
olen RAB yang telah selesai disusun sebelum adanya pengajuan dana. Di Desa
Ngloram juga terdapat penyetoran pajak yang tidak disetor di hari yang sama saat
pengambilana dana dari rekening desa karena Kkebijakan internal desa.
Pembayaran pajak Desa Ngloram menggunakan e-billing ke Kantor Pos terdekat.

Desa Ngloram mulai menggunakan e-billing pada tahun 2017, untuk tahun
2015 dan 2016 pembayaran pajak menggunakan SSP. Kendala berupa error
aplikasi pembuatan e-billing beberapakali dialami oleh Bendahara Desa Ngloram
disaat waktu tertentu. Kesalahan penulisan nominal pajak yang akan dibayarkan
dapat dihindari dengan penggunaan e-billing. Pajak yang telah disetorkan
memiliki kewajiban perpajakan berikutnya yaitu peleporan SPT. Untuk pelaporan
SPT baik secara tahunan atau masa ke KPP Pratama Blora belum dilaksanakan
Bendahara Desa Ngloram. Pelaporan yang dilaksanakan Bendahara Desa Ngloram
setiap tahunnya hanya terkait Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dari

Inspektorat Kabupaten Blora.
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C. Analisis Data
1. Akuntabilitas Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa atas Pelaksanaan

dan Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017 di Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan serangkaian tahap dalam pemanfaatan
dana untuk meningkatkan fasilitas ataupun kegiatan masyarakat di tingkat desa.
Pengelolaan Keuangan Desa menjadi hal yang penting sebagai pedoman dalam
pemanfaatan dana untuk masyarakat desa. Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan
dalam Pengelolaan Keuangan Desa menimbulkan kewajiban perpajakan atas
pemanfaatan dana. Hal tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan
akuntabilitas, sebagai salah satu asas dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
Akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban untuk menjelaskan
pelaksanaan misi suatu organisasi. Pada penelitian ini, peneliti mengerucutkan
pada akuntabilitas kewajiban perpajakan yang ada pada Tahap Pelaksanaan dan
Penatausahaan Dana Desa. Berikut ini merupakan analisis dari penyajian data
mengenai Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, serta kewajiban perpajakan
Dana Desa Tahun 2017 di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan sampel
Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram.

a. Tahap Pelaksanaan Dana Desa
Tahap Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2017 dapat dilakukan Desa Sumberpitu

dan Desa Ngloram setelah menerima pencairan dari Rekening Kas Umum Negara
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(RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD). Tahap pencairan Dana Desa Tahun 2017
dari DesaSumberpitu dan Desa Ngloram yaitu Tahap | sebesar 60% dan tahap 11
sebesar 40%. Dokumen yang diperlukan untuk pencairan Desa Sumberpitu dan
Desa Ngloram yaitu lembar permohonan, RAB, fotokopi rekening desa, kuitansi,
RPD, pakta integritas, peta desa, serta foto nol persen lingkungan. Alur dan
dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan Dana Desa Tahun 2017 dari Desa
Sumberpitu dan Desa Ngloram memiliki kesamaan.

Dana yang telah tersedia di RKD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
desa dengan pengajuan pendanaan dari pelaksana kegiatan atau TPK. Untuk
mempermudah pengajuan pendanaan, Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram
memiliki mekanisme tersendiri. Desa Sumberpitu untuk pengajuan pendanaan
dilakukan melalui koordinasi antara Kepala Desa Sumberpitu dan TPK, sebab
adanya kekurangan jumlah perangkat desa. Bentuk manajemen tersebut dipilih
karena jumlah Perangkat Desa Sumberpitu hanya terdiri dari tiga orang yaitu
kepala desa, satu perangkat desa, serta operator desa. Pengajuan pendanaan
kegiatan di Desa Ngloram terdapat pembagian kerja yaitu untuk pekerjaan
administrasi diurus oleh PTPKD, sedangkan TPK mengurus untuk teknis kegiatan
saja. Pemilihan mekanisme pengajuan kegiatan yang dimiliki Desa Sumberpitu
dan Desa Ngloram juga dikarenakan adanya kekosongan jabatan Sekertaris Desa

Sumberpitu dan Desa Ngloram. Dalam pengajuan kegiatan sekertaris desa
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bertugas memverifikasi pengajuan kegiatan, sebelum disetujui kepala desa.
Adanya kekosongan jabatan di Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram merupakan
kendala terkait Tahap Pelaksanaan Dana Desa yang ditemui peneliti.

Desa Sumberpitu menggunakan sistem pengambilan dana yang berbeda untuk
Tahap | dan Tahap Il Dana Desa Tahun 2017. Pada Tahap I, Desa Sumberpitu
mengambil keseluruhan dana yang ada di rekening desa, sebab terdapat beberapa
RAB yang masih dalam penyempurnaan penyusuanan. Hal tersebut dilakukan
untuk tetap menunjang kegiatan-kegiatan Desa Sumberpitu agar tetap dapat
terlaksana dengan sdm yang terbatas. Sistem pengambilan dana secara
keseluruhan tersebut menyebabkan adanya pemilahan kembali transaksi yang
menimbulkan pajak saat penyusunan SPJ kegiatan. Keadaan tersebut membuat
Desa Sumberpitu mengganti sistem pengambilan dana pada Tahap Il Dana Desa
tahun 2017. Sistem yang dipakai dengan membagi dua termin pengambilan dana
dari rekening desa berdasarkan kegiatannya yaitu pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat. Pengambilan dana di Desa Ngloram dilakukan sesuai
kebutuhan, sebab penyusunan RAB diselesaikan sebelum pengambilan dana. Hal
tersebut juga berpengaruh terhadap sebagian besar pajak yang penyetoran
dilakukan di hari yang sama dengan hari pengambilan dana dari rekening Desa
Ngloram. Keadaan tersebut sesuai dengan yang disampaikan Eko Purwanto selaku
informan 1, sebagai kendala secara kuantitas SDM untuk sebagian besar desa
yang ada di Kabupaten Blora. Ringkasan analisis Tahap Pelaksanaan terdapat

pada Tabel 11.
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No. | Indikator Desa Sumberpitu Desa Ngloram Keterangan
1. | Penyusunan | Disusun masing- Disusun TPK Sesuai.
RAB. masing TPK sesuai dengan bantuan
kegiatan bersama PTPKD bersama
Pendamping Teknis Pendamping
Desa. Teknis Desa.
2. | Pengajuan TPK berkoordinasi Diurus PTPKD. | Sesuai
pendanaan dengan Kepala Desa
kegiatan. Sumberpitu, untuk
kemudian di serahkan
kepada Bagian
Perencanaan.
3. | Pengajuan Dilaksanakan bagian | Dilaksanakan Sesuai
pencairan perencanaan. PPTPKD.
Dana  Desa
tahun 2017
dari  RKUN
ke RKD.
4. | Dokumen Lembar Permohonan, | Lembar Sesuai
Pengajuan RAB, Fotokopi Permohonan,
pencairan Rekening Desa, Fotokopi
Dana  Desa | Kuitansi bermaterai, | Rekening Desa,
tahun 2017 | RPD, Pakta Integritas, | Kuitansi, RPD,
dari  RKUN | Peta Desa serta Foto | Pakta Integritas,
ke RKD. nol persen keadaan Peta Desa
wilayah. Ngloram, serta
Foto nol persen
lingkungan
kegiatan serta
RAB.
5. | Pengambilan | Tahap | pengambilan | Tahap I dan Il Sesuai
Dana  Desa | dana secara pengambilan
dari RKD. keseluruhan, Tahap Il | dana
dibagi dua termin disesuaikan
sesuai kegiatan. dengan
kebutuhan.

(Sumber: Data Diolah, 2019).

b. Tahap Penatausahaan Dana Desa

Tahap Penatausahaan merupakan tahap Pengelolaan Keuangan Desa berupa
pencatatan setiap transaksi desa yang dilaksanakan bendahara desa. Tahap

Penatausahaan memiliki tiga jurnal yaitu Buku Kas Umum, Buku Pembantu
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Pajak, Buku Bank. Ketiga jurnal tersebut tersedia pada aplikasi Siskeudes. Tahap
Penatusahaan di Desa Ngloram dilaksanakan langsung oleh Bendahara Desa
Ngloram. Untuk Penatausahaan di Desa Sumberpitu, Bendahara Desa Sumberpitu
dibantu oleh Opertor Desa Sumberpitu untuk penginputan ke aplikasi Siskeudes.

Mekanisme yang digunakan Desa Sumberpitu merupakan langkah untuk
mengatasi adanya jumlah perangkat desa yang terbatas dan faktor usia. Keadaan
di Desa Sumberpitu tersebut menjadi kendala penatausahaan yang ditemui
peneliti. Hal tersebut sesuai dengan penyampaian Eko Purwanto selaku informan
1, untuk Tahap Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017 masih terdapat kendala
pada kuantitas dan kualitas SDM desa. Laporan pertanggungjawaban keuangan
Bendahara Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram memiliki mekanisme yang
berbeda. Desa Sumberpitu melaksanakan pertanggungjawaban atas Penatausahaan
setiap tahap penyaluran Dana Desa, sebab menyesuaikan pengambilan dana.
Untuk Desa Ngloram, pertanggungjawaban penatausahaan oleh Bendahara Desa
Ngloram dilaksanakan sesuai kebutuhan dan bersifat lisan pada musyawarah desa.
Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing desa dalam
membuat laporan pertanggungjawaban atas Penatusahaan dan tugas sebagai
perangkat desa lainnya. Berikut tabel ringkasan analisis Tahap Penatausahaan.

Tabel 12. Ringkasan Analisis Tahap Penatausahaan Dana Desa

No. Indikator Desa . Desa Ngloram Keteragan
Sumberpitu
1. | Pelaksana Bendahara Bendahara Desa Sesuai
Penatausahaan. Desa dan Ngloram.
operator Desa
Sumberpitu
2. | Laporan Laporan Laporan dibuat Belum
pertanggungjawaban | dibuat setiap | sesuai kebutuhan | Sesuai
keuangan dari tahap dan disampaikan
bendahara desa penyaluran secara lisan di
kepada kepala desa. | Dana Desa. musyawarah desa.

(Sumber: Data Diolah, 2019).
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c. Kewajiban Perpajakan Dana Desa

Kewajiban perpajakan merupakan tugas yang dilaksanakan oleh bendahara
desa sebagai pemotong atau pemungut pajak. Bendahara Desa Sumberpitu dan
Desa Ngloram telah memiliki NPWP sebagai syarat untuk melaksanakan
pemotongan atau pemungutan atas transaksi Dana Desa Tahun 2017. Pajak yang
sering muncul di kedua desa tersebut sama yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemenuhan
kewajiban perpajakan untuk PPh Pasal 21 di Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram,
tarif pemotongan yang digunakan yaitu 6%. Desa Sumberpitu mengenakan tarif
6% untuk hampir seluruh penerima penghasilan sebab non-Aparatur Negeri Sipil
(ASN) dan belum memiliki NPWP. Kemudahan pengurusan gaji menjadi alasan
bagi pihak yang belum memiliki NPWP dan enggan untuk membuat NPWP. Hal
tersebut berbeda dengan Desa Ngloram yang mengenakan tarif sebesar 6% kepada
seluruh  penghasilan untuk menghindari selisih perhitungan pajak saat
pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Blora. Selisih perhitungan PPh Pasal 21
hampir terjadi setiap tahun terjadi di Desa Ngloram. Hal disebabkan terdapat
perbedaan penafsiran dalam pengenaan tarif 6% untuk yang tidak ber-NPWP dan
5% untuk yang ber-NPWP dari pihak Desa Ngloram dan Inspektorat Kabupaten
Blora.

Keadaan perbedaan penafsiran pada PPh Pasal 21 memang menjadi kerentanan
dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga menjadi hal yang masih ditemui
saat pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Blora. Pemotongan dan pemungutan
lainnya yaitu PPh Pasal 22 dan PPN di Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram.

Untuk pembelian bahan bangunan berupa batu dan pasir di Desa Sumberpitu dan
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Desa Ngloram dikecualikan dari PPN. Pasir dan batu yang digunakan tersebut
tergolong material yang diambil langsung dari sumbernya. Hal tersebut
dikarenakan daerah setempat berdekatan dengan penambangan pasir dan batu di
Sungai Bengawan Solo. Pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 23 untuk Desa
Sumberpitu dan Desa Ngloram dilaksanakan pada konsumsi. Di kedua desa
tersebut konsumsi tidak dikenakan PPN.

Ketepatan waktu setor di Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram memiliki
manajemennya masing-masing dan juga menyesuaikan dengan keadaan desa
masing-masing. Di Desa Sumberpitu terdapat beberapa RAB yang masih dalam
penyempurnaan yang menyebabkan pencairan dana secara keseluruhan dari bank
untuk Tahap | Dana Desa Tahun 2017. Hal tersebut membuat adanya pengecekan
kembali atas perhitungan pajak saat penyusunan SPJ kegiatan. Pengecekan
kembali tersebut membutuhkan banyak waktu yang berdampak pada waktu
penyetoran pajak agak terlambat. Di Desa Ngloram pembayaran pajak sebagian
besar dilakukan dalam satu hari kerja.

Pembayaran pajak di Desa Ngloram menyesuaikan sistem pencairan dana dari
rekening desa yang dilakukan per-kebutuhan kegiatan. Di Desa Ngloram juga
terdapat penyetoran pajak yang tidak disetor di hari yang sama saat pengambilan
dana dari rekening desa karena kebijakan internal desa. Di Desa Ngloram
berdasarkan Bukti Pencairan SPP dan Bukti Penerimaan Negara dari transaksi

yang tercantum dalam penyajian data kewajian perpajakan Desa Ngloram pada
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PPh 22 dan PPN terdapat jarak waktu yang panjang antara pengambilan dana dari
bank dan pembayaran pajak. Bukti Pencairan SPP telah disetujui pada tanggal 14
Agustus 2017 dan dicetak pada 15 Oktober 2017. Untuk Bukti Penerimaan PPN
disetor pada tanggal 28 Desember 2017. Untuk penyetoran PPh Pasal 22 atas
transaksi tersebut, peneliti kekurangan data terkait transaksi tersebut. Penyetoran
pajak dilakukan Bendahara Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram melakukan
penyetoran pajak di Kantor Pos terdekat dengan e-billing. Bukti Pencairan SPP
dan Bukti Penerimaan Negara tersebut terdapat pada lampiran 8. Bendahara desa
memiliki kewajiban perpajakan setelah penyetoran pajak yaitu pelaporan pajak,
baik SPT masa dan tahun. Pelaporan SPT masa dan tahunan belum dilaksanakan
oleh Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram, sebab belum adanya sosialisasi ataupun
himbauan terkait pelaporan SPT. Ringkasan analisis kewajiban perpajakan Dana
Desa Tahun 2017 dari Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram terdapat pada Tabel

13.
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No. Indikator Desa Sumberpitu Desa Ngloram Keterangan
1. Bendahara desa | Memiliki NPWP. Memiliki NPWP. Sesuai untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu
milikan NPWP. pemotongan/pemungutan.
2. Penggunaan Tarif 6%. Tarif 6%. a) Desa Sumberpitu telah sesuai sebab perangkat desa
tarif PPh Pasal non-ASN.
21. b) Desa Ngloram belum sesuai sebab terdapat
perbedaan penafsiran dengan Inspektorat
Kabupaten Blora terkait pemakaian tarif untuk
perangkat desa yang ber-NPWP dan tidak ber-
NPWP.
3. Perhitungan PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 menggunakan tarif | Sesuai dengan Pasal 4A Undang-Undang Pajak
PPh Pasal 22 menggunakan tarif 1,5% | 1,5% dan PPN tidak dipungut Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
dan PPN. dan PPN tidak dipungut | untuk pembelian pasir dan batu. Pertambahan Nilai Barang Mewah Nomor 8 Tahun
untuk pembelian pasir 1983 yang terakhir diubah dengan Nomor 42 Tahun
dan batu. 2009.
4, Perhitungan PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 menggunakan tarif | Sesuai Pasal 4A ayat 2 huruf C Undang-Undang Pajak
PPh Pasal 23 menggunakan tarif 2% | 2% dan PPN tidak dipungut untuk | Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
dan PPN. dan PPN tidak dipungut | pembelian makan dan minum. Pertambahan Nilai Barang Mewah Nomor 8 Tahun
untuk pembelian makan 1983 yang terakhir diubah dengan Nomor 42 Tahun
dan minum. 2009.
5. Ketepatan Belum dapat terpenuhi Sebagian besar pembayaran pajak | Belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
pembayaran sebab adanya dilakukan dalam satu hari keja Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara
pajak. pengecekan kembali bersamaan dengan pengambilan Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
atas perhitungan pajak uang dari RKD, tetapi terdapat
saat penyusunan SPJ juga pajak yang pembayarannya
kegiatan. sesuai keputusan internal desa.
6. Pelaporan SPT. | Belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan. Belum sesuai sebab terkait pelaporan SPT Bendahara

Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram belum
melaksanakan.

(Sumber: Data Diolah, 2019).
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D. Pembahasan
1. Akuntabilitas Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa atas Pelaksanaan

dan Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017 di Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Pembahasan merupakan subbab yang akan membahas mengenai hasil analisis
akuntabilitas kewajiban perpajakan bendahara desa atas Dana Desa Tahun 2017 di
Kecamatan Cepu berdasarkan penelitian di lapangan dari dua sampel desa yaitu
Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram. Hasil analisis tersebut dikaitan dengan
Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, serta kewajiban perpajakan bendahara
desa yang berada di subbab sebelumnya. Pada Pengelolaan Keuangan Desa untuk
Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, serta kewajiban perpajakan memiliki
keterkaitan yang ditentukan oleh kebijakan desa. Kebijakan tersebut disesuaikan
berdasarkan keadaan desa, agar dapat menunjang kelancaran penyelenggaraan
kegiatan desa. Kebijakan tesebut pada umumnya diputuskan melalui musyawarah
desa yang tidak hanya melibatkan pemerintah desa, tetapi juga Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh-tokoh desa, serta masyarakat desa setempat.
Analisis data atas akuntabilitas kewajiban perpajakan atas Pelaksanaan dan
Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017 di Kecamatan Cepu yang mengambil
sampel Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram menunjukkan terdapat kebijakan
internal dari desa untuk menjalankan Pengelolaan Keuangan Desa. Kebijakan
tersebut bertujuan untuk menunjang keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

baik secara kuantitas dan kualitas dalam penyelenggaraan kegiatan desa terkait
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Dana Desa. Berikut merupakan pembahasan Tahap Pelaksanaan, Tahap
Penatausahaan, serta kewajiban perpajakan.

a. Tahap Pelaksanaan Dana Desa

Tahap Pelaksanaan yang dilaksanakan di Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram
sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015
yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora. Kesesuaina terdapat
pada dokumen pencairan Dana Desa dari kedua desa dengan Peraturan Bupati
Blora Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati
Blora Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran
Dana Desa di Kabupaten Blora, alur pencairan dana, serta tahapan yang ada dalam
pelaksanaan kegiatan. Kesesuain saat Pelaksanaan kegiatan dengan aturan yang
berlaku, tidak terlepas dari adanya kebijakan internal kedua desa tersebut.
Kebijakan internal yang ditemui oleh peneliti yaitu untuk pengajuan kegiatan.
Secara aturan dalam Pasal 27 peraturan Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten
Blora, pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk kegiatan.

Di Desa Sumberpitu kebijakan internal desa dalam pengajuan pendanaan
kegiatan yaitu pelaksana atau TPK harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan
Kepala Desa Sumberpitu. Hal tersebut untuk memilih kegiatan mana yang akan
dilaksanakan terlebih dahulu. Kebijakan terebut digunakan untuk menyesuaikan
dengan keadaan SDM secara kuantitas yang ada saat tersebut. Pemerintahan Desa
Sumberpitu hanya terdiri dari kepala desa, satu perangkat desa, serta satu tenaga
honorer. Kuantitas Perangkat Desa Sumberpitu yang kurang juga membuat PPHP
selaku pengawas hasil pekerjaan seusai kegiatan selesai, juga harus turut

membantu TPK untuk pelaksanaan kegiatan.



115

Untuk Desa Ngloram dalam pengajuan pendanaan kegiatan TPK dibantu oleh
PTPKD dalam menyiapkan berkas pengajuan pendanaan. Kebijakan untuk
membagi kerja yaitu penyiapan keseluruhan yang berhubungan dengan
administrasi dan yang mengurus di lapangan. Kebijakan tersebut digunakan untuk
menyeimbangkan beban kerja, sebab pemahaman terkait pengurusan administrasi
tersentral di satu pihak saja. Adanya kebijakan internal di Desa Sumberpitu dan
Desa Ngloram juga dapat menunjang untuk terpenuhinya dokumen dalam
pencairan Dana Desa dari RKUN ke RKD untuk pencairan Tahap | dan Il Dana
Desa Tahun 2017. Kegiatan yang telah diajukan oleh TPK, maka untuk
pembayaran belanja kegiatan TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP). Di Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram telah menggunakan SPP definitif
sesuai Pasal 28 Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 yang terakhir diubah
dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa di Kabupaten Blora.

SPP digunakan bendahara desa untuk pengambilan dana dari rekening desa.
Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram memiliki sistem pengambilan dana yang
berbeda. Bentuk sistem pengambilan dana diserahkan kepada masing-masing desa
dan tidak memiliki peraturan resmi. Disisi lain sistem pengambilan dana dari
rekening desa berpengaruh pada ketepatan pembayaran pajak. Desa Sumberpitu
untuk Dana Desa Tahun 2017 Tahap | mengambil secara keseluruhan dana sebab
terdapat beberapa RAB yang masih harus disempurnakan. Hal tersebut
menyebabkan harus adanya pengecekan kembali transaksi belanja yang
menimbulkan pajak saat penyusunan SPJ. Desa Ngloram memiliki sistem
pengambilan Dana Desa Tahun 2017 yang berbeda dari Desa Sumberpitu. Sistem

pengambilan tersebut yaitu menyesuaikan per-kebutuhan kegiatan saja. Sistem
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tersebut dapat berjalan di Desa Ngloram karena RAB telah selesai penyusunannya
sebelum kegiatan berlangsung. Hal tersebut berdampak pada sebagian besar pajak
Desa Ngloram yang dapat dibayarkan di hari yang sama dengan pengambilan
dana dari rekening desa. Hal tersebut merupakan kebijakan internal yang dipilih
desa untuk menunjang terselesaikannya surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
dengan dokumen yang lengkap. Terselesaikannya kegiatan dan SPJ sebagali
dokumen pertanggungjawaban juga merupakan salah satu ruang lingkup
akuntabilitas menurut Mahsun, yang ditemui peneliti yaitu Program
accountability. Penjelasan mengenai keberhasilan dan hambatan dalam
Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2017 oleh Bendahara Desa Sumberpitu, Operator
Desa Sumberpitu, serta Bendahara Desa Ngloram telah sesuai dengan
pertanggungjawaban dalam pengertian akuntabilitas dari Nurcholis (2011:82).
b. Tahap Penatausahaan Dana Desa

Tahap Penatausahaan atas Pengelolaan Keuangan Desa Sumberpitu dan Desa
Ngloram sebagian besar berjalan dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari
adanya kebijakan internal desa untuk menyesuaikan keadaan desa dengan
ketentuan yang berlaku. Kebijakan internal tersebut terkait bendahara desa yang
harus melaksanakan Penatausahaan sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Bupati
Blora Nomor 8 Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Blora
Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora.
Pada Desa Sumberpitu, Penatausahaan terkait pencatatan jurnal di aplikasi
Siskeudes dilaksanakan Bendahara Desa Sumberpitu dengan bantuan Operator

Desa Sumberpitu. Kebijakan tersebut dijalankan karena adanya faktor usia dan

keterbatasan penggunaan teknologi dari Bendahara Desa Sumberpitu. Pencatatan
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jurnal Penatausahaan yaitu Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, serta Buku
Bank telah dilaksanakan dengan baik di Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram. Hal
tersebut didukung dengan adanya aplikasi Siskeudes. Untuk Bendahara Desa
Sumberpitu akan melakukan koordinasi dengan Operator Desa Sumberpitu. Hal
tersebut untuk mensingkronkan pencatatan keuangan yang berada di aplikasi
Siskeudes dan pencatatan manual yang dilakukan Bendahara Desa Sumberpitu.
Penjelasan mengenai Penatausahaan dalam aplikasi Siskeudes oleh Bendahara
Desa Sumberpitu, Operator Desa Sumberpitu, dan Bendahara Desa Ngloram
merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan dalam Penatausahaan Dana
Desa Tahun 2017 dan hal tersebut sesuai dengan pengertian akuntabilitas menurut
Nurcholis (2011: 82).

Pencatatan jurnal dibutuhkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban
uang yang dikelola bendahara desa. Laporan pertanggungjawaban oleh bendahara
Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram belum dapat mengikuti mekanisme yang ada
pada ayat 4 Pasal 35 Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 yang terakhir
diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa di Kabupaten Blora. Bendahara Desa Sumberpitu menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa Sumberpitu setiap semester
atau setiap akhir penggunaan dana Tahap | dan Tahap Il. Pembuatan laporan
pertanggungjawaban secara bulanan belum dapat dilakukan Bendahara Desa
Sumberpitu, sebab waktu pengambilan dana yang tidak menentu. Pembuatan
laporan pertanggungjawaban juga dilaksanakan oleh Bendahara Desa Ngloram. Di

Desa Ngloram pembuatan laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan
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kebutuhan dan disampaikan Bendahara Desa Ngloram pada saat musyawarah desa
secara lisan. Penjelasan mengenai laporan pertanggungjawaban Bendahara Desa
Sumberpitu dan Bendahara Desa Ngloram merupakan pertanggungjawaban atas
hambatan dalam Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017 dan hal tersebut sesuai
dengan pengertian akuntabilitas menurut Nurcholis (2011: 82).

c. Kewajiban Perpajakan Dana Desa

Kebijakan internal yang digunakan desa pada Tahap Pelaksanaan dan Tahap
Penatausahaan memiliki dampak pada pemenuhan kewajiban perpajakan.
Kewajiban perpajakan bendahara desa dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 8
Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora terdapat pada Pasal
31 dan Pasal 36. Kewajiban perpajakan tersebut yaitu menjadi wajib
potong/pungut pajak, wajib setor pajak, serta melakukan pencatatan pada Buku
Pembantu Pajak. Secara lebih detail Dwi Ari Wibawa menambahkan kewajiban
formil bendahara pemerintah yang termasuk bendahara desa, yaitu memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan atas pajak yang telah disetorkan,
serta kewajiban pajak materiil yaitu menghitung pajak (Wibawa, 2018: 7). Untuk
kepemilikan NPWP, Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram telah mendaftarkan ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Blora sebelum program Dana
Desa Tahun 2017.

Wajib potong atau pungut dapat dilaksanakan bendahara desa setelah memiliki
NPWP. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut harus diperhitungkan sesuai
dengan status dan tarif perpajakan yang berlaku. Di Desa Sumberpitu dan Desa
Ngloram, pajak yang timbul atas transaksi Dana Desa yaitu Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
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PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta PPN pengenaannya sebagian besar telah
dilaksanakan Bendahara Desa Sumberpitu dan Bendahara Desa Ngloram dengan
baik. PPh Pasal 21luntuk pengenaan gaji terdapat perbedaan penafsiran antara
Bendahara Desa Ngloram dan Inspektorat Kabupaten Blora yaitu untuk
pengenaan tarif 5% bagi yang ber-NPWP dan 6% bagi yang tidak ber-NPWP. Di
Desa Ngloram terdapat perangkat desa yang memiliki NPWP. Perbedaan
penafsiran tarif tersebut menyebabkan Bendahara Desa Ngloram mengenakan
tarif 6% untuk menghindari selisih perhitungan pajak. Keadaan tersebut
merupakan fenomena baru yang ditemui peneliti yaitu terkait withholder dilemma.
Dalam pemungutan/pemotongan pajak, Adinur Prasetyo menyebut sebagai
withholder dilemma yaitu keputusan withholder yang dilatarbelakangi untuk
menghindari resiko terkait sanksi administrasi pajak apabila fiscus menganggap
sebagai objek pemotongan (Prasetyo, 2016: 246). Untuk di Desa Sumberpitu
pengenaan tarif 6% dikenakan hampir keseluruh penghasilan, sebab sebagian
besar Non-ASN dan tidak ber-NPWP. Penerima penghasilan beranggapan
pemotongan dengan tarif 6% lebih mudah.

Pada PPh Pasal 22 untuk pembelian pasir dan batu dikecualikan dari PPN. Hal
tersebut termasuk pengecualian pengenaan PPN untuk pembelian pasir dan batu
yang dibutuhkan untuk pembangunan. Pengecualian tersebut telah sesuai dengan
Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Pertambahan Nilai Barang Mewah Nomor 8 Tahun 1983 yang terakhir diubah
dengan Nomor 42 Tahun 2009. Pada Pasal tersebut pasir dan batu yang termasuk
dalam barang tambang yang diambil langsung dari sumbernya. Pasir dan batu

yang digunakan dalam pembangunan di Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram
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merupakan material yang ditambang langsung di Sungai Bengawan Solo yang
secara geografis letaknya dekat dengan kedua desa tersebut.

PPh Pasal 23 yang dipungut atau dipotong di Desa Sumberpitu dan Desa
Ngloram juga dikecualikan dari PPN. Pengecualian tersebut, sesuai dengan Pasal
4A ayat 2 huruf C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah Nomor 8 Tahun 1983 yang terakhir
diubah dengan Nomor 42 Tahun 2009. Pada pasal tersebut menerangkan bahwa
konsumsi dalam bentuk makanan dan minum yang disajikan baik dikonsumsi
ditempat atau tidak, dikecualikan dari PPN. Pajak yang telah dipotong atau
dipungut dapat disetorkan bendahara desa ke Kantor Pos atau bank. Bendahara
Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram menyetorkan pajak melalui Kantor Pos
terdekat. Penyetoran pajak merupakan kewajiban perpajakan yang berkaitan
dengan kebijakan internal dalam Tahap Pelaksanaan. Tidak terdapat aturan
batasan pengambilan uang dari rekening desa, hal tersebut harus diimbangi
dengan pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Di
Desa Sumberpitu pada Tahap | penyaluran Dana Desa 2017 mengambil dana dari
rekening bank secara keseluruhan. Hal tersebut menyebabkan harus diadakannya
pengecekan kembali transaksi yang menimbulkan pajak saat penyusunan SPJ
kegiatan. Keadaan tersebut turut berdampak pada tidak terpenuhinya batas waktu
pembayaran pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014
Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Di Desa Ngloram sebagian
besar pajak disetor pada hari yang sama saat pengambilan dana dari rekening
desa. Sistem tersebut menunjang untuk terpenuhinya batas waktu penyetoran

pajak.
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Di Desa Ngloram terdapat juga beberapa setoran pajak yang tidak dapat
memenuhi batas waktu penyetoran pajak, dikarenakan adanya keputusan internal
dalam penyetoran pajak. Hal tersebut terdapat pada waktu penyetoran atas
transaski PPh 22 dan PPN Desa Ngloram di penyajian data. Pada Bukti Pencairan
SPP telah disetujui pada tanggal 14 Agustus 2017 dan dicetak pada 15 Oktober
2017. Untuk Bukti Penerimaan PPN disetor pada tanggal 28 Desember 2017.
Rentang waktu pengambilan dana dari bank dan pembayaran PPN yaitu 120 hari.
Hal tersebut tidak sesuai dengan PMK. Pada peraturan tersebut untuk PPN yang
dipungut bendahara pemerintah harus disetor paling lama tujuh hari setelah
pembayaran pada rekanan. Untuk penyetoran PPh Pasal 22 peneliti kekurangan
data terkait transaksi tersebut. Pajak yang telah dipungut atau dipotong dan disetor
bendahara desa dapat dicatat melalui Buku Pembantu Pajak. Pencatatan
merupakan pembukuan yang menjadi bagian dari kewajiban perpajakan.

Di Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram, penginputan Buku Pembantu Pajak
dilaksanakan di aplikasi Siskeudes. Bendahara Desa Sumberpitu memiliki Buku
Pembantu Pajak manual untuk pembukuan sirkulasi keuangan Desa Sumberpitu.
Bendahara desa juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak yang telah
disetorkan, baik itu SPT Masa ataupun Tahunan. Di Desa Sumberpitu dan Desa
Ngloram, pelaporan SPT ke KPP tempat bendahara terdaftar belum dilakukan
oleh Bendahara Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram. Hal tersebut dikarenakan,
ketidaktahuan dari pihak bendahara dan belum adanya himbauan dari dinas yang
lebih tinggi ataupun KPP Pratama Blora. Sejak Dana Desa berjalan pada tahun
2015, Bendahara Desa Sumberpitu dan Bendahara Desa Ngloram hanya

melakukan pelaporan berkaitan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan
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(PKPT) dari Inspektorat Kabupaten Blora. Pelaporan atas pajak yang setorkan
oleh bendahara desa yang belum dapat terlaksana, belum dapat dikonfirmasi
kepada pihak KPP Pratama Blora dan menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.
Keterbatasan peneliti juga terjadi pada pengumpulan data sekunder terkait arsip
SPJ Dana Desa Tahun 2017 di Desa Sumberpitu. Pihak desa tersebut tidak dapat
menunjukkan arsip tersebut, sebab merupakan dokumen internal desa.

Kewajiban pajak formil dan materil telah dilaksanakan Desa Sumberpitu dan
Desa Ngloram dengan baik meskipun terdapat kewajiban yang belum terlaksana.
Kewajiban tersebut yaitu pelaporan pajak belum dapat terlaksana dikarenakan
ketidaktahuan dari pihak bendahara desa, fenomena diluar kewajiban perpajakan
yaitu withholder dilemma, serta belum terpenuhinya batas waktu pembayaran
pajak. Untuk itu peningkatan pemahaman mengenai perpajakan bendahara desa
melalui sosialisasi dapat dilaksanakan oleh instansi terkait. Kewajiban perpajakan
yang sebagian besar telah terlaksana menjadi cerminan dari Fiscal accountability
yang terdapat pada ruang lingkup akuntabilitas menurut Mahsun. Hal tersebut
sebagai akuntabilitas dari penggunaan Dana Desa yang berasal dari APBN yang
dihumpun dari pendapatan negara salah satunya yaitu pajak. Terselesaikannya SPJ
kegiatan Dana Desa Tahun 2017 juga menunjukan adanya kemauan dari Desa
Sumberpitu dan Desa Ngloram untuk menerima kewajiban atas hasil. Hal tersebut
merupakan salah satu faktor organisasi yang memiliki lingkungan akuntabilitas
baik menurut Mahsun. Berdasarkan faktor tersebut, desa sebagai organisasi
pemerintahan memiliki kemauan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari

kegiatan melalui SPJ dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
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Kewajiban perpajakan Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram yang telah
terpenuhi  yaitu bendahara desa telah memiliki NPWP dan pengecualian
pengenaan PPN. Pengecualian tersebut dikenakan untuk pembelian batu dan pasir
terkait PPh Pasal 22 dan pembelian konsumsi terkait PPh Pasal 23. Ketepatan
pengenaan tarif PPh Pasal 21 di Desa Sumberpitu telah sesuai sebab perangkat
Desa Sumberpitu belum ber-NPWP. Pengenaan tarif PPh Pasal 21 di Desa
Ngloram belum sesuai sebab terdapat perberbedaan penafsiran dengan Inspektorat
Kabupaten Blora terkait penggunaan tarif untuk perangkat desa yang ber-NPWP
dan Tidak ber-NPWP. Untuk kewajiban perpajakan Desa Sumberpitu dan Desa
Ngloram yang belum terpenuhi yaitu ketepatan waktu pembayaran pajak dan
pelaporan SPT. Kewajiban perpajakan yang telah terpenuhi dan belum terpenunhi
dari Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas keberhasilan dan hambatan sesuai pengertian akuntabilitas menurut Nurcholis

(2011: 82).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hal akhir yang diperoleh peneliti atas uraian yang
telah dipaparkan pada pembahasan di bab sebelumnya. Kesimpulan yang
diperoleh peneliti dari analisis akuntabilitas kewajiban perpajakan bendahara desa
atas Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Tahun 2017 di Kecamatan Cepu
dengan sampel Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram sebagian besar telah berjalan
dengan baik. Pada Tahap Pelaksanaan di Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram
telah dijalankan sesuai dengan peraturan Pengelolaan Keuangan Desa yang
berlaku. Untuk menunjang terlaksananya kegiatan desa memiliki kebijakan yang
disesuaikan dengan keadaan masing-masing desa.

Penatausahaan dilaksanakan dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu Pajak, serta Buku Bank yang tersedia pada aplikasi
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Untuk tutup buku dari ketiga jurnal dan
pembuatan laporan pertanggungjawaban dana oleh Bendahara Desa Sumberpitu
dan Bendahara Desa Ngloram dilaksanakan sesuai kebutuhan desa.

Kewajiban perpajakan terkait Dana Desa yang dilaksanakan Bendahara Desa
Sumberpitu dan Desa Ngloram yaitu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), perhitungan pajak, memotong/memungut pajak, serta pencatatan melalui
Buku Pembantu Pajak telah berjalan dengan baik. Kewajiban Bendahara Desa

Sumberpitu dan Desa Ngloram untuk pembayaran pajak masih terdapat beberapa
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pajak yang belum dibayarkan sesuai waktu pada Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Kewajiban perpajakan terkait pelaporan SPT baik masa ataupun tahunan belum

dilaksanakan di Desa Sumberpitu dan Desa Ngloram, sebab belum terdapat

sosialisasi ataupun himbauan terkait pelaporan SPT.

B. Saran

Saran merupakan anjuran yang membangun dan bermanfaat terkait keadaan

yang menjadi fokus pada suatu penelitian. Atas hasil analisis akuntabilitas

kewajiban perpajakan atas Dana Desa tahun 2017 di Kecamatan Cepu, Kabupaten

Blora peneliti memiliki saran yaitu:

1.

Bendahara desa dapat membuat standar operasional prosedur (SOP) di
masing-masing desa. SOP yang dibuat di masing-masing desa dapat
membantu perangkat desa selain PTPKD untuk mengetahui alur
Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya terkait hal-hal administrasi.
Sehingga pemahaman mengenai alur adminstrasi Pengelolaan Keuangan
Desa tidak tertumpu di satu pihak dan dapat mempermudah dalam
melaksanakan kegiatan desa.

Untuk menjalankan Pengelolaan Keuangan Desa selain didasarkan oleh
perturan yang ada, perlu diterbitkannya peraturan perpajakan desa
sebagai pedoman resmi.

Instansi-instansi yang mengurus desa pada tingkat Kabupaten Blora dan
Kecamatan Cepu dapat meningkatkan pemahaman terkait kewajiban
laporan pertanggungjawaban bendahara desa kepada kepala desa melalui

sosialisasi.
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4. KPP Pratama setempat sebagai pihak yang berwenang mengenai
perpajakan dapat mengadakan sosialisasi terkait perpajakan desa.
Sosialisasi tersebut juga dapat berfungsi untuk menyamakan persepsi
mengenai pemahaman perpajakan antara desa, kecamatan, KPP Pratama
setempat, serta instansi terkait. Sosialisasi juga dapat dilakukan untuk
peningkatan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh desa, terutama

terkait ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak.
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Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora
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Lampiran 3. Surat Penolakan Riset/Penelitian

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak
Telepon (021) 5250208; Situs: www.pajak.qo.id
Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 500200
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Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset)

Nama Unit": ppp PratAma Ev!ora

Yang bertanda tangan di bawah i ini*:
Nama : _ Masarul Asyir
NIP 1964M8 199203 + O0Z

Jabatan : _Kepala  ¥YP Vratama Blora
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dengan ini menyatakan bahwa™:
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surat permohonan izin penelitian (riset) untuk melakukan penelitiannya pada unit Kami.
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/peneliti, sepanjang data/keterangan/i nformasl tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34
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pemberian izin penelitian (riset)

: diisi oleh pejabat berwenang pada Lokasi Unit Kerja tujuan
penelitian (riset)

konfirmasi.
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menjadi perhatian, misalnya penjelasan terkait dengan penolakan
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Lampiran 4. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA DESA SUMBERPITU

1. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam pencairan Dana Desa Sumberpitu
Tahun 2017 untuk tahap I dan 11?

2. Bagaimana alur pencairan Dana Desa Sumberpitu Tahun 2017, baik tahap I
dan tahap 11 dan berikan contoh?

3. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam Pelaksanaan Kegiatan di Desa
Sumberpitu untuk Dana Desa Tahun 20177

4. Bagaimana alur Pelaksanaan Kegiatan di Desa Sumberpitu untuk Dana Desa
Tahun 2017 dan berikan contoh?

5. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam Penatausahaan Kegiatan di Desa
Sumberpitu untuk Dana Desa Tahun 2017?

6. Bagaimana alur Penatausahaan Kegiatan di Desa Sumberpitu untuk Dana Desa
Tahun 2017 dan berikan contoh?

7. Sejak kapan bendahara desa memiliki NPWP?

8. Jenis pajak apa saja yang muncul di Dana Desa 20177

9. Kapan perhitungan pajak Dana Desa 2017 dilakukan?

10.Siapa yang melaksanakan perhitungan pajak DD 20177?

11.Apakah terdapat sosialisasi atau panduan mengenai perajakan untuk Dana
Desa?

12.Atas jenis pajak yang sering muncul pada DD 2017, bagaimana cara
perhitungan yang dilakukan oleh bendahara desa? berikan contoh setiap
jenisnya,

13.Apakah terdapat kendala dalam perhitungan setiap jenis pajak yang muncul di
tahun 20177

14.Kapan potput pajak Dana Desa 2017 dilakukan atas setiap jenis pajak yang
muncul di DD 20177

15. Apakah terdapat pengecualian pengenaan pajak atas gaji pada 2017?

16. Kapan pembayaran pajak dilakukan atas setiap jenis pajak yang muncul di
Dana Desa 20177

17. Untuk pembayaran menggunakan e-billing atau SSP pada 2017? Alasan,

18. Apakah terdapat sosialisasi untuk melakukan pelaporan pajak ke KPP Pratama
terdekat?
19. Bagaimana mekanisme pencatatan dalam buku pembantu pajak?
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PEDOMAN WAWANCARA DESA NGLORAM

1. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam pencairan Dana Desa Ngloram
Tahun 2017 untuk tahap I dan 11?

2. Bagaimana alur pencairan Dana Desa Ngloram Tahun 2017, baik tahap | dan
tahap 11 dan berikan contoh?

3. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam Pelaksanaan Kegiatan di Desa
Ngloram untuk Dana Desa Tahun 20177

4. Bagaimana alur Pelaksanaan Kegiatan di Desa Ngloram untuk Dana Desa
Tahun 2017 dan berikan contoh?

5. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam Penatausahaan Kegiatan di Desa
Ngloram untuk Dana Desa Tahun 20177

6. Bagaimana alur Penatausahaan Kegiatan di Desa Ngloram untuk Dana Desa
Tahun 2017 dan berikan contoh?

7. Bagaimana RKP Desa?

8. Bagaimana proses pembuatan NPWP?

9. Apasaja jenis pajak yang muncul pada Dana Desa tahun 20177

10. Siapa yang melaksanakan perhitungan pajak Dana Desa 2017?

11. Kapan perhitungan pajak Dana Desa 2017 dilaksanakan?

12. Bagaimana contoh perhitungan dari setiap jenis pajak yang sering muncul atas

Dana Desa 20177

13. Apa kendala perhitungan pajak yang terdapat di Aplikasi Siskeudes?

14.Bagaimana cara potput pajak yang dilakukan oleh bendahara desa?

15.Dana Desa Tahun 2017 menggunakan SSP atau E-billing?

16. Apakah perbedaan saat menggunakan SSP dan E-billing?

17.Dimana tempat pembayaran pajak Desa Ngloram?

18.Bagaimana pelaporan SPT atas Dana Desa tahun 2017 di Desa Ngloram?

19. Bagaimana pencatatan Buku Pembantu Pajak atas Dana Desa 2017?

20. Bagaimana mekanisme tutup Buku Pembantu Pajak atas Dana Desa 20177

21. Berapa jumlah perangkat desa di Desa Ngloram pada tahun 20177?
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PEDOMAN WAWANCARA DINAS PMD KABUPATEN BLORA
. Apa yang dimaksud dengan Dana Desa?

. Apa yang dimaksud dengan Pelaksanaan pada tahap Pengelolaan Keuangan
Desa?

. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam pencairan Dana Desa Tahun 2017
untuk tahap | dan I1?

. Bagaimana alur pencairan Dana Desa Tahun 2017, baik tahap I dan tahap 11?
(langkah dari Pelaksana kegiatans sampai dana diterima Bendahara Desa)

. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam Pelaksanaan Kegiatan atau Belanja
Desa yang digunakan seluruh desa di Kabupaten Blora untuk Dana Desa Tahun
20177

. Bagaimana alur Pelaksanaan Kegiatan atau Belanja Desa yang digunakan
seluruh desa di Kabupaten Blora untuk Dana Desa Tahun 2017?

. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam Penatausahaan Kegiatan atau
Belanja Desa yang digunakan seluruh desa di Kabupaten Blora untuk Dana
Desa Tahun 20177

. Bagaimana alur Penatausahaan Kegiatan atau Belanja Desa yang digunakan
seluruh desa di Kabupaten Blora untuk Dana Desa Tahun 20177

. Bagaimana upaya dalam miningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan dalam
Dana Desa Tahun 20177
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PEDOMAN WAWANCARA INSPEKTORAT KABUPATEN
BLORA

. Kapan pengawasan perpajakan atas Dana Desa 2017 dilaksanakan oleh
inspektorat?

. Mengapa pengawasan perpajakan untuk Dana Desa 2017 perlu dilakukan?

. Dimana saja pengawasan perpajakan atas Dana Desa 2017dilakukan oleh
inspektorat?

. Mengapa pengawasan perpajakan Dana Desa 2017 dilakukan di Kecamatan
Cepu?

. Bagaimana laporan pertanggungjawaban Dana Desa 2017 di Kecamatan Cepu,
Khususnya perpajakan?

. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan dan panatausahaan Dana Desa
2017 di Kecamatan Cepu?
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PEDOMAN WAWANCARA SEKSI PEMBANGUNAN KECAMATAN
CEPU KABUPATEN BLORA

. Sampai tahun 2018 untuk desa yang sudah menyelesaikan LPPD, LRA, dan

SPJ untuk semua dana transfer mana saja?

Adanya fenomena pengembalian spj pada tahun 2017 yang terkait pajak,
bagaimana upaya yang dilakukan?

Bagaimana keadaan permasalahan spj Dana Desa tahun 20177

Bagaimana keadaan APBDes dan SPJ tahun 20187

Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan Cepu?

Bagaimana kebijakan bagi desa yang belum/terlambat membayarkan pajak?
Kapan kebijakan tersebut berlaku?

Bagaimana sifat kebijakan tersebut atau sebagai kesepakatan bersama?
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Lampiran 5. Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA DESA SUMBERPITU

Tempat : Kantor Balai Desa Sumberpitu

Tanggal : 27 Mei 2019

Pukul :11.16 WIB

Keterangan :

N1: Mudji (Bendahara dan Kepala Kesejahteraan Desa Sumberpitu)

N2: Ahmad Zainal Muarif (Operator Desa Sumberpitu)

P

: Pewawancara

WAWANCARA

P : Dokumen apa saja yang diperlukan dalam pencairan Dana Desa Sumberpitu

N1 :

P :

Tahun 2017 untuk tahap I dan I1?

Pencairan menggunakan permohonan, fotokopi rekening desa, kuitansi
bermaterai tujuh lembar, RPD, RAB, pakta integritas, peta, foto nol persen
keadaan wilayah. Untuk tahap Il ada realisasi penggunaan dana desa tahap I,
sebagai pelaporan semesteran. Kita menggunakan itu semua, tetapi untuk
RAB tidak dapat kita tunjukkan sebab dokumen internal.

Bagaimana alur pencairan Dana Desa Sumberpitu Tahun 2017, baik tahap |
dan tahap Il dan berikan contoh?

N1 : TPK survey lokasi dan membuat RAB kasar terlebih dahulu yang dilengkapi

harga standart bahan yang dibutuhkan. Kalau disinikan tenaga untuk
membuat RAB kan tidak ada. Jadi kita juga meminta bantuan PDTI untuk
membuat RAB. Ketika RAB sudah jadi, kita satukan dengan permohonan.
Untuk RAB kasar dan rincian detail hanya TPK yang mengetahui dan kita
tidak pernah dikasih, sebab itu hak TPK. TPK mengumpulkan berkas
tersebut ke bagian perencana, bagian perencanaan Yyang akan
mengumpulkan di kecamatan. Ketika uang sudah ditransfer ke rekening
desa, kepala desa dan bendahara desa mengambil uang tersebut di bank.
Tetapi karena disini kekurangan SDM maka, TPK menghubungi kepala
desa untuk menginformasikan kegiatan yang siap dilaksanakan dan
kebutuhan kegiatan. Jika kebutuhan atau material diatas 100juta maka Kita
harus membuat surat pesanan terlebih dahulu.

P : Dokumen apa saja yang diperlukan dalam Pelaksanaan Kegiatan di Desa

N1:

Sumberpitu untuk Dana Desa Tahun 20177
Surat pengantar, surat pernyataan tanggungjawab belanja, SPP, bukti

pencairan SPP, serta kuitansi pengeluaran itu jadi satu dari siskeudes.
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Bagaimana alur Pelaksanaan Kegiatan di Desa Sumberpitu untuk Dana Desa
Tahun 2017 dan berikan contoh?
Untuk mengambil dana yang sudah berada di RKD kita meminta pengantar
dahulu dari kecamatan. Dokumen untuk mengambil dana terdiri dari KTP
bendahara, buku rekenig, serta pengantar dari kecamatan. Untuk pengambilan
kita sesuaikan dengan keadaan, kalau waktu memungkinkan maka dibagi
menjadi termin. Tetapi kalo tidak kita akan ambil glondongan/semua dan
menyisihkan 10% dari anggaran untuk pajak di RKD. Setelah itu baru saya
merinci dari RAB tersebut. Sebab kadang di tahun 2017 RAB terlambat. Jadi
dana sudah cair tetapi RAB-nya belum siap yang menyebabkan kita belum
dapat merinci pajak. Hal yang menjadi kendala dalam pembuatan RAB itu
dari SDM-nya.
Pencairan glondongan itu maksudnya contoh kita pada tahap 2 mempunyai
dana 150jt. Seluruh dana 150jt itu kita ambil semua. Entah nanti pelaksanaan
kegiatannya bertahap atau bersamaan, tetapi kita langsung ambil semua. Itu
terdiri dari beberapa kegaiatan yang kita ambil semua dananya. RAB
biasanya baru dibuat ketika ada informasi pencairan dana dari PMD ataupun
kecamatan. Karena kita juga tidak tahu pada tahap tersebut kan dicairkan
berapa persen. RAB sifatnya per kegiatan. Saat dana turun dan dana sudah
ada di bendahara. Kita melaksanakan musyawarah terlebih dahulu terdiri dari
kepala desa, PPHP, TPK, RW setempat yang akan dibangun, bagian
perencana, serta bendahara. Dalam musyawarah tersebut TPK akan
menginformasikan kebutuhan dana di awal kegiatan kepada bendahara. Saat
pelaksanaan kegiatan TPK tinggal menginformasikan kepada bendahara bila
ada kebutuhan dana. Kegiatan pembangunan fisik yang selalu ada itu
kebutuhan untuk HOK. PPHP mulai mencatat dan melakukan kontrol
kesesuain standar barang ketika barang sampai di kita. Dokumen permohonan
di buat TPK dibantu juga oleh PPHP yang sudah sejak awal membantu untuk
mensuvei harga. Karena memang secara SDM kekurangan maka Kita
berdayakan semua yang ada disini. Sebenarnya tugasnya juga untuk
pencatatan, tetapi karena disini kurang orang maka kita gunakan semuanya.
Disini perangkatnya kurang jadi untuk memenuhi struktur pada pengelolaan
keuangan desa agak susah. Tetapi itukan hanya struktur dan alur, yang
penting pekerjaan kita selesai, sesuai dengan yang diajurkan, serta tidak
menyalahi RAB. Sejak 2015 kita sudah memusdeskan untuk TPK, PPHP dll
dapat diisi oleh masyarakat.
Dokumen apa saja yang diperlukan dalam Penatausahaan Kegiatan di Desa
Sumberpitu untuk Dana Desa Tahun 20177

Dokumennya buku kas umum, buku kas pembantu pajak, serta buku bank.
Semua itu ada di aplikasi Siskeudes.
Bagaimana alur Penatausahaan Kegiatan di Desa Ngloram untuk Dana Desa
Tahun 2017 dan berikan contoh?

Untuk penatausahaan bendahara memiliki BKU manual yang nanti

diskronkan dengan operator desa. Pencatatan sudah dimulai ketika kegiatan
berlangsung. Untuk nota, e-billing, serta bukti setor pajak itu saat
pembuatan SPJ. Kalau nota setelah belanja langsung dikumpulkan di
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bendahara. Rekap di aplikasi diprint dan disingkronkan dengan pencatatan
bendahara setiap semester. Biasanya aka ada selisih, itu yang lama sehingga
harus merinci dari awal lagi. Bila kita menginput untuk SPP di aplikasi
maka akan terbentuk juga penatausahaan. Untuk pembuatan SPJ kendala
biasanya ada pada silpa atau kalau tidak harga dari toko terlalu mahal, jadi
Kita buat pas dan sisanya ditambahi dari internal desa. Untuk pembukuan
lebih ke definitif, karena untuk panjar Kkita sudah tau secara manual tetapi di
aplikasi belum pernah diajari oleh BPKP. Secara manual panjar sudah
dilaksanakan sejak tahun 2013, tetapi ketika penggunaaan aplikasi pada
2016 belum pernah ada pengejaran mengenai panjar sampai saat ini. SPP
definitif lebih memudahkan dalam pengurusan pajaknya. Untuk
pemotongan/pemungutan dengan toko pada tahun 2017, stadart dari
kabupaten itu sangat minim sedangkan standart toko tinggi yang alasannya
dikarenakan pajak.

P : Sejak kapan bendahara desa memiliki NPWP?

N1: Sejak tahun 2013. Pendaftaran dilakukan sendiri oleh bendahara desa ke KPP
Pratama Blora. Berkas yang dibutuhkan saat pendaftaran yaitu SK dari kepala
desa, SK perangkat desa, Surat pengantar dari kepala desa, serta KTP.

P : Jenis pajak apa saja yang muncul di Dana Desa 2017?

N1: Terdapat 4 jenis pajak yaitu PPh 21, PPN, PPh 22, serta PPh 23.

P : Kapan perhitungan pajak Dana Desa 2017 dilakukan?

N1: Perhitungan dilakukan ketika pembuatan SPJ. Jadi ketika melakukan
pencairan seharusnya kita melakukan perhitungan pajak untuk mencetak
kuitansi di aplikasi Siskeudes, akan tetapi karena Kita pencairan secara
glondongan (uang dari 1 tahap diambil semua dari bank) kita baru dapat
melakukan perhitungan ketika pembuatan SPJ.

P : Siapa yang melaksanakan perhitungan pajak DD 2017?

N1: Untuk perhitungan bendahara desa dibantu oleh operator desa. Untuk
bendahara desa disini lebih ke sirkulasi uang.

P : Apakah terdapat sosialisasi atau panduan mengenai perajakan untuk Dana

Desa?

N2: Ada petunjuk teknis dari kabupaten, terutama dari BPKP. Kita diberi
pembekalan berupa buku modul dan simple point. Untuk sosialisasi dari KPP
Pratama Blora sejak Dana Desa awal bergulir belum ada. Sosialisasi dan
pelatihan dari BPKP. Untuk modul sendiri berisikan mengenai operasional
untuk Siskeudes, teknis dan kendala, perhitungan dan pengenaan pajak,
langkah-langkah untuk pembuatan SPJ. Sosialisasi secara langsung tentang
pembuatan SPJ belum pernah ada, tetapi setiap tahun ada pelatihan untuk
Siskeudes.

P : Atas jenis pajak yang sering muncul pada DD 2017, bagaimana cara
perhitungan yang dilakukan oleh bendahara desa? berikan contoh setiap
jenisnya,

N2 : Langkah perhitungan pajak di Siskeudes. Contoh akan melakukan pencairan

untuk pertama Kita harus mengisi surat permintaan pembayaran (SPP). SPP
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yang akan dibuat yaitu SPP definitif. SPP definitif terdiri dari 3 macam
yaitu SPP 1 (berisi pengantar), SPP 2 (berisi rincian), SPTB (berisi
pertanggungjawaban). Pembuatan SPP definitif disertai dengan pembuatan
kuitansi. Untuk pajak dalam kuitansi dihitungan dengan kalkulator pajak
yang mana pengoperasiannya, user hanya perlu memilih jenis pajak. Untuk
itu operator juga harus memahami jenis dan pengenaan pajak. Selesai
perhitungan pajak, maka jumlah pajak yang harus dibayar langsung terinput
dalam kuitansi. Kemudian operator membuat e-billing untuk pembayaran
pajak.

PPh 21-Untuk sistemnya disini, dana yang digunakan untuk membayar

pajak ditinggal terlebih dahulu di bank, kemudian setelah kegiatan

terlaksana baru pajak tersebut diambil dari bank untuk dibayarkan. Di Desa

Sumberpitu semua menggunakan tarif 6% karena semuanya non-pns,

meskipun ada yang memiliki NPWP. Beberapa pihak penerima gaji juga

enggan membuat NPWP dan lebih memilih untuk dikenakan tarif 6% atas

alasan kemudahan pengurusan gaji. Contoh perhitungan manual PPh 21

untuk penghasilan yang di rapel sebesar Rp 16.540.000,-.

PPh 21= Rp 16.540.000,- x 6% = Rp 992.400,-

PPN dan PPh 22-Dikenakan atas pembelian material. Tetapi untuk

pembelian pasir di Desa Sumberpitu hanya dikenakan PPh 22 saja, sebab

pasir tergolong Galian C yang pengambilannya langsung dari alam. Contoh
perthitungan manual PPN dan PPh 22 atas pembuatan jaringan internet baru
sebesar Rp 8.500.000,- (harga belum PPN).

PPN= Rp 8.500.000,- x 10% = Rp 850.000,-

PPh 22= Rp 8.500.000,- x 1,5% = Rp 127.500,-

PPh 23-Dikenakan atas makan dan minum. Contoh perhitungan manual PPh

23 untuk konsumsi rapat sebesar Rp 1.200.000,-.

PPh 23=Rp 1.200.000,- x 2% = Rp 24.000,-

: Apakah terdapat kendala dalam perhitungan setiap jenis pajak yang muncul
di tahun 2017?

Kendalanya karena dari kita pengambilan dananya secara keseluruhan
membuat pada akhir kegiatan kita harus memilah satu persatu mana saja yang
harus dikenakan pajak. Jadi kita pencairan dana terlebih dahulu, baru selesai
kegiatan di rinci, baru pembayaran pajak, sehingga menyebabkan
keterlambatan pembayaran pajak. Untuk 2017 kita belanja dulu, berapa
pegeluarannya, baru kita hitung berapa pajaknya. Dalam 1 tahap pencairan
terdapat banyak kegiatan, kalau pada tahun 2017 terdapat 10 kegiatan,
merinci pajak dari kegiatan itu yang membuat kita terlambat dalam
pembayaran pajak. Adanya peraturan baru pada tahun 2018, membuat sistem
berganti yaitu menjadi pencairan dilakukan perkebutuhan dan pajaknya sudah
dihitung sebelum pencairan. Terdapat kebijakan internal Desa Sumberpitu
untuk pajak yang akan dibayarkan ditinggal terlebih dahulu di rekening desa.

. Kapan potput pajak Dana Desa 2017 dilakukan atas setiap jenis pajak yang

muncul di DD 2017?
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Untuk 2017 karena menunggu perincian perhitungan pajak, maka
potong/pungut baru dapat dilakukan bersamaan pembuatan SPJ. Sehingga
secara sah dapat dikatakan dipotong/dipungut ketika SPJ yang bersangkutan
selesai. Untuk kegiatan pada tahun 2017 berupa pembangunan fisik dan
pemberdayaan. Untuk pembangunan fisik dilakukan paling lama 3 bulan,
perberdayaa 1 bulan. Pada pertengahan proses pelaksanaan tersebut SPJ dan
administratif baru dapat dibuat. Untuk mengawasi pencatatan dana dan pajak
saat kegiatan ada tim Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang
berkoordinasi dengan bendahara desa.

: Apakah terdapat pengecualian pengenaan pajak atas gaji pada 2017?

Di Desa Sumberpitu ada kebijakan berkaitan dengan peningkatan
kesejahteraan yaitu penghasilan RT dan RW pajaknya ditanggung dari dana
yang diambil dari iuran perangkat desa lainnya.

: Kapan pembayaran pajak dilakukan atas setiap jenis pajak yang muncul di

Dana Desa 20177

N1:

N2:

Pembayaran dilakukan tergantung kapan kegiatan selesai. Contoh tedapat 2
kegiatan yang selesai, maka kedua kegiatan tersebut pajaknya dibayarkan.
Untuk perpajakan dalam tahun anggaran harus terbayarkan, jadi tidak ada
rentang jumlah hari maksimum dalam pembayaran pajak. Ketika kegiatan dan
SPJ selesai, maka pajak juga harus terbayarkan atau selesai.

- Untuk pembayaran menggunakan e-billing atau SSP pada 2017? Alasan,
: Menggunakan e-billing untuk mengikuti perubahan sistem. Kendalanya

dalam pengarsipan kalau hilang tidak ada copyannya sehingga harus cetak
lebih dari satu, sedang bukti setor dari kantor pos hanya tertera nominal.
Untuk pembayaran dilakukan di Kantor Pos. Menurut kami kalau SSP lebih
mudah dalam pengarsipannya, karena terdiri dari beberapa rangkap.

: Apakah terdapat sosialisasi untuk melakukan pelaporan pajak ke KPP
Pratama terdekat?

Pada saat pelatihan tahun 2018 ada sosialisasi, bahwa bendahara desa juga
harus melakukan pelaporan setiap tahun mengenai pajak ke kantor pajak.
Akan tetapi sampai saat ini belum ada yang melaksanakan. Sampai saat ini
Kita pelaporan pajak ke Inpsektorat untuk kebutuhan pemeriksaan. Untuk
pelaporan ke Inspektorat dilaksanakan saat pergantian tahun APBDes atau
paling tidak bulan Januari tahun berikutnya rincian pajak sudah harus siap,
contoh untuk Dana Desa tahun 2017 makan diperiksanya tahun 2018.

: Bagaimana mekanisme pencatatan dalam buku pembantu pajak?
. Untuk pencatatan dilaksanakan sesuai Permendagri 113 tahun 2014. Untuk

tutup buku dilakukan per tahap pencairan. Sistem tutup buku tersebut
dilakukan karena adanya keterlambatan dalam pencairan dana. sehingga tidak
dapat sesuai alur yang ada di aturan setiap tanggal 10. Untuk mekanismenya
uang turun bendahara desa yang memegang, untuk pembelanjaan bendahara
desa akan mencatat sementara di Buku Kas Umum secara manual, baru
kemudian pencatatan di input ke Siskeudes yang dilaksanakan oleh operator
desa.
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TRANSKRIP WAWANCARA DESA NGLORAM

Tempat : Kantor Balai Desa Ngloram

Tanggal : 24 Mei 2019

Pukul :09.30 WIB

Keterangan:

N1

P

: Fatchur Rohman (Bendahara dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum)
: Pewawancara

WAWANCARA

P : Dokumen apa saja yang diperlukan dalam pencairan Dana Desa Ngloram

N1:

P:

N1

Tahun 2017 untuk tahap I dan 11?

Ini contoh pengajuan DD tahap 2 tahun 2017, cq nya pak camat. Jadi yang
dilengkapi lembar permohonan, rekening desa, kuitansi, RPD, kalau tahap 2
ada SPJ tahap 1, pakta integritas, peta desa, foto nol persen daerah yang mau
dibangun. Ini kan pembangunan fisik, selain itu ada juga kegaiatan lainnya
seperti posyandu dan kegiatan. RAB ini dulu yang buat dari PU. RAB dibuat
diawal semua, jadi ketika pengajuan sudah harus ada RAB-nya. Sebetulnya
untuk idealnya, RAB dibuat sebelum perencanaan karena di APBD harus
terinci. Tetapi RAB butuh waktu lama untuk pembuatannya. Sehingga APBD
sudah diresmikan dengan anggaran secara global. Untuk foto per-tahap
pelaksanaan kegaiatan. Dalam satu berkas pengajuan terdapat beberapa
kegiatan menyesuaikan dana yang turun pada tahap tersebut. Pengajuan ada
rangkap 6 dan kuitansi yang ditanda tangani bendahara dan kepala desa.
Bagaimana alur pencairan Dana Desa Ngloram Tahun 2017, baik tahap | dan
tahap 11 dan berikan contoh?

: Awalnya pengajuan dulu karena kita dana dari APBN. Kalo disini pengajuan
ke bupati tetapi lewat PMD. Dokumen untuk pengajuan itu dibuat oleh
PTPKD. RAB yang buat dari pendamping teknik atau PU. Sebenarnya itu
tugas kaur perencanaan, tetapi karena kamampuannya belum bisa jadi
diserahkan kepada pendamping teknik. Saat pengukuran tetap didampingi dari
perangkat desa. Nanti Dana turun biasanya di BPD, tetapi Siskeudes hanya
mengenal satu rekening yaitu BKK. Sehingga terdapat pemindah bukuan dari
BPD ke BKK. Untuk semua berkas dokumentasi yang membuat PTPKD.
Untuk pelaksana kegiatan nanti setelah kegiatan dimulai dilapangan. Jadi
semua itu satu rangkaian ada kepala desa sebagai pengguna anggaran, sekdes
sebagai petugas verifikasi, bendahara, pelaksana lapangan atau TPK, serta
PPHP. Pihak yang mengisi bisa dari perangkat, tokoh masyarakat, kepemudaan
yang ditunjuk kepala desa dalam musyawarah internal.
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P: Dokumen apa saja yang diperlukan dalam Pelaksanaan Kegiatan di Desa
Ngloram untuk Dana Desa Tahun 20177

N1: Untuk pengambilan uang dari bank menggunakan SPP. SPP terdiri dari SPP,
pernyataan tanggungjawab belanja, bukti pengeluaran, kuitansi pengeluaran.

P: Bagaimana alur Pelaksanaan Kegiatan di Desa Ngloram untuk Dana Desa
Tahun 2017 dan berikan contoh?

N1: Tim pelaksana nanti order atau pesan barang. Nanti pelaksana menyampaikan
ke bendahara terkait pembayaran. Kalau kita jarang memakai SPP panjar,
karena dana telah tersedia dan dapat melakukan pembayaran atas belanja.
Secara teknis bisa melakukan belanja dengan sistem panjar, tetapi di
pembukuan kita tidak memakai itu karena terlalu rumit. Lebih mudah
menggunakan sistem barang ada, uang ada, dan lalu dibayarkan. Terpenting
barang yang digunakan memiliki kualitas dan standart yang sesuai. Tugas
PPHP saat pekerjaan berlangsung dan setelah selesai pekerjaan untuk
mengontrol dan menegur TPK apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan
kegiatan. PPHP bisa terdiri dari tokoh masyarakat dan perangkat desa.
Monitoring dilakukan selama pelaksanaan kegiatan, agar terakhir tidak ada
banyak temuan.ldealnya bendahara tidak boleh memegang uang diatas 5jt. Kita
ambil vang dari bank sesuai kebutuhan. Kalau sekarang boleh ambil semua,
kalau dulu tidak boleh. Hanya boleh sesuai kebutuhan belanja per hari. Kalau
saya biasa membayar ketika material telah sampai di kita, baru dibayar.
Sehingga uang bisa diambil dan habis pada satu hari itu untuk pembiayaan.
Termasuk tenaga kerja yang kita bayar ketika pekerjaan telah berjalan satu
minggu. Sehingga tidak ada uang yang tersisa di bendahara secara cash.
Setelah mengambil uang dari bank, lalu kita belanjakan sesuai kebutuhan.
Untuk upah tenaga kerja kan berlangsung lama. Jadi Kita siasati untuk
pekerjaan dikerjakan sebelum adanya pencairan. Sehingga saat dana turun dan
uang diambil dari bank langsung digunakan untuk belanja maksimal 1 hari.

P: Dokumen apa saja yang diperlukan dalam Penatausahaan Kegiatan di Desa
Ngloram untuk Dana Desa Tahun 2017?

N1: Pencatatan dilakukan di aplikasi siskeudes yaitu buku kas umum, buku kas
pembantu pajak, serta buku bank.

P: Bagaimana alur Penatausahaan Kegiatan di Desa Ngloram untuk Dana Desa
Tahun 2017 dan berikan contoh?

N1: Kalau di siskeudes langsung terinput. Untuk pengajuan menggunakan SPP.
SPP terdiri dari SPP, pernyataan tanggungjawab belanja, bukti pengeluaran,
kuitansi pengeluaran. Kita print keempat berkas tersebut disertai e-billing,
jadi bisa langsung membayar pajak ketika mengambil uang di bank. Input
buku pembantu pajak setelah pajak terbayarkan. Setelah membayar baru
diinput ke siskeudes pada penyetoran pajak. Saat menginput SPP, untuk
pajaknya kita harus memilih menggunakan tarif berapa.

P : Bagaimana RKP Desa?

N1: RKP terdapat APBDes, kita tidak bisa memberikan.

P : Bagaimana proses pembuatan NPWP?

N1: Untuk semua bendahara desa kan diwajibkan memiliki NPWP. Saat itu Desa
Ngloram membuat sendiri di KPP Pratama Blora. Kalo NPWP Desa Ngloram
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sudah lama, akan tetapi ketika saya menjadi bendahara desa mulai tahun 2015
bertepatan dengan adanya Dana Desa, saya tidak tahu jika desa telah
memiliki NPWP. Kemudian saya cek ke KPP Pratama Blora, ternyata sudah
terdaftar. Kemudian saya tinggal cetak ulang kartu NPWP dengan membawa
berkas berupa KTP, surat pengantar Kepala Desa Ngloram, serta surat
keterangan bendahara. 1 hari cukup. Kalau dulu mengurus NPWP harus ke
KPP Pratama Blora, sekarang di Kantor Pos Cepu bisa setiap hari Selasa.

P : Apasaja jenis pajak yang muncul pada Dana Desa tahun 2017?

N1:

P

P :
N1:

PPN dan PPh 22 paling banyak muncul, lalu yang lainnya PPh 21 dan PPh
23. Untuk PPN tarifnya 10 % untuk belanja material, PPh 22 tarifnya 1,5%
biasanya untuk belanja material juga, PPh 21 untuk honor PPKD, honor TPK,
honor narasumber, honor petugas kebersihan, honor TK/Paud, serta honor
Posyandu RT/RW dll yang termasuk honor. PPh 23 untuk belanja makan dan
minum.

: Siapa yang melaksanakan perhitungan pajak Dana Desa 20177
N1:

Kita (desa) melalui aplikasi yang setiap potongan pajaknya langsung keluar
ketika membuat SSP dan kuitansi. Contoh pembelian material di ‘Toko A’
sebesar 10jt, ketika diinput akan langsung keluar potongan untuk PPN dan
PPh 22. Mulai pakai Siskeudes 2017 bersifat offline. Perbedaan dengan yang
online, pihak BPKP bisa memantau sirkulasi keuangan desa. Setiap pajak
yang diinputkan itu saya (bendahara) yang melakukan. Kita yang memilah
juga mana objek yang dikenakan pajak, seperti yang tidak dikenakan itu HOK
atau kuli bangunan, untuk honorkan dianggarkan 30% dari RAB. Untuk
contoh membangun talud sebesar 100jt, maka yan 30jt itu untuk honor
pekerja. Itu tidak dipotong pajak karena kebijakannya seperti itu, karena kecil
honornya dan Dana Desa tujuannya padat karya yaitu mengurangi
pengangguran di desa. honor yang kecil tersebut kalo dipotong pajak 6% kan
kasian. Rata-rata semua tarifnya 6%. Kalo PNS bisa 5% atau yang memiliki
NPWP. Tetapi biasanya kita pukul rata untuk pengenaan tarif yaitu 6%.
Sebab Inspektorat meminta seperti itu, sudah saya potong 5% tetapi mintanya
6%, kalo seperti itukan harus nambahinkan. Daripada terjadi seperti itu, lebih
baik dikenakan 6% semua. Kecuali untuk HOK tidak dipotong pajak. Kalo
untuk tenaga kerja padat karya, itu aturannya pekerja berasal dari lokal desa
setempat, masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) atau miskin,
pengangguran, tidak memiliki pekerjaan tetap. Tetapi untuk skill bisa diambil
dari luar desa. contoh akan membuat bangunan jembatan yang terdapat
tenaga ahlinya, nah itu bisa diambil dari luar desa. Untuk besaran honor,
ditentukan dari koofisien atau umumnya honor. Di Blora untuk tukang
80rb/per hari, sedangkan untuk pekerja 70rb/per hari. Kalo untuk pembayaran
HOK itu per-minggu dengan jam Kkerja senin-sabtu, minggu libur. Tetapi itu
sifatnya situasional, jika terdapat pekerjaan yang harus selesai cepat, hari
minggu juga bisa dimasukkan dalam hari kerja.

Kapan perhitungan pajak Dana Desa 2017 dilaksanakan?

Pajakkan dipotong saat belanja. Sebelum pecairan dana, saya hitung terlebih
dahulu, sebab dalam pembuatan SPP harus membuat e-billing untuk
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membayar pajak dihari itu juga. Contoh saat akan mencairkan dana, saya
hitung dulu pajaknya, contoh diperoleh pajaknya 5jt, maka langsung pajak 5jt
dipotong dan disetorkan hari itu juga. Karena kalau PPh kan terhutang dari
wajib pajak, bukan dari desa. Contoh saya harus membayarkan PPh 6%
sebesar 100rb, seharusnya saya sendiri yang membayar, tetapi ini seperti saya
setor ke desa, nanti bendahara desa yang membayarkan dengan e-billing.
Langsung membayar pajak ketika pencairan dana itu juga berlaku untuk
semua jenis pajak, kalau di Desa Ngloram sistemya seperti itu. Sebab dari
RAB sudah dibuat, jadi kita samakan dengan yang ada di RAB saja.

P : Bagaimana contoh perhitungan dari setiap jenis pajak yang sering muncul atas

N1:

P :

Dana Desa 20177
PPN dan PPh 22 tidak selalu menjadi satu. Untuk pembalian pasir kalau di
Desa Ngloram hanya terkena PPh 22 saja. Contohnya perhitungan manual
untuk PPN dan PPh 22 pembelian semen sebesar Rp 16.500.000,00 (sudah
termasuk PPN).
PPN = 16.500.000 x 100/110 = Rp 1.500.000,00
Dasar pengenaan PPh 22 = Rp 16.500.000,00 — Rp 1.500.000,00

= Rp 15.000.000,00
PPh 22 = Rp 15.000.000,00 x 1,5% = Rp 225.000,00
PPh 21 menggunakan tarif 6% untuk umum/tidak memiliki NPWP dan 5%
untuk yang memiliki NPWP. Kebanyakan punya NPWP, tetapi potongan
tetap 6% untuk menghindari kesalahan perhitungan dan saat pemeriksaan dari
Inspektorat. Pajak 6% itu dihitung perbulan, kalau disini baik itu perbulan
atau dirapel tetap dibayar 6%, biar aman. Apabila terdapat kekurang
membayar pajak, maka desa akan melunasi. Untuk kelebihan pembayaran
pajak, akan dialihkan untuk pembayaran pajak atas pajak objek yang sama
tahap berikutnya. Kalau selisih perhitungan antara penggunaan tarif 6% dan
5% hampir tiap tahun ada. Kalau kita sudah tau penggunaan tarifnya, tetapi
terkadang terdapat objek pajak yang menurut kita tidak terkena pajak, akan
tetapi menurut Inspektorat kena pajak.
Contoh perhitungan manual PPh 21 untuk penghasilan honor TPK untuk 1
orang.
PPh 21 = Rp 1.250.000,00 x 6% = Rp 75.000,00
PPh 23 dikenakan atas konsumsi atau makan dan minum. Untuk tarif ada
yang 2%, 3% dan 4 %. Untuk konsumsi disini diatas Rp 1.000.000,00
menggunakan 2%. Contoh perhitungan manual PPh 23 untuk makan dan
minum untuk rapat kegiatan sebesar Rp 1.000.000,00.
PPh 23 = Rp 1.000.000,00 x 2% = Rp 20.000,-
Dulu ada modul matrik pajak sebagai panduan, dikasih tahun 2015 akhir, kita

yang paham iya yang biasa dipakai sehari-hari saja. Matrik pajak itu berasal
dari PMD Kabupaten dan ada sosialisasi juga. Untuk sosialisasi itu dari PMD
Kabupaten dan KPP Pratama Blora.

Apa kendala perhitungan pajak yang terdapat di Aplikasi Siskeudes?
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N1: Untuk aplikasi versi terbaru kendala ada dikoneksi, server pusat yang

P :

mantening, penghapusan kesalahan input tidak sempurna sehingga terjadi
tumpang tindih data yang berpengaruh pada saldo akhir. Sedang kalau
aplikasi saat 2017 hampir tidak terdapat kendala. Untuk menghindari kita
membuat pencatatan manual dan dari aplikasi tersebut.

Bagaimana cara potput pajak yang dilakukan oleh bendahara desa?

N1: Untuk PPh 21, misalkan honor terdapat tanda terima gaji. Misal gaji 1,250 jt,

P :
N1:

terdapat 50rb pajak, maka yang akan diterima hanya 1,2jt sedangkan yang
50rb nya sudah saya potong dan otomatis ter-input di Siskeudes. Untuk input
disistem langsung keseluruhan untuk seluruh perangkat desa dikalikan 6%
sebab masih satu jenis pajak saja yaitu PPh 21. Misalnya keseluruhan honor
untuk PPHP sebesar 70jt, jadi nanti 70jt dikalikan tarif 6% tersebut. Itu
perhitungnnya sama saja ketika harus dikalikan 6% secara perorangan. Tetapi
untuk penyerahan gaji ke masing-masing pihak dibuatkan masing-maisng
tanda terima gaji.

Untuk PPh 22 saat pembayaran atau saat penarikan uang di bank juga bisa.
Ketika membuat SPP sudah tertera nominal jumlah pajak yang harus di bayar
dan dikurangkan dengan pajak yang di potput. Misalkan kita membeli semen,
senilai 68.250.000, di kwitansi pengeluaran terdapat jumlah pajak yang harus
dibayar. Terdapat juga belanja yang transaksinya tidak dikenakan pajak, pasir
dan batu kalau saat 2017 tidak dikenakan pajak. Saat itu ketentuannya
menurut saya simpang siur, dalam penjelasan pasir dan batu dikategorikan
Galian C yang penjualnya pengambil dari alam langsung, tanpa melalui toko.
Di Desa Ngloram sendiri pasir mengambil dari Bengawan Solo. Kalau saat
itu, pemeriksaan tidak jadi temuan dari Inspektorat juga. Kalaupun ini nanti
suatu saat menjadi temuan, iya tinggal nanti kita bayarkan begitu saja.

Untuk PPh 23 di potput ketika saat belanja. Biasanyakan kita sudah ada
rincian yang akan dibelanjakan dan e-billing, ketika akan mengambil uang di
bank atau pencairan maka langsung kita potput saat itu juga. Untuk pihak
pedagangnya juga tidak terdapat kendala, mereka hanya terima bersih saja.
Dana Desa Tahun 2017 menggunakan SSP atau E-billing?

untuk tahun 2017 sampai 2018 sudah menggunakan e-billing

P : Apakah perbedaan saat menggunakan SSP dan E-billing?

N1:

Untuk E-billing kendala di koneksi dan error dari aplikasi saat jam-jam sibuk.
Kalau untuk SSP digunakan saat 2015 dan 2016 kendala terdapat di
kesalahan dalam penulisan nominal, kalau di e-billingkan otomatis.
Pergantian dari SSP ke e-billing tersebut kita menyesuaikan sistem yang ada.

: Dimana tempat pembayaran pajak Desa Ngloram?
: Kalau kita biasanya di Kantor Pos, karena jarak yang lebih dekat dan e-

billingnya dikembalikan. Kalau pembayarannya di bank nanti e-billingnya
ditarik, repotnya kita harus membuat e-billing rangkap dua. Setiap pencairan
kita langusng membayarkan pajak. Sehingga harus membawa berkas
pembayaran pajak berupa e-billing saja dan uang yang akan disetorkan untuk
pajak.

: Bagaimana pelaporan SPT atas Dana Desa tahun 2017 di Desa Ngloram?



N1:

P

P

P
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Untuk tahun 2017 pihak KPP biasanya akan menyurati desa terkait perbedaan
penyetoran pajak tahun berjalan dan tahun sebelumnya, contoh tahun 2016
sampai dengan bulan Mei sudah ada setoran masuk, tetapi pada tahun
berjalan yaitu tahun 2017 pada belum Mei belum ada setoran pajak masuk.
Mekanismenya nanti desa ke KPP untuk menjelaskan sebab belum adanya
setoran pajak masuk saat tahun berjalan. Penyebabnya biasanya dana belum
turun, kalau Dana Desa terkadang besok sudah Januari, hari ini akhir
Desember baru dananya turun, terdapat perbedaan besaran termin pencairan
berbedakan tahun 2016 60% 40%, sedangkan 2017 40% 60%. Untuk
pelaporan pada tahun selanjutnya atas pajak yang telah dipungut di tahun
sebelumnya tidak ada. Kalau kita pemeriksaan dan pengendalian atas pajak
lebih ke Inspektorat.

: Bagaimana pencatatan Buku Pembantu Pajak atas Dana Desa 20177?
N1:

Untuk pencatatan Dana Desa 2017 melalui aplikasi secara langsung, sebab
otomatis ketika membuat SPP maka di bagian pajak pada aplikasi akan
terinput juga. Pada bagian pemotongan akan langsung tercatat dan
terkelompokan di Buku Pembantu Pajak.

: Bagaimana mekanisme tutup Buku Pembantu Pajak atas Dana Desa 2017?
N1:

Di Desa Ngloram sendiri lebih ke tahunan atau sesuai kebutuhan. Tutup buku
dilaksanakan besama dan sepengetahuan dari kepala desa. Bentuk laporan
pertanggungjawaban bendahara sebatas pembicaraan secara lisan dan bersifat
tidak resmi mengenai kondisi keuangan desa saat Musdes. Untuk mengikuti
Perbup pasal 35 itu belum sampai seperti itu.

: Berapa jumlah perangkat desa di Desa Ngloram pada tahun 2017?
N1:

7 orang untuk perangkat desanya dan 1 orang kepala desa. Di Desa Ngloram
terdapat tiga jabatan yang kosong yaitu sekertaris desa dan dua kepala dusun.
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TRANSKRIP DOKUMEN DPMD KABUPATEN BLORA

Pemberi Jawaban:
Ronny Maylana

Staf Seksi Sarana dan Prasarana Desa Bidang Pengembangan Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

JAWABAN PERTANYAAN

1. Apa yang dimaksud dana desa ?
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer
mellaui Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, = pembangunan,  serta
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan pada tahap pengelolaan keuangan
desa ?
Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan
untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam
APBDesa. Kegiatan pokok dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
ini pada dasarnya bisa dibedakan menjadi menjadi dua, yaitu:
1) Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan
2) Pelaksanaan kegiatan di lapangan.
3. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam pencairan Dana Desa Tahun 2017
untuk tahap I dan Il ?
» Persyaratan pencairan tahap | :
a) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2017
b) Dokumen Anggaran Pendapatan ( APBDes ) Belanja Desa Tahun
2017
Surat Permohonan Pencairan dari kepala Desa yang dilampiri :
1) Nomor Rekening Kas Desa yang masih aktif
2) Kwitansi
3) Daftar Rencana Penggunaan Dana
4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa
5) Rencana Penggunaan Dana ( RPD ) tahap |
6) Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) dan gambar teknis kegiatan fisik
» Persyaratan pencairan tahap Il :
Surat Permohonan Pencairan dari kepala Desa yng dilampiri :
1) Nomor Rekening Kas Desa yang masih aktif
2) Kwitansi
3) Daftar Rencana Penggunaan Dana
4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa

5) Rencana Penggunaan Dana ( RPD ) tahap Il
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6) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian out Put Dana Desa tahap
I

4. Bagaimana alur pencairan dana desa tahun 2017, baik tahap | dan tahap 11 ?

5.

(langkah dari pelaksana kegiatan sampai dana diterima Bendahara Desa )
» Tahap |

1) Penyampaian pagu dana Desa Tahun 2017 kepada masing2 Desa

2) Pengajuan permohonan pencairan dari Kabupaten ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan negara ( KPPN )

3) KPPN menginformasikan Kepada BPPKAD adanya Transfer dari
dari Rekening Kas Umum Negara ( RKUN ) ke Rekening Kas
Umum Daerah ( RKUD )

4) Permohonan pencairan dana desa tahap | dari Desa dilampiri dengan
dokumen RKPDes dan APBDes serta persyaratan yang telah
ditentukan di Peraturan Bupati.

5) Transfer dari Rekening kas Umum Daerah ( RKUD ) ke Rekening
kas Desa ( RKD)

6) Pengambilan Dana di Rekening Kas Desa sesuai kebutuhan oleh
Bendahara Desa.

> Tahap Il

1) Pengajuan permohonan pencairan dari Kabupaten ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan negara ( KPPN )

2) KPPN menginformasikan Kepada BPPKAD adanya Transfer dari
dari Rekening Kas Umum Negara ( RKUN ) ke Rekening Kas
Umum Daerah ( RKUD )

3) Permohonan pencairan dana desa tahap Il dari Desa dilampiri
dengan persyaratan yang telah ditentukan di Peraturan Bupati.

4) Transfer dari Rekening kas Umum Daerah ( RKUD ) ke Rekening
kas Desa ( RKD )

5) Pengambilan Dana di Rekening Kas Desa sesuai kebutuhan oleh
Bendahara Desa.

Dokumen apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan atau belanja
desa yang digunakan seluruh desa di Kabupaten Blora Tahun 20177?

» Rencana Anggaran Biaya ( RAB)

» Dokumen APBDesa

» Dokumen RKPDesa

Bagaimana alur pelaksanaan kegiatan atau belanja desa yang digunakan
seluruh desa di Kabupaten Blora untuk Dana Desa Tahun 2017?

1) Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuali

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan

pembangunan kabupaten/kotaPerencanaan Pembangunan Desa meliputi

RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan

dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJM Desa) untuk jangka waktu 6(enam) tahunsedangkan Rencana

Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja

Pemerintah Desa(RKP Desa)untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP
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Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa.Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan
hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.
Proses Penganggaran (APB Desa).
Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB
Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah
ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses
penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang
ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi
kewenangan desa.

Pelaksanaan Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan

yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas

Pemerintah ~ baik  pemerintah  pusat ~ maupun  pemerintah

provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP

Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB Desa. Alur

Pelaksanaan Belanja Desa:

a. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen
antara lain Rencana Anggaran Biaya.

b. Rencana Anggaran Biaya) di verifikasi oleh Sekretaris
Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

c. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu
kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan di desa.

d. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada
Kepala Desa.

e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh
dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

f. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri
atas:

a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b) Pernyataan tanggungjawab belanja; dan

c) Lampiran bukti transaksi

d) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekretaris Desa
berkewajiban untuk: Meneliti kelengkapan permintaan
pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji
kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji
ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud, serta menolak
pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan
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apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

g. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang
telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa
menyetujui  permintaan pembayaran dan bendahara
melakukan pembayaran.

Apa yang dimaksud dengan penatausahaan pada tahap pengelolaan keuangan
desa ?

Penata usahaan pengelolaan keuangan desa adalah merupakan suatu kegiatan
yang wajib serta khusus dilakukan oleh Bendahara Desa dalam hal mencatat
transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa. Bendahara Desa pun harus
jeli perihal melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan yang mengakibatkan
terjadinya suatu transaksi keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) baik itu berupa pendapatan ataupun belanja desa.

Dokumen apa saja yang diperlukan dalam penatausahaan kegiatan atau
belanja desa yang digunakan dalam seluruh desa di kabupaten Blora untuk
Dana Desa Tahun 2017?

1) Dokumen Rencana Anggaran Biaya ( RAB )

2) Dokumen Pengadaan Barang / Jasa

Bagaimana alur penatausahaan atau belanja desa yang digunakan seluruh
desa di Kabupaten Blora untuk Dana Desa Tahun 2017?

1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen
antara lain Rencana Anggaran Biaya.

2) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa
dan di sahkan oleh Kepala Desa.

3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu
kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan di desa.

4) Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada
Kepala Desa.

5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan
sebelum barang dan/atau jasa diterima.

6) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri
atas:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan

Lampiran bukti transaksi

. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekretaris Desa
berkewajiban untuk: Meneliti kelengkapan permintaan
pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji

Q0 oo
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kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran,menguji
ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud, serta menolak
pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

7) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang
telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui
permintaan pembayaran dan bendahara melakukan
pembayaran.

8) Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara
melakukan pencatatan pengeluaran.

9) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

10. Bagaimana Upaya dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan
dalam dana desa tahun 20177
» Dengan melaksanakan sosialisasi kepada bendahara desa dan kepala

Desa, setelah melakukan transaksi / belanja untuk segera melakukan

pemotongan pajak dan membayarkannya.
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TRANSKRIP WAWANCARA INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA
Tempat : Kantor Inspektorat Kabupaten Blora
Tanggal : 17 Mei 2019
Pukul :08.15WIB
Keterangan:

N1: Eko Purwanto (Perwakilan dari Tim PKPT untuk Kacamatan Cepu atas Dana
Desa 2017)

P : Pewawancara
WAWANCARA

P : Kapan pengawasan perpajakan atas Dana Desa 2017 dilaksanakan oleh
inspektorat?

N1: Program pemeriksaan bulan 11-29 Juni 2018.

P : Mengapa pengawasan perpajakan untuk Dana Desa 2017 perlu dilakukan?

N1: Untuk mengawasi, menjamin Dana Desa 2017 dan dana lain yang ada di desa
telah dikenakan pajak sebagaimana ketetapan yang berlaku, memberikan
asistensi kepada pemangku kegiatan/desa mengenai operasional perpajakan.
Karena terkadang di desa ada yang tidak sengaja dan sengaja belum
mengetahui mengenai pengetahuan pajak desa. Untuk yang tidak sengaja
akan diberi asistensi dan untuk yang sengaja maka akan diberi punishment.
Sengaja yang dimaksud contohnya pajak sudah dipungut tetapi belum
disetorkan, maka diindikasikan adanya kesengajaan tetapi tergantung atas
sinergi antara pemeriksa dan yang diperiksa. Untuk yang kurang jelas
mengenai pajak bisa ke Inspektorat atau KPP. Pengawasan dilakukan untuk
memastikan pajak masih dengan SSP atau e-billing.

P : Dimana saja pengawasan perpajakan atas Dana Desa 2017dilakukan oleh
Inspektorat?

N1: Untuk pengawasan Dana Desa 2017 dilakukan disemua desa kurang lebih
271 desa, untuk Kecamatan Cepu Dana Desa 2017 masuk Inspektur
Pembantu (Irban) I. Tiap periode pemeriksa atau Irban akan ada rolling.

P : Mengapa pengawasan perpajakan Dana Desa 2017 dilakukan di Kecamatan

Cepu?

N1: Pengawasan pajak Dana Desa 2017 dilaksanakan oleh Inspektorat untuk tugas
reguler yang masuk dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
Untuk semua kecamatan di Kabupaten Blora, tidak hanya di Kecamatan Cepu
saja.
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P : Bagaimana laporan pertanggungjawaban Dana Desa 2017 di Kecamatan Cepu

N1:

N1:

Khususnya perpajakan ?

Untuk perpajakan masih terdapat beberapa desa yang belum memungut pajak,
terdapat beberapa desa yang sudah memungut namun belum disetor, terdapat
beberapa desa yang sudah memungut tapi belum sesuai tarif (kurang bayar
dan kurang tepat). Untuk desa yang belum memungut pajak itu sedikit
jumlahnya. Salah satu faktornya ada kesalahan penafsiran pada pembelian
material untuk yang diambil langsung dari sumber alam tidak dikenakan,
tetapi untuk sebuah material dari perusahaan atau masuk ke toko harus kena
pajak. LPJ DD ada yang e-biling ada yang masih manual, untuk yang manual
disarankan untuk menggunakan e-biling.

. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan dan panatausahaan Dana Desa

2017?

Untuk pelaksanaan sumber daya manusia (SDM) di desa sebagian besar
secara kuantitatif atau kualitas belum sepenuhnya kompeten. Kadang ada
desa yang perangkat cuma 3 tetapi kualitas baik, ada yang kuantitas baik tapi
kualitas kurang. Contoh dana 3 miliar tapi perangkat cuma 3 jadinya kurang
dapat memanfaatkan dana yang pengelolanya paling cuma 1, karena liannya
mungkin sudah tua dll. Masih adanya pemahaman sub-prioritas kepala desa
dalam pengelolaan dana yang menimbulkan opini bahwa apapun yang
dihumbau kepala desa dilakukan, padahal diaturan ada tapi di lapangan masih
terjadi. Ada pendamping desa yang belum kompeten. Untuk pengetahuan
program juga masih perlu ditingkatkan meski sudah ada kalkulator pajak.
Secara makro membantu, tetapi secara spesifiknya mungkin tergantung
bahasa program. Saat ini desa masih belum semua bisa operasikan sirkudes.
Tapi untuk di desa masih ditemui kurang bayar.
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TRANSKRIP WAWANCARA SEKSI PEMBANGUNAN KECAMATAN

CEPU KABUPATEN BLORA

Tempat : Kantor Kecamatan Cepu

Tanggal : 07 Mei 2019

Pukul

:10.44 WIB

Keterangan:

N1: Ariyanto (Staf Seksi Pembangunan Kecamatan Cepu)

N2: Kepala Desa Jipang

P: Pewawancara

WAWANCARA

P : Sampai tahun 2018 untuk desa yang sudah menyelesaikan LPPD, LRA, dan

SPJ untuk semua dana transfer mana saja?

N1: Yang sudah ada Mulyorejo, Gadon, Jipang, Getas, Ngloram, Kapuan,

Cabean. Tapi untuk arsip sudah berada di gudang karena sifatnya hanya
tembusannya. Dan pertanggungjawabannya itu kepada Kepala Dinas PMD.
Tapi untuk yang tahun 2018 ini belum bisa karena belum ada pemeriksaan
dari Inspektorat. Kalau 2017 sudah semua selesai. Mungkin untuk yang

2018 juga desa belum berani membuka karena belum diperiksa Inspektorat.

P : Adanya fenomena pengembalian spj pada tahun 2017 yang terkait pajak,

bagaimana upaya yang dilakukan?

N1: Kita kan masih sama-sama belajar, program pemeritah ini baru berjalan

selama kurang lebih 4 tahun. Jadi kita diberi pengenalan dengan mohon
maaf ada beberapa perbedaan. Laporan pertanggungjawaban pemerintah
saat ini dan yang dulu sudah jauh berbeda semenjak ada permendagri tahun
2006. Teruskan itu dibuat dan diperbarui, sampai ke desa. Sebelum dana ini
bergulir, desa kan akan diberikan sosialisasi. Desa yang memiliki banyak

urusan, tidak hanya urusan pemerintahan, tentu membutuhkan proses atas
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adanya pembaruan tersebut. Tetapi juga disertai dengan penyederhanaan
melalui SISKEUDES vyang diterapkan 2017. 2017 itu masih pengenalan
dasar. Kalau kami di kecamatan tidak memiliki, karena adminnya langsung
desa. SISKEUDES tiap tahun diperbarui sesuai prioritas dalam Dana Desa.
Dilengkapi juga dalam aplikasi kemudahan untuk menghitung pajak. Akan
tetapi SDM desa yang muda minim, sebab ada anggapan kalau sarjana
kembali ke desa dianggap gagal. Sehingga yang mengurus desa orang-orang
itu saja. Dengan keadaan semacam itu dan adanya program pemerintah,
harus tetap berjalan tapi dengan cara pandang yang sempit. Pandangan
sempit maksudnya ketika orang desa diajarkan membuat jurnal, iya akan
mengisi jurnal. Sehingga tidak mengetahui secara konsep. Untuk itu kita
mengajari sedikit demi sedikit yang itu butuh waktu dan proses, termasuk di
bidang perpajakan. Jadi mereka dulu masih menganggap sebelum tahun
2017 sebelum ada dana desa, bahwa pertanggungjawaban ini dibuat,
seadanya, jika diperiksakan baru ditemukan oleh pengawas internal
kesalahan. Sehingga desa membuat laporan seadanya nanti soal pajaknya
berapa akan diberitahu Inspektorat. Katika sudah diberitahu jumlah pajak
oleh Inspektorat, karna terlalu besar baru kaget. Sampai sekarang masih ada
yang beranggapan seperti itu, SPJ kok disusahkan perkara benar dan
salahnya urusan inspektorat.

P : Bagaimana keadaan permasalahan spj Dana Desa tahun 2017?

N1: Saya baru masuk sini 2017, sedangkan Kasi baru masuk 2018. Kalo sekarang
kan Camat sudah pindah. Kebetulan Camat inikan punya komitmen kuat
untuk membuat desa lebih akuntabel. Memunculkan kebijakan untuk semua
pertanggung jawaban dibuat selengkap mungkin, kalau sempurna memang
masih jauh, paling tidak jangan sampai seadanya. Nah lalu bagaimana
langkah pembinaan kita, kita lihat laporannya yang belum membayar pajak
yang mana, dan dikembalikan untuk dibayar terlebih dahulu. Terlanjur
dahulunya tidak pernah seperti itu, munculah berita tersebut. Yang namanya
perencanaan detailnya dengan realisasi dilapangan berbeda. Contohnya saya

mau membangunan jembatan pakai besi, semen, batu, dll. Ada namanya
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rencana anggaran atau estimasi saya membangun jembatan habis sekian. Dari
yang ada itu RAB ini habis, contoh saja harga semen disini 60rb, harga pasir
1 kubiknya 250rb. Nah ini kami kembalikan untuk diperbaiki sesuai harga
realitanya, yang sudah termasuk pajak dan bop. Misal saya anggarkan semen
56rb, harga semen ditoko itu 43rb, otomatis sisanya harusnya
dipertimbangkan untuk pajak dan biaya angkut. Akan tetapi di desa kamarin
kalau di anggaran 56 rb, iya pertaggungjawabannya 56rb. Itu yang mencoba
kita jelaskan, jadi yang dimaksud kami sesuaikan itu yang dibelanjakan
sesuai ini, tetapi harga tetap sesuai realita. Sehingga itu permasalahan
komunikasi dan butuh pemahaman. Karena terkadang yang membuat
pertanggungjawaban, yang menguasai keuangan itu paham. Tetapi untuk SPJ
itu susah, padahal itu poin tertinggi, dia yang menentukan kebijakan tersebut.
Organisasi atau tim kalau tidak berjalan itu susah, nah organisasi ini yang
perlu diatur. Dan untuk mencari orang dalam organisasi itu susah. Kenapa?
Karena jiwa-jiwa muda desa, bila sarjana masih di desa itu dianggap sarjana
gagal. Padahal bila bisa menata desanya dengan keadaan desa yang saat ini
tiap tahunnya diberi banyak dana. Maka mungkin bisa membantu untuk
perbaikan, baik manajemen atau apapun. Dulu jadi pernah, teman-teman satu

kecamatan bersama membuat BUMDes bersama dan kagiatan ini

: Bagaimana keadaan APBDes dan SPJ tahun 2018?
N1:

Kalau tahun 2017 sudah semua, tapi untuk yang tahun 2018 SPJ beberapa
masih ada penyempurnaan. Tetapi untuk yang tahun 2018 belum bisa, karena

belum ada pemeriksaan dari Inspektorat.

: Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan Cepu?

Kita cek SPJ. Untuk pajaknya sendiri kita bertanya mengenai perhitungan dan
sudah/belum dibayarkan pajak tersebut, kalau baru e-billing kami sarankan
untuk dibayar terlebih dahulu. Setelah dibayar, bukti pembayaran pajak
dilampirkan. Tidak hanya mengecek SPJ, tetapi juga mengecek langsung ke
desa.

Bagaimana kebijakan bagi desa yang belum/terlambat membayarkan pajak?
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Jadi kalo kita mengeluaran anggaran sudah termasuk pajak. Nah saat sudah
dicairkan, dipasar kita beli. Misal untuk membuat pagar, sudah dianggarkan,
dari setiap item yang dianggarkan sudah terlihat pajaknya berapa. Kalau
kesusahan membayar pajaknya, ditotal saja dulu dan untuk itu ditinggal dulu.
Kita cairkan anggaran berikutnya, nah itu nanti untuk. Begitu pekerjaan ini
siap dipertanggungjawabkan pajak nya dibayar. Hanya semata-mata karena
Kita memungut pajak dari toko. Itu sangat efektif dan mendorong tetapi agak
ekstrim karena memaksa. Tetapi untuk lebih baik. Kita juga dulu pernah,
pencairan sudah harus termasuk pajak, agar dapat pencairan tahap berikutnya.
Tetapi kendala ketika dia sudah benar-benar tidak bisa membayar pajak, dana
berikutnya ini tidak cair-cair. Sehingga menjadi kendala lagi, sebab masih ada
pihak yang menyerahkan benar/salah penghitungan pajak ke pemeriksaaan

Inpsektorat. Tetapikan aturan pajaknya tidak begitu.

: Kapan kebijakan tersebut berlaku?

Itu sifatnya interen (lingkungan sendiri), sehingga tidak dapat dijadikan acuan
karena aturan kan tidak seperti itu. Kalo daerah lain kan tidak ada, jadi ini

kebijakan sifatnya internal.

: Bagaimana sifat kebijakan tersebut atau sebagai kesepakatan bersama?

lya, itu kalo kesepakatan iya harus sepakat. Karena mendorong. Contoh ini
Desa Jipang, dulu benar/salah perhitungan pajak diserahkan ke inspektorat.
Bukan begitu pak?

iya betul pak.
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Lampiran 6. Dokumentasi Saat Wawancara Bendahara Desa

« & "

Gambar 16. Kantor Kepala Desa Sumberpitu
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KECAMATAN CEPU

OR DESA NGLORAM

Gambar 19. Pembangunan TK di Desa Sumberpitu



Lampiran 7. Besaran Dana Desa Tahun 2017 Kecamatan Cepu

Kec. Cepu
1 |GADON
2 [NGLORAM
3 CABEAN

4 |KAPUAN

5 [JIPANG
6

7

8

9

GETAS
[SUMBERPITU
[KENTONG
[MERNUNG
10 |[MULYOREJO
11 |NGLANJUK

720,442,000
720,442,000

720,442,000
720,442,000
720,442,000
720,442,000
720,442,000
720,442,000

0,35%)

0,09%)

292

0,24%;

0,08%)

2,05

0,12%|

0,01%)

29,72

0,29%|

0,09%,

0,27%

41,327,576
74,604,436
68,890,987
54,852,438
61,981,377
48,594,617
39,639,482
54,381,553
42,861,311
48,095,575
50,997,259

761,769,576
795,046,436
789,332,987
775,294,438
782,423,377
769,036,617
760,081,482
774,823,553
763,303,311

761,800,000
795,000,000
789,300,000
775,300,000
782,400,000
769,000,000
760,100,000
774,800,000
763,300,000

768,537,575
771,439,259
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768,500,000
771,400,000
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Lampiran 8. Dokumen Desa Ngloram
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Gambar 21. Kode Billing Desa Ngloram
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Gambar 22. Bukti Penerimaan Negara Desa Ngloram
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